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.« Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

bahwa dalam rangka penyempurnaan kebijakan akuntansi,
khust;shya Bagan Akun Standar, maka dipandang perlu
merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2014
tentang Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar
Nomor 78 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sistem
Akuntansi Pemerintah Kota Blitar yang ditetapkan dengan
Peraturan Walikota;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 - tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungari Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomdr,‘551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ke;ﬁangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Ilj,donesia '
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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran ~ Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400); |

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan -~

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3243);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

11.

12.

13.

14.

15.

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578); |

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara /
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambah'ahﬂ 47
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

16.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A);

17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Dacrah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2014 tentang

Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Berita
Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 78);




Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 78 TAHUN 2014

TENTANG KEBIJAKAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA
BLITAR.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Blitar
Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sistem Akuntansi
Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014
Nomor 78) diubah sebagai berikut:

1.

N o oo o e N

o

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lampiran I, BAB I, tetap;

Lampiran I, BAB II, tetap;

Lampiran I, BAB III, tetap;

Lampiran I, BAB 1V, tetap;

Lampiran I, BAB V, tetap;

Lampiran I, BAB VI, tetap;

Lampiran I, BAB VII, diubah sebagaimana tersebut dalam
Lampiran I, BAB VII Peraturan Walikota ini;
Lampiran I, BAB VIII, tetap;

Lampiran I, BAB IX, tetap;

Lampiran I, BAB X, tetap;

Lampiran I, BAB XI, tetap;

Lampiran I, BAB XII, tetap;

Lampiran I, BAB XIII, tetap;

Lampiran I, BAB XIV, tetap;

Lampiran I, BAB XV, tetap;

Lampiran II, diubah sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Il Peraturan Walikota ini.




Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Juli 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,
ttd.
SANTOSO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 23 Juli 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.
Suharsono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

Peny
NIP. 19780420 200501 2 012




LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 17 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 JULI 2018

BAB I
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

A. UMUM

1. Definisi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang
tertuang dalam kebijakan akutansi Pemerintah Kota Blitar dikenal 2
istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA.
Pendapatan—LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah
semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah.

. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar
ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Pendapatan Transfer;

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai
berikut:

‘Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah
Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Dana BagiHasil/DAU/DAK/Pendapatan
Perimbangan /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pendapatan Transfer Pemerintah
Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah
Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan

Kebyakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar 1




- | Bantuan Keuangan

. B it

Lain-lain Pendapatan Daerah | Pendapatan Hibah
yang Sah

Dana Darurat

i
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B. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATANDI SKPD
1. Pihak Pihak Terkait

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada
SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-
SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD dan PA/KPA.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi Pendapatan‘ LO dan Pendapatan LRA, PPK-

SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD memiliki tugas sebagai

berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan
LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke
Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

2) melakukan posting Jurnal jurnal transaksi / kejadian pendapatan
LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing
rekening (rincian objek);

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan
Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPD

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan
kedalam buku kas penerimaan;

2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari
Pendapatan;

3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap
hari.

c. PA/KPA

1) menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan
pajak/retribusi daerah; ,

2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh
Fungsi Akuntansi SKPD.
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2. Dokumen yang Digunakan :

Kelompok |  Jenis Pendapatan |  Dokumen
Pendapatan
‘Pendapatan Asli | Pajak Dacrah o
Daerah | T T “eof SKP Daerah/SKR |
Retribusi Daerah , |
e e | Daerah/
‘ Hasil P lol
ast Fengelolaan STS/TBP/Dokumen
Kekayaan Daerah Yang .
Lain yang
Dipisahk
S Rttt dipersamakan
Lain-lain PAD yang Sah
B N U _..J ........ - e At

3. Jurnal Standar

Pendapatan LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan
earned; atau; |

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA

diakui pada saat:

a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau

b. Diterima oleh SKPD; atau

c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan
pendapatan, maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat
diklasifkasikan kedalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai
berikut:
a. Jurnal StandarUntuk Pencatatan Pajak
1) Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya
penetapan terlebih dahulu (earned).
Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPD telah
berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima
pembayarannya dari wajib pajak. Oleh karena itu, PPK-SKPD

mengakui adanya pendapatan pajak LO dengan menjurnal:

Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar 3




Jurnal LO atau Neraca

T Kode
| Tanggal | Nomor Bukti . Uraian Debit | Kredit
Rekening
XXX XXX XXX | Piutang Pajak........ XXX
XXX Pendapatan Pajak....LO XXX

Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP
tersebutwajib pajak akan menerima Tanda Bukti Pembayaran
(TBP) sebagai bukti telah membayar pajak. TBP juga menjadi
dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan pajak tersebut

dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Kode
Tanggal | Nomor Bukti . Uraian Debit | Kredit
Rekening
XXX XXX XXX | Kas di  Bendahara | XXX
Penerimaan
XXX Piutang Pajak...... XXX
Jurnal LRA
, T Kode _ ‘ ,
Tanggal | Nomor Bukti . - Uraian Debit | Kredit
1 Rekening _ ' .
XXX | XXX | 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL XXX |
XXX Pendapatan Pajak...LRA XXX
Selanjutnya Bendahara Penerimaan akan menyetorkan

pendapatan tersebut ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen

penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD

menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Kode . .
Tanggal | Nomor Bukti . Uraian Debit | Kredit
Rekening
XXX XXX | XXX | RKPPKD XXX
XXX Kas di Bendahara XXX
Penetimaan
Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar 4
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Bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah,

maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank, PPK-SKPD akan
menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

‘Kode ! '
Tanggal | Nomor Bukti . : Uraian Debit | Kredit
Rekening
XXX XXX | XXX | RKPPKD XXX
XXX ._Piutang Pajak... XXX
Jurnal LRA
Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | " Uraian Debit Kredit’
XXX | XXX | 0.0.0.0000 Perubahan SAL | XXX |
o XXX Pendapatan Pajak... LRA XXX

2) Pengakuan  pendapatan pajak% yang didahului dengan

penghitungan sendiri oleh Wajib: pajak (self assessment) dan
dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan
perhitungan tersebut.
Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran
pajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan
perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment), PPK-SKPD
mengakui adanya pendapatan pajak LO dan pendapatan pajak
LRA dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

| Kbde
Tanggal | Nomor Bukti | . Uraian Debit | Kredit
Rekening 7
XXX XXX XXX |Kas  di __ Bendahara | XXX
Penerimaan
XXX Pendapatan Pajak .... LO XXX
Jurnal LRA
' Kode ’ ' _
Tanggal | Nomor Bukti . - Uraian | Debit | Kredit
L Relening |~ o o o)
XXXi ‘ XXX 0.(.).0.00;(’)0.' Pérgbah'anvSAL 4 T xxx
XXX Pendapatan Pajak ... LRA XXX
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Saat Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas
Daerah. Berdasarkan dokumen benyetoran tersebut atau STS
(Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal  {Nomor Bukti| »’_(Od? ‘Uraian Debit | Kredit
Rekening' = '
XXX XXX [ XK RK PPKD XXX
XXX }Kas di  Bendahara XXX
fPenerimaan

Selanjutnya akan dilakukan pemériksaan terhadap wajib pajak,
apabila ditemukan adanya kurang bayar maka akan diterbitkan
Surat Keterangan Kurang Bayar. SKPD mengakui adanya
penambahan Pendapatan LO.Berdasarkan Surat Keterangan
tersebut PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Kode
Tanggal | Nomar Bukti ] Uraian Debit | Kredit
Rekening :
XXX XXX XXX Piutang Pajak...... XXX
XXX Pendapatan Pajak...... LO XXX

Apabila ditemukan adanya lebih bayar maka akan diterbitkan
Surat SKPD mengakui
pengurangan Pendapatan LO. Berdasarkan Surat Keterangan
tersebut PPK SKPD menjurnal:

Keterangan Lebih Bayar. adanya

Jurnal LO atau Neraca

Kode ] _ _
Tanggal | Nomor Bukti . Uraian Debit | Kredit
Rekening
XXX XXX XXX Pendapatan Pajak...... LO XXX
XXX Utang Kelebihan XXX
Pembayaran Pajak

3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di

muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama

beberapa periode ke depan.

Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar
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Ketika bendahara penerimaan SKPD' menerima pembayaran
pajak dari wajib pajak atas pajak? yang dibayar untuk periode
tertentu, PPK-SKPD mengakui afldanya Pendapatan Diterima
Dimuka dan Pendapatan Pajak LRA dengan menjurnal;

Jurnal LO atau Neraca

T | Nomor Kode : Urai Debit | K
angga . Uraign - i
99 Bukti Rekening i . ebit. | Kredit
XXX | XXX XXX | Kas di Bendahara Penerimaan XXX
XXX Pendapatan Diterima Dimuka XXX
Jurnal LRA
T | Nomor K drRrk | Urai Dbt Kredit
angga . “|Kode Rekenin ' Jraian - ebit | Kredi
B Buki | | g__rrk_a‘- TR
XXX | XXX | 0.0.0.00.00 |Perubahan SAL %KX
XXX Pendapatan Pajak....LRA XXX
Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan
pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen
penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK-SKPD
menjurnal:
Jurnal LO atau Neraca
i Kode 7 . . » ) '
Tanggal | Nomor Bukti . Uraian Debit | Kredit
Rekening
XXX | XXX XXX RK PPKD XXX 2
XXX Kas di Bendahara XXX
Penerimaan

Diakhir tahun atau akhir periode akan diterbitkan bukti

memorial untuk mengakui pendapatan LO, PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal | Nomor Bukti Od? Uraian Debit | Kredit
Rekening
XXX XXX XXX | Pendapatan Diterima Dimuka | XXX
XXX Pendapatan Pajak....LO XXX

4) Pengakuan  pendapatan pajak yang didahului dengan

penghitungan sendiri oleh wajib Epajak (self assessment) dan
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pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban
selama beberapa periode ke depan;

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran
pajak dari wajib pajak atas pajalj< yang dibayar untuk periode
tertentu, PPK-SKPD mengakui fadanya pendapatan diterima
dimuka dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca |

Kode ~
Tanggal | Nomor Bukti | . ; Uraian Debit | Kredit
Rekening
XXX XXX XXX | Kas di Bendahara XXX
Penerimaan
XXX Pendapatan Diterima XXX
Dimuka
Jurnal LRA
' Kode - . ]
Tanggal | Nomor Bukti L Uraian Debit | Kredit
Rekening
XXX XXX 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | XXX
XXX Pendapatan Pajak..LRA XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan
pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen
penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi
akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal | Nomor Bukti K?f’*,’ N v Uraian Debit | Kredit
| Rekening f ‘
XXX | XXX XXX | RKPPKD XXX
XXX Kas di Bendahara XXX
Penerimaan

Pada akhir periodeSKPD melakukan pemeriksaan. Apabila
ditemukan adanya pajak kurang bayar, SKPD akan
mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar.Berdasarkan surat
ketetapan tersebut, dicatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Kode : ’ , _
Tanggal | Nomor Bukti . ; Uraian Debit | Kredit
Rekening _
PengakUan Pendapatan -LO pada saat pemeriksaan
XXX [ XXX XXX | Pendapatan Diterima [ XXX ]
Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar 8




Dirﬁuka
XXX Pendapatan Pajak...LO XXX
Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar
XXX | XXX XXX Piutang Pajak ...... ’ XXX
XXX P(iandapatan Pajak...LO XXX

Apabila ditemukan adanya pajak lebih bayar, SKPD akan
mengeluarkan surat ketetaéan lebih bayar atas
pajak.Berdasarkan hal tersebut| dicatat pengakuan dengan
jurnal: |

Jurnal LO atau Neraca

. Kods — . . ,
Tanggal | Nomor Bukti | _ ) ’ Uraian Debit | Kredit
Rekening ;
'Perngaku'an Pendapatan o) pada saat peme[iksaan
XXX XXX XXX Pendaﬁatan Diterima Dimuka XXX N
T T XXX Pendapatan Pajak...LO XXX |
Pengakuan Piutang atas'Pajak Lebih Bayar ' ‘
XXX XXX XXX Pendapatan Pajak....LO XXX
' [ xxx Utang Kelebihan Pembayaran XXX
Pajak

b. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Retribusi

1) Jurnal Standar - Earmned
Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah SKPD telah
berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima
pembayarannya oleh wajib retribusi (earned). Oleh karena itu,
PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan retribusi LO dengan
menjurnal;

Jurnal LO atau Neraca

Kode i ) ‘ ]
Tanggal | Nomor Bukti ) Uraian Debit | Kredit
Rekening | : o 7
XXX XXX XXX ‘Piutanvg Retribusi ...... XXX
XXX Pendapatan Retribusi....LO XXX

Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat
dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan menerima Tanda Bukti
Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar retribusi. TBP
Jjuga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan
retribusi -LRA dengan jurnal:
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Jurnal LO atau Neraca‘

Kode
Tanggal | Nomor Bukti ] Uraian Debit | Kredit
- | Rekening 4 o ,
XXX XXX XXX Kas di Bendahara Penerimaan | XXX
XXX Piutang Retribusi....LO XXX
Jurnal LRA
. Kode
Tanggal | Nomor Bukti o Uraian Debit | Kredit
Rekening ;
XXX XXX | 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL XXX
XXX Pendapatan Retribusi... LRA XXX
Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan

pendapatan ini ke Kas Daefah. Berdasarkan dokumen

penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD
menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Kode 7
Tanggal| Nomor Bukti |~ Uraian Debit | Kredit
Rekening
XXX | XXX XXX | RK PPKD XXX
XXX Kas di Bendahara Penerimaan XXX

2) Jurnal Standar - Realized

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan
menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi

dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan

mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Kode . .
Tanggal | Nomor Bukti . Uraian Debit | Kredit
Rekening
XXX XXX XXX Kas di Bendahara Penerimaan XXX
XXX Pendapatan Retribusi......... LO XXX
Jurnal LRA
Kode . ;
Tanggal | Nomor Bukti | _ L -Uraian Debit | Kredit
Rekening - : '
TRXX | XXX XXX | Perubahan SAL XXX
XXX Pendapatan Retribusi ... LRA XXX

Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar
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Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan
pendapatan ini ke Kas Dael}ah. Berdasarkan dokumen
penyetoran tersebut atau STS ($urat Tanda Setoran), fungsi

akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

, o : _ -
Tanggal | Nomor Bukti | _ . ¢ Uraian Debit | Kredit
Rekening : _
XXX XXX XXX [RKPPKD [ XXX |
XXX Kas di Bendahara Penerimaan XXX

4. [Tustrasi

Jenis  pendapatan  yang terdapat pada SKPD dapat
meliputipendapatan pajak dan pendapatan retribusi. Pencatatan
pajak pada SKPD dapat menggunakan 4 alternatif pengakuan sesuai
dengan mekanisme pendapatan pajak yang dianggarkan pada SKPD
tersebut. Sedangkan untuk retribusi menggunakan 2 alternatif
pengakuan sesuai dengan mekanisme pendapatan retribusi yang
dianggarkan pada SKPD tersebut.

a. Prosedur Pencatatan Pajak

1) Pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya
penetapan terlebih dahulu (official assesment).
Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen
penetapan tersebut telah disahkansedangkan untuk pendapatan
LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan. Ketika dokumen
penetapan disahkan, maka fungsi akuntansi membuat jurnal
dengan mencatat piutang pendapatan di debit dan pendapatan
LO di kredit. Besaran pendapatan yang diakui sebesar nilai yang

tertera dalam dokumen penetapan.

Ilustrasi:

a) Tanggal 13 Februari 2017, Badan Pendapatan Keuangan dan
Aset Daerah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) sebagai ketetapan atas PBB tahun 2017
sebesar Rp. 2.500.000,00. Befdasarkan informasi/transaksi

tersebut, fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan jurnal:
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Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nom?r KOd? Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening
13-02-17 | SPPT 1.1.3.01.15 Piutaﬁg PBB 2.500.000
8.1.1.15.01 Pen;dapatan PBB- LO 2.500.000

b) Tanggal 13 Juli 2017, wajib ﬁajak melakukan pembayaran
melalui Bank. Berdasarkan SSP/nota kredit yang diterima
bendahara penerimaan BPKAD, fungsi akuntansi akan

mencatat pengakuan Pendapatan LRA dengan jurnal sebagai
berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Nomor } Kode

Tanggal . Uraian bit i
99 Bukti Rekening Debi Kredit

13-07-17 | SSP/Not | 1.1.1.02.01 | Kas di Bendahara _ 12.500.000

a Kredit Penerimaan
"1 1.1.3.01.15 Piutang PBB 2.500.000
Jurnal LRA
, Nomor |  Kode _ | , .
Tanggal ) o Uraian Debit Kredit
‘Bukti ‘Rekening | 7 _
13-07-17 | SSP/Not | 0.0.0.00.00 Perubahan SAL  12.500.000
a Kredit
4.1.1.15.01 | Pendapatan PBB LRA 2.500.000

c) Tanggal 14 Juli 2017, Bendahara Penerimaan menyetorkan
pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen
penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK

SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomc?r KOd(,e Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening
140717 | SSP | 3.1.3.01.01 | RK PPKD ' 2.500.000
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 2.500.000
Penerimaan

d) Bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah,
maka berdasarkan Nota Krediﬁ dari Bank fungsi akuntansi

SKPD akan menjurnal:
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Jurnal LO atau Neraca

Nomor T ! T V
Tanggal Bukt Kode Rekening Uraian Debit Kredit
14-07-17 [ Nota | 3130101 |RKPPKD  |2500.000]
Kredit ;
1.1.3.01.15 Piutang PBB 2.500.000
Jurnal LRA
Tangge! Nomor |  Kode " ‘, et .
g Bukti Rekening j Jraian ebit Kredit
14-07-17 | Nota | 0.0.0.00.00 Pergbahan SAL 2.500.000 |
Kredit :
4.1.1.15.01 | Pendapatan PBB LR 2.500.000
Jurnal LRA
Tanadal Nomor Kode Urai ' Debit K d"t
999 Bukti | Rekening aan et redt
14-07-17 | Nota | 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL 2.500.000
Kredit
4.1.1.12.01 Pendapatan 2.500.000
PBB-Perdesaan
dan Perkotaan

2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan
penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan
dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan
perhitungan tersebut.

Jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, selanjutnya
dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar
apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk
kemudian dilakukan penetapan.

Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan
LRA ketika ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar
maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang
akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan

~ apabila dalam pemeriksaan diterpukan lebih bayar pajak maka
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akan diterbitkan surat ketetépan lebih bayar yang akan

dijadikan pengurang pendapatargl LO.

[lustrasi:

a) Tanggal 5 Mei 2017, BPKAD menerima pembayaran pajak
hotel bulan April dari hoteél Padang Bulan sebesar Rp.
7.500.000,00. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan
péndapatan LO dan pendapatén LRA dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Nomor| Kode
“Bukti | Rekening i
05-05-17( TBP 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan | 7.500.000

Tanggal | Uraian - | Debit | Kredit

8.1.1.06.01 Pajak Hotel — LO 7.500.000
X : N
Jurnal LRA -
Tan ’al‘ | Nofﬁ(r)r' | VKbde Urai Debit Kredit
. raian
99 Bukti Rekening el redi
05-05-17| TBP | 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 7.500.000
4.1.1.06.01 Pajak Hotel ~ LRA 7.500.000
b) Tanggal 8 Mei 2017 Bendahara Penerimaan menyetorkan
pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen
penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran)fungsi
akuntansi mencatat dengan jurnal:
Jurnal LO atau Neraca
T Nor Kod ' 7
omor oage
T i Uraian Debit Kredit ’
angea Bukti | Rekening I
08-05-17 | SSP |3.1.3.01.01| RK PPKD 7.500.000
1.1.1.02.01) Kas diBendahara Penerimaan 7.500.000

c) Tanggal 10 Mei 2017 dilakukan pemeriksaan atas pajak
hotel yang dibayarkan oleh Hotel Padang Bulan dan
ditemukan adanya pajak kurang bayar sebesar Rp.
1.700.000,00. Berdasarkan hasil perhutngan tersebut Dinas
Pendapatan akan mengeluarkan surat ketetapan kurang
bayar atas pajak hotel mekar. Berdasarkan hal tersebut,

fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal:
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Jurnal LO atau Neraca

| Kode E |
Tanggal | Nomor Bukti ) - Uraian Debit Kredit
Rekening _
10-05-17 | SKPDKB | 1.1.3.01.06 Piut?ng Pajak Hotel 1.700.000
8.1.1.06.01 F’ajak Hotel - LO 1.700.000

d) Apabila dalam pemer‘iksaani tersebut ditemukan adanya
pajak lebih bayar, BPKAD akan mengeluarkan surat
ketetapan lebih bayar atas pajak hotel Padang Bulan.
Berdasarkan hal tersebut, fungsi akuntansi mencatat

dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomior Bul'ﬁJ{ Rc:::ng s Uraian  Debit | Kredit
10-05-17 | SKPDLB | 8.1.1.06.01 | Pajak Hotel - LO 1.700.000
2160101 |  Utang Kelebihan 1.700.000
Pembayaran Pajak

3) Pengakuan pendapatan pajak yaing pembayarannya dilakukan
di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama

beberapa periode ke depan.

Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah
terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang

telah diterima.

[lustrasi:

a) Tanggal 1 September 2017, BPKAD menerima pembayaran
pajak reklame yang dibayarkan untuk masa satu tahun
kedepan sebesar Rp. 36.000.000,00. Berdasarkan hal

tersebut dicatat pendapatan diterima dimuka dan

pendapatan LRA dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Nomor Kode . . .
Tanggal Bukli | Rekening Uraian Debit Kredit
01-09-17 | TBP | 1.1.1.02.01 | Kas di Bendahara 36.000.000
Penerimaén
2.1.4.04.01 Pendapatan Diterima Dimuka 36.000.000

Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar 15




Jurnal LRA

Tanggal Nomor Kode :Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening : ‘
01-09-17 | TBP | 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 36.000.000
4110101 | Pajak Reklame 36.000.000
Papan/Billboard/
Video;ron/

Megatron — LRA

b) Tanggal 4 September 2017, Bendahara Penerimaan
menyetorkan pendapatan inigke Kas Daerah. Berdasarkan
dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda

Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal "°",“?’v ,Kod?" - ‘Yraian | Detit- - Kredit
| ‘Bukti | ‘Rekening S e ‘ :
02-09-17 | SSP | 31.3.01.01 | RK PPKD 136,000,000
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 36.000.000
Penerimaan

c) Tanggal 31 Desember 2017, dilakukan penyesuaian atas
pendapatan diterima dimuka untuk melakukan pengakuan
pendapatan-LO dari pajak reklame untuk tahun
2015dengan menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan
perhitungan, jumlah pendapatan reklame adalah sebesar
Rp. 12.000.000,00 (1/09/17 s/d 31/12/17 atau 4 bulan).

Berdasarkan hal tersebut, fungsi akuntansi mencatat

dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Nomor

Tanggal Bukii Kode Rekening Uraian Debit Kredit
ukti

311217 | BM | 2.1.4.04.01 | Pendapatan Diterima 12.000.000
Dimuka
8.1.1.01.01 Pajak Rekiame 12.000.000
Papan/Billooard/
Videotron/
Megatron - LO .

Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar 16




4) Pengakuan pendapatan pajajk yang didahului dengan
penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan
pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban

selama beberapa periode ke depén.

[ustrasi:

a) Tanggal 1 September 2017, $PKAD menerima pembayaran
pajak reklame dari PT “Maju Mapan Sejahtera” yang

dibayarkan untuk masa satu tahun kedepan sebesar

Rp.36.000.000,00.

Berdasarkan

hal

tersebut

dicatat

pendapatan diterima dimuka dan pendapatan LRA dengan

jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomo.r KOd? Uraian Debit Kredit
Bukti | Rekening
01-00-17 | TBP | 1.1.1.02.01 | Kas di Bendahara 36.000.000
Penerimfaan
2.1.4.04.01 Pendapatan Diterima 36.000.000
Dimuka
Jurnal LRA
Tanggal Nom?r KOdef‘ , ASraian 1 Debit | Kredit
Bukti | Rekening : ; :
01-09-17 | TBP | 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL ~[36.000.000
4.1.1.01.01 Pajak Reklame 36.000.000
Papan/Billboard/
Videotron/Megatron —
LRA
b) Tanggal 4 September 2017, Bendahara Penerimaan

menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan

dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda

Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

" Nomor Kode : .
Tanggal . e - Uraian Debit Kredit
99 | Bukti | Rekening ' |
04-09-17 SSP 3.1.3.01.01 | RK PPKD 36.000.000
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 36.000.000
Penerimaan
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c) Tanggal 31 Desember 2017, BPKAD melakukan perhitungan
untuk pengakuan pendapat;an-LO atas pajak reklame
sebesar Rp. 12.000.000,00. Seiﬂn hal tersebut, BPKAD juga
melakukan pemeriksaan a:ttas pajak reklame yang
dibayarkan dari PT “Maju Mapan Sejahtera”. Hasil
pemériksaan ditemukan adar{ya pajak kurang bayar pajak
reklame sebesar Rp. 1.206.000,00. Berdasarkan hasil
perhitungan tersebut, BPKAD mengeluarkan surat ketetapan

kurang bayar. Berdasarkan hal tersebut dicatat dengan

jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Nomor .= Kode

Tanggal i Uraian Debit Kredit
998 | Bukii | Rekening | e redt

311147 | BM | 2.1.4.04.01 | Pendapatan Diterima 12.000.000
Dimuka
; 8.1.1.01.01 | Pajak Reklame 12.000.000
Papan/Billboard/
Videotron/Megatron ~
LO

31-11-17 |SKPDKB| 1.1.3.01.09 | Piutang Pajak Reklame | 1.200.000

8.1.1.01.01 Pajak Reklame 1:200.000
Papan/Biliboard/
Videotron/Megatron —
LO

d) Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya
pajak lebih bayar, BPKAD akan mengeluarkan surat
ketetapan lebih bayar atas pajak. Berdasarkan hal tersebut

dicatat pengakuan dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Nomor Kode . o , )
T al Uraian |- - Debit “Kredit
an99%" | Bukti | Rekening e - it

‘ 31-12-17 BM 2.1.4.04.01 | Pendapatan Diterima 12.000.000
Dimuka
8.1.1.01.01 Pajak Reklame 12.000.000
Papan/Billboard/
Videotron/Megatron —
LO

31-12-17 |SKPDKB| 8.1.1.01.01 | Pajak Reklame "1.200.000
Papan/Billboard/
Videoiron/Megatron -LO
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2.1.6.01.01

Utang Kelebihan } 1.200.000

Pembayaran Pajak

b. Prosedur Pencatatan Retribusi |
1) Pengakuan pendapatan ketika piendapatan didahului dengan
adanya penetapan terlebih dahulu

Ilustrasi:

a) Tanggal 1 Mei 2017, BPKAD rrflengeIUarkan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah atas Pemakaian Kekayaan Daerah dan belum
diterima pembayarannya dari wajib retribusi sebesar Rp.
48.000.000,00. Berdasarkan informasi/ transaksi tersebut,
fungsi akuntansi SKPD mencatafc dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca |

. Kode _ ' '
Tanggal | Nomor Bukti . © Uraian Debit Kredit
Rekening.
01-05-17 SKRD 1.1.3.02.15 | Piutang Retribusi 48.000.000
Pemakaian Kekayaan
Daerah
8.1.2.15.01 Pendapatan sewa 48.000.000
Tanah dan Bangunan
-LO

b) Tanggal 15 Mei 2017, wajib retribusi membayar retribusi yang
terdapat dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan menerima
Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar
retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi fungsi akuntansi untuk

mencatat pendapatan retribusi dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

: or ' Kod . .
Tanggal Nom © c-.a Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening
150517 | TBP | 1.1.1.02.01 | Kas di Bendahara Penerimaan |48.000.000
1.1.3.02.15 Piutang Retribusi 48.000.000

Pemakaian Kekayaan

Daerah

Jurnal LRA

Nomor Kode .
T | Uraian Debit Kredit
angga Bukti Rekening
15-05-17 8P 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL 48.000.000
4.1.2.15.01 Pendapatan Retribusi - 48.000.000

penyewa Tanah dan
Bangunan - LRA
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c) Tanggal 17 Mei 2017, Bendahara Penerimaan menyetorkan
pendapatan ini ke Kas Dae;rah. Berdasarkan dokumen

penyetoran tersebut atau STS iSurat Tanda Setoran), fungsi

akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

FTanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti | Rekening :
160517 | SSP | 3.1.301.01 | RK PPKD ~[4s.000.000
1.1.1.02.01 Kés di Bendahara 48.000.000
Penerimaan

2) Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih

dahulu N\
Pengakuan pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan
pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah
diterima oleh pemerintah daerah.

Hustrasi:

a) Tanggal 17 Juli 2017, Dinas Perhubungan menerima
pembayaran retribusi Izin trayek sebesar Rp. 5.600.000,00.
Berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan LO dan
pendapatan LRA dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca
, AN\
Tanggal | omer | Kode Uraian Debit Kredit :
Bukti Rekening
16-07-17 | TBP | 1.1.1.02.01 | Kas di Bendahara 5.600.000
Penerimaan
8.1.229.02 | Pemberian Izin Trayek 5.600.000
Kepada Badan - LO
Jurnal LRA
Nomor Kode . ‘ .
T | Uraian Debit Kredit
angga Bukti Rekening
16-07-17 | TBP | 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL 5.600.000
4.1.2.29.02 Pember@an Izin Trayek 5.600.000
Kepada Badan - LRA
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b) Tanggal 17 Juli 2017, Bendahara Penerimaan menyetorkan
pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen
penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi

akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nom(?r KOd? Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening
170717 | SSP | 3.1.3.01.01 | RK PPKD ~ [5:600.000
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 5.600.000
Penerirjnaan

Berikut adalah rangkuman jurnal standar lgntuk pencatatan pendapatan di
SKPD: |

PENCATATANOLEHSKPD " PENCATATAN OLEH PPKD

No. Transaksi - - - e
Uraian Debet | Kredit Uraian Debet | Kredit
. Piutang ....... XXX
1 |Penerbitan SK : ' No Entry
Pendapatan ....- LO _ XXX
Kas di Bend Penerimaan xxx|
. Piutang ........ XXX
2 |Penerimaan Pembayaran No Entry
PerubahanSAL XXX
o o Pendapatan ...-lRA- x|
3 Penyetoran Pendapatan |RKPPKD o XXX Kas di Kas Daerah - XX
oleh SKPD ke Kas Daerah | Kas di Bend Penerimaan | |  xxx| RKSKPD X
RK PPKD- ‘ XX {Kas di Kas Daerah XXX
Pendapatan langsung Piutang ......... xx| RKSKPD XXX
4 |disetor ke kas umum ’
Perubahan SAL XX
daerah ~
Pendapatan .... - LRA 7 XXX

C. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI PPKD
1. Pihak Pihak Terkait

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada
PPKD antara lain Bendahara PPKD, fungsi akuntansi PPKD, dan
PPKD selaku BUD.

a. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD,

memiliki tugas sebagai berikut: ,

1) mencatat transaksi/kejadian perfdapatan LO dan Pendapatan
LRA berdasarkan bukti transaksii yang sah dan valid ke Buku
Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO d;am Neraca;
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2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan

LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing

rekening (rincian objek);

3) menyusun Laporan Keuangan,

yang terdiri dari Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP.SAL),
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),

Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara PPKD

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan

kedalam buku kas penerimaan.

2) membuat Rekap Penerimaan Pfarian yang bersumber dari

Pendapatan.

i 3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap

hari.

¢. PPKD Selaku BUD

1) Menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan

pajak/retribusi daerah.

2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh

Fungsi Akuntansi SKPD.
2. Dokumen yang Digunakan

Pendapatan Asli | Pajak Daerah Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Daerah | , Daerah L
j Hasil Pengelolaan | Hasil RUPS/Dokumen yang
7 Kekayaan Daerah yang | dipersamakan
o~ | Dipisahkan
_Lain-lain PAD yang Sah : 4
e Penjualan Aset yang | Dokumen Kontrak Penjualan
dipisahkan /Perjanjian Penjualan/Dokumen
L yang dipersamakan ; ,
e Jasa giro/bunga | Nota Kredit/sertifikat deposito /
deposito dokumen yang dipersamakan
¢ Tuntutan Ganti Rugi SK Pembebanan /SKP2K /
SKTJM/ Dokumen yang
B o B N dipersamakan
‘— Pendapatan Pendapatan Transfer
Transfer | Pemerintah Pusat :
¢ Bagi Hasil Pajak PMK/Dokumen yang
_ dipersamakan
e Bagi hasil bukan Pajak | PMK/Dokumen yang
dipersamakan
e DAU Perpres/Dokumen yang
dipersamakan
e DAK PMK/Dokumen yang
dipersamakan
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Pendapatan Transfer
_Pemerintah Lainnya : , ‘
e Dana Otonomi Khusus | PMK/Dokumen yang
. B dipersamakan , ,
¢ Dana Keistimewaan PMK/Dokumen yang
- dipersamakan
* Dana Penyesuaian PMK/Dokumen yang
; dipersamakan
Pendapatan Transfer
Pemerintah Daerah
Lainnya: , ,
* Pendapatan bagi hasil | Keputusan Kepala Daerah
| Pajak /Dokumen yang dipersamakan
e Bantuan Keuangan Keputusan Kepala Daerah
) o L /Dokumen yang dipersamakan
Lain-lain Pendapatan Hibah Keputusan Kepala Daerah
Pendapatan - /Dokumen yang dipersamakan
Daerah yang | Dana Darurat Keputusan Kepala Daerah /PMK
Sah _/ Dokumen yang dipersamakan
Pendapatan Lainnya Dokumen yang dipersamakan
3. Jurnal Standar

Pendapatan LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan
earned; atau

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA

diakui pada saat:

a. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau

b. diterima oleh SKPPD; atau |

c. diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan

pendapatan maka pengakuan pendapatan di PPKD dapat
diklasifkasikan kecdalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai
berikut:

a. Prosedur Pencatatan PAD
1) PAD melalui Penetapan

Ketika PPKD  menerbitkan Dokumen Ketetapan yang
mengindikasikan adanya hak Pemda atas suatu pendapatan.
Berdasarkan Dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD

kemudian akan mencatat jurnal.
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Jurnal LO atau Neraca

Tanggat No Kode Urai Debit K Vd'
99 Bukti Rekening ralan e redit
XXX Piutang Pendapatan...... XXX
XXX XXX
XXX Pendapatan Pajak .....- LO XXX

Piutang Pendapatan atas Surat Kétetapan itu akan dibayar oleh

Wajib Pajak yang selanjutnya akan menerima Tanda Bukti

Pembayaran (TBP) sebagai bukti

Penetapan. Berdasarkan Dokume

PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

telah menyetor PAD melalui

n tersebut, fungsi akuntansi

Tanggal | ° Kode Uraia Debit | Kredit
raiar
995 | Bukti | Rekening aan © redi
XXX Kas di Kas Daerah XXX
XXX XXX
XXX Piutang Pajak ..... XXX
Jurnal LRA
No ' vKode
Tanggal Uraian Debit Kredit
995" | Bukii | Rekening -
XXX Perubahan SAL XXXX
XXX XXX
XXX Pendapatan Pajak......RA XXXX

2) PAD Tanpa Penetapan

Ketika Pihak ketiga

melakukan pembayaran PAD Tanpa

Penetapan kernudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran

(TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD

kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Pendapatan Pajak....L.O

No koder ; "
T al i Uraian Debit Kredit
a9 | Bukii | Rekening
XXX Kas di Kas Daerah XXXX
XXX XXX
XXX XXXX
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Jurnal LRA

| | Kode
Tanggal No Bukii , . Uraian Debit Kredit
Rekening _
XXX Perubahan SAL XXXX
XXX XXX i
XXX Pendapatan Pajak...LRA XXXX

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan

dengan pembayaran perizinan,

misal perizinan pemasangan

iklan, kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

Berdasarkan Dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD
kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

, Kode _
Tanggal | No Bukti . Uraian Debit Kredit
Rekening
XXX Kas di kas daerah XXXX
XXX XXX
Utang Jaminan...

XXX

XXXX

Pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD

akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah

disetorkan. Fungsi akuntansi PPKD akan membuat bukti

memorial terkait eksekusi jaminan. Berdasarkan Dokumen

tersebut, fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat

jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Kode
T t | No Bukti Uraian Debit Kredit
angga Rekening
XXX Utang Jaminan XXXX
XXX XXX
XXX Pendapatan....LO XXXX
Jurnal LRA
Kode . .
Tanggal | No Bukti . Uraian Debit Kredit
Rekening
XXX Perubahan SAL XXXX
XXX XXX |
XXX Pendapatan...... LRA XXXX

i
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b. Prosedur Pencatatan Transfer/Dana jPerimbangan

Ketika Pemerintah Kota Blitar menerima surat pemberitahuan dari
|

Pemerintah Pusat terkait ketetapan jhmlah dana transfer yang akan

diterima oleh Pemerintah Kota Blitarj, maka berdasarkan ketetapan

tersebut, fungsi akuntansi PPKD kerriludian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Kbde
Tanggal No Bukti _ . Uraian Debit KreclitT
Rekening
XXX Piutangj pendapatan... XXXX
XXX XXX Pendapatan
XXX ‘i
Transfer....LO X0

Ketika pemerintah kota Blitar telah

menerima dana transfer dari

pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota

Kredit. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD

kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

7 : Kode . . .
Tanggal No Bukti o Uraian Debit Kredit
Rekening
: XXX Kas di kas daerah XXXX
XXX XXX
o XXX Piutang Pendapatan.... XXXX
N
Jurnal LRA
Kode . .
Tanggal | No Bukt © <.e Uraian Debit Kredit
Rekening
XXX Perubahan SAL XXX
XXX XXX
XXX Pendapatan Transfer..... LRA XXXX

c. Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Contoh : Pendapatan Hibah

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani,

fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca
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Tanggal | No Bukti . Uraian Debit Kredit
ange Rekening |
XXX Piutang Pendapatan Hibah Xxxx
XXX XXX !
XXX Pendapatan Transfer Hibah LO XXXX
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Selanjutnya, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Kota Blitar,

fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

| Kode ’
Tanggal | No Bukii . Uraian Debit Kredit
Rekening ‘
XXX Kas di kas daerah X
XXX XXX | o
XXX Piutang Pendapatan hibah.... Xxxx
Jurnal LRA
Kade ' 7
Tanggal | No Bukti L Uraian Debit Kredit
Rekening
XXX Perubahan SAL Xxxx
XXX XXX
XXX Pendapatan Hibah - LRA Xxxx

4. Tlustrasi

PPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan untuk pengakuan

pendapatan yang mengindikasikan adanya hak Pemda atas suatu

pendapatan (earned).
a. Prosedur Pencatatan PAD

1) Pajak Hotel
a) Tanggal 1 Februari 2017, PPKD menerbitkan SKP Daerah
atasPajak Hotel Mawar untuk bulan Januari sebesar Rp.
12.000.000,00 maka fungsi akuntansi akan mencatat dengan
jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Kode

Tanggal No Bukti Uraian Debit Kredit
% Rekening
SPT/SKP 1.1.3.01.06 | Piutang Pajak Hotel  |12.000.000
01-02-17 Daerah/Doku
e v Pendapatan Pajak ,
menyang | g 1.1.06.01 endap ] 12.000.000
dipersamakan Hotel - LO

b) Tanggal 10 Februari 2017, Hotel Mawar selaku wajib pajak
melakukan pembayaran pajak @ersebut yang selanjutnya akan
menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah

menyetor pajak melalui pene’éapan. Berdasarkan Dokumen
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tersebut, fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat
jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Kode ' ]

Tanggal No Bukti . Uraian Debit Kredit
Rekening

STS/TBP/Doku | 1.1.1.01.01 | Kas di kas daerah 12.000.000

10-02-17 men yang Piutang Pajak

dipersamakan | 1-1.3.01.06 Hotel 12.000.000

Jurnal LRA
| Kode '
Tanggal No Bukti . . Uraian Debit Kredit
Rekening |

STS/TBP/Dok | 0.0.0.00.00 Perdj,bahan SAL 12.000.000

10-02-17 | umen yang Penda
1 patan
dipersamakan | 4-1-1.06.01 Pajak Hotel LRA 12.000.000

2) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

a) Tanggal 17 Maret 2017, PPKD menerima uang jaminan dari
pihak ketiga bersamaan dengan pembayaran perizinan untuk
pemasangan iklan sebesar Rp.5.000.000,00. Dari transaksi
tersebut pihak ketiga menerima Tanda Bukti Pembayaran
(TBP). Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD

kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca -

Kode
Tanggal No Bukt . Uraian Debit Kredit
Rekening
1.1.1.01.01 | Kas di kas daerah 5.000.000
STS/TBP/Dok )
17-03-17 umen yang Utang Jaminan
dipersamakan 2.1.1.08.01 Pemasangan 5.000.000

lklan

b) Tanggal 17 April 2017, Pihak Ketiga tidak menunaikan
kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang
sebelumnya telah disetorkan. Fungsi akuntansi PPKD akan
membuat bukti memorial ‘terkait eksekusi jaminan.
Berdasarkan dokumen tersebﬁt, fungsi akuntansi PPKD

kemudian akan mencatat jurnal:
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Jurnal LO atau Neraca

) Kode B
Tanggal No Bukti L Uraian Debit Kredit
Rekening
v Utan aminan
8P/ | 2.1.1.08.01 9 Jamina 5.000.000
Pemasangan lklan
Dokumen |
17-04-17 yang Pendfpatan Hasil
. Eksekusi atas Jaminan
dipersama | 8.1.4.12.02 5.000.000
Pembongkaran
kan
Reklame - LO
Jurnal LRA
Kode ' ‘
Tanggal No Bukti . Uraian Debit Kredit
Rekening
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.000
TBP/Doku- Pendapatan Hasil |
dipersama- | 4 4 4 42 02 Jaminan 5.000.000
kan Pembongkaran
Reklame - LRA
3) Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan
a) Tanggal 5 Januari 2017, PPKD menerima hasil Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) tentang pembagian deviden untuk
Pemerintah Daerah sebesar Rp.250.000.000,00. Berdasarkan
informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat
dengan jurnal standar:
~ Jurnal LO atau Neraca
| Kode o
Tanggal | No Bukti . Uraian Debit Kredit
Rekening
' Piutang Bagian Lab
1130303 | o9 BagantacE | 0, 500.000
RUPS/ Perusahaan Swasta
Dokumen Bagian Laba yang
05-01-17 yang dibagikan ke
dipersam | 8.1.3.03.01 Pemda atas 250.000.000
akan Penyertaan Modal
pada Swasta- LO

b) Tanggal 31 Januari 2017, PPKD menerima nota kredit dari
bank untuk pembayaran deviden pemerintah daerah.
Berdasarkan informasi tersebut; maka fungsi akuntansi akan

mencatat jurnal standar:
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Jurnal LO atau Neraca

, Kode !
Tanggal | No Bukti . Uraian Debit Kredit
Rekening |
Nota 1.1.1.01.01 | Kas di kas daerah | 250.000.000
kredit/TBP/ :
31-01-17 | Doku-men Piutang Bagian
yang di- 1.1.3.03.03 La?a Perusa- 250.000.000
persamakan haan Swasta
Jurnal LRA
Kode
Tanggal No Bukti . Uraian Debit Kredit
Rekening
Perubahah
0.0.0.00.00 i .000.
SAL 250.000.000
Nota kredit/ Bagian Laba
TBP/Doku- V"Q .
- 31-01-17 men yang f:hbaglkan ke
. i Pemda at
dipersama- | 4130301 | | as 250.000.000
k , Penyertaan
an
Modal pada
Swasta-
LRA

4) Tuntutan Ganti Rugi

a) Tanggal 27 Januari 2017, telah dilakukan sidang terkait
dengan adanya kerugian daerah. Berdasarkan hasil sidang
tersebut, diterbitkan SK pembebanan /SKP2K/SKTJM untuk
ganti kerugian daerah sebesar Rp.24.000.000,00 yang akan
dibayar setiap bulan selama 12 bulan setiap tanggal 27.

Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi
melakukan pencatatan dalam jurnal:
Jurnal LO atau Neraca
; Kode ,
Tanggal No Bukti . Uraian Debit Kredit
Rekening
SK ' Piutang Tuntutan
Pembebana | 1.1.3.04.03 | Ganti Kerugian 24.000.000
n/SKP2K/SK Daerah
27-01-17 | TJM/Dokum Tuntutan ganti
ENYang | g 440501 | Kerugian daerah 24.000.000
dipersamaka Terhadap
n Bendahara- LO
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b) Tanggal 27 Januari 2017, Bendahara PPKD menerima nota
kredit bank sebesar Rp.2.000.000,00 untuk angsuran kerugian

dari PNS atas tuntutan ganti kerugian daerah maka fungsi

akuntansi akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

y _ Kode ‘ '
Tanggal No Bukti . Uraian Debit Kredit
Rekening
Nota 1.1.1.01.01 | Kas di kas daerah 2.000.000
27-01-17 kredit/TBP/Do »
kumen yang %Pluta'ng Tun'tutan
dipersamakan 1.1.3.04.03 {Gantl Kerugian 2.000.000
Daerah
Jurnal LRA
N «
- Kode
Tanggal No Bukti . . Uraian Debit Kredit
Rekening
Nota 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL 2.000.000
o7.01.47 | KreditTBP/Do _
kumen yang ‘ Tuntut'an ganti
dipersamakan 4.1.4.05.01 Kerugian 2.000.000
daerah -LRA
b. Prosedur Pencatatan Pendapatan Transfer
1) Dana Transfer - DAU
a. Tanggal 2 Januari 2017, PPKD menerima PMK/Dokumen yang
dipersamakan atas penerimaan dana transfer/DAU untuk

Tahun 2017 dari Pemerintah sebesar Rp. 978.000.000.000,00.
Berdasarkan informasi tersebut,maka fungsi akuntansi PPKD
akan melakukan jurnal standar:

Jurnal LO atau Neraca

Kodé ‘ .
Tanggal | No Bukti . Uraian Debit Kredit
Rekening
Piutang Transfer
PMK/Doku | 1.1.3.05.05 Dlll:U 9 978.000.000.000
men yg
01-01-17 | Pendapatan
dipersama
kan €.2.1.03.01 Transfer DAU 978.000.000.000
- LO
b. Tanggal 2 Januari 2017, PPKD menerima

pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dana
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transfer

berupa DAU dari
Rp.81.500.000.000,00. Berdasa

fungsi akuntansi akan mencatat

Jurnal LO atau Neraca

Pemerintah Pusat

Jjurnal standar:

sebesar

rkan informasi tersebut, maka

. Kode
Tanggal No Bukti . Uraian Debit Kredit
Rekening |
Nota Kredit Kas di kas
1.1.1.01.01 % 81.500.000.
/Dokumen daerah 000.000
02-01-17 |  yang Piutang
dipersama- | 1 1.305.05 Transfer 81.500.000.000
kan DAU
Jurnal LRA
Kode ‘
Tanggal No Bukt . Uraian Debit Kredit
Rekening ‘
Nota Kredit |, 5,0.00.00 | Perubahan SAL 81.500.000.000
/Dokumen
02-01-17 yang Pendapatan
dipersama |42 1.03.01 Transfer 81.500.000.000
kan DAU - LRA

2) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah
a) Tanggal 1 Maret 2017 Pemerintah Kota Blitar menerima Surat
Keputusan Gubernur/Dokumen yang dipersamakan untuk
Dana Bagi hasil Pajak Provinsi untuk tahun 2017 sebesar Rp.
240.000.000,00 yang akan

Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan

dibayarkan tiap triwulan.

-melakukan jurnal standar:

Jurnal LO atau Neraca

Kdde
Tanggal No Bukti Uraian Debit Kredit
areg Rekening
SK Kepala Piutang Bagi Hasil
PE2 1 1130601 | | utang Bag 240.000.000
Daerah/Do Pajak
kumen
01-03-17 yéng Pendapstar Bani
) endapatan Bagi
. .2.3.01.01 240.000.000
dipersama- 8 Hasil Pajak - LO
kan

b) Tanggal 2 Juni 2017 PPKD ménerima pemindahbukuan/nota

kredit dari Bank atas pencaira%n Dana Bagi Hasil Pajak dari
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Pemerintah ProvinsiJawa Timur
Maret 2017) sebesar Rp.60.000.!

tersebut,maka fungsi akuntansi

Jurnal LO atau Neraca

akan mencatat jurnal:

untuk triwulan I (Januari s/d

000,00. Berdasarkan informasi

Kode
Tanggal No Bukf L Uraian Debit Kredit
Rekening
Nota Kredi/ | 1 11.01.01 | Kas di kas daerah | 60.000.000
Dokumen
01-06-15 yang
a Piutang Bagi
dipersamakan 1.1.3.05.01 Hasil Pajak 60.000.000
Jurnal LRA
Kode
Tanggatl Mo Bukii . Uraian Debit Kredit
Rekening
Nota Kredit/ 0.0.0.00.00. | Perubahan SAL 60.000.000
Dokumen
01-06-17 Pendapatan
yang
. - 14.2.3.01.01 Hibah/Bagi hasil 60.000.000
dipersamakan ‘
Pajak LRA

1) Pendapatan Hibah

- ¢. Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a) Tanggal 1 Maret 2017 PPKD menerima Naskah Perjanjian

Hibah Daerah dari Pemerintah Yang sudah ditandatangani
sebesar Rp.250.000.000,00. Berdasarkan Naskah Perjanjian

Hibah Daerah yang sudah ditandatangani tersebut, fungsi

akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Kod .
Tanggal No Bukti © ? Uraian Debit Kredit
Rekening
Naskah Piutang
fs a, 1.1.3.08.01 | Pendapatan 250.000.000
Hibah Lainnya - Hibah
: Dokumen
01-03-17 Pendapatan
yang Hibah dari
dipersama- | 8.3.1.01.01 C 250.000.000
Pemerintah-
kan |
LO
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b) Tanggal 3 April 2017 PPKD m(éanerima nota kredit bank atas

Hibah. Berdasarkan informasi té;rsebut, fungsi akuntansi PPKD

kemudian akan mencatat jurnaléz

Jurnal LO dan Neraca

. Kode ' . |
Tanggal No Bukti . ‘Uraian Debit Kredit
Rekening
Nota
o 1.1.1.01.01 | Kas di kas daerah | 250.000.000
Kredit/Dok
01-04-17 | umen yang Piutang
dipersama | 1.1.3.08.01 | Pendapatan 250.000.000
kan Lainnfya - Hibah
Jurnal LRA
' | "~ Kode |
l Tangpat No Bukti - ‘Uraian Debit Kredit
Rekening :

MNota 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 250.000.000

Kredit/Dok ,
01-04-17 | umen yang Pendapatan
i Hibah dari
dipersama | 8.3.1.01.01 o 250.000.000
Pemerintah-
kan .
LRA

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan pendapatan di PPKD:

ol e PENCATATANOLEHSKPD PENCATATAN OLEH PPKD
' Uraian Debet | Kredit  Uraian Debet | Kredit
Piutang ......... XXX
N
17 penetapan pendapatan ’ | o Entry Pendapatan .10 ‘ -
Kas di Kas Daerah XXX
. Piutang........... XXX
2 |penerimaan pendapatan o Entry perbahan SAL —
Pendapatan ... - LRA XXX
] 1 Kas di Kas Daerah XXX
pendapatan tanpa : : , Pendapatan ....- LO , XXX
No En
3 penetapan m PerubahanSAL XXX
Pendapatan ....- LRA XXX
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BAB II
SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. UMUM
1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah daerah.
Beban dan Belanja gaji dicatat jumlah brutonya, yaitu nilai sebelum
potongan-potongan. Berbagai potongan atas gaji dan tunjangan tidak
dicatat oleh PPK-SKPD, karena akan dicatat oleh. fungsi akuntansi
PPKD.

2. Klasifikasi
Klasifikasi beban dalam LO, dah kewenangan atas beban

diklasifikasikan sebagai berikut :

BEBAN KEWENANGAN
Beban Operasi- LO o
Beban Pegawai , SKPD
_Beban Barang dan Jasa N SKPD
Beban Bunga , -' ' PPKD
Beban Subsidi , PPKD ;
Beban Hibah PPKD&SKPD
Beban Bantuan Sosial , PPKD
Beban Penyusutan dan Amortisasi SKPD
Beban Penyisihan Piutang SKPD
Beban Lain-Lain SKPD
Beban Transfer ,

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak PPKD
Daerah v v :

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan PPKD
Lainnya v :

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke PPKD
Pemerintah Daerah Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke PPKD
Desa , - ,

Beban Transfer Bantuan Keuangan PPKD
Lainnya
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- Beban Transfer Dana Otonomi Khusus PPKD
Defisit Non Operasional N PPKD
Beban Luar Biasa - PPKD

Sedangkan klasifikasi belanja dalam format APBD menurut

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006:

Belanja Kewenangan

Belanja Tidak Langsung ‘

Belanja pegawai , SKPD
Belanja bunga _ ‘ PPKD
‘Belanja subsidi PPKD
Belanja hibah 3 o PPKD
Belanja bantuan social ‘ e PPKD
Belanja Bagi Hasil Kepada PPKD

Provinsi/Kabupaten /Kota dan

Pemerintahan Desa =~~~ == o
Belanja Bantuan Keuangan Kepada PPKD
Provinsi/Kabupaten/Kota Dan
Pemerintahan Desa

Belanja Tidak Terduga ~ PPKD
Belanja Langsung

Belanja pegawai _ SKPD
Belanja barang dan jasa SKPD
Belanja modal o , ~ SKPD

Serta klasifikasi belanja dalam LRA dan kewenangan atas belanja

tersebut sebagai berikut :

Belanja ‘ Kewenangan
Belanja Operasi
Belanja Pegawai , SKPD
Belanja Barang SKPD
Bunga , PPKD
Subsidi _ o PPKD
Hibah (Uang, barang dan Jasa)*) PPKD/SKPD
Bantuan Sosial (uang dan barang)*) ~ PPKD/SKPD
Belanja Modal o
Belanja Tanah o SKPD
Belanja Peralatan dan Mesin , SKPD
~ Belanja Gedung dan Bangunan SKPD
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan , ~ SKPD
Belanja Aset tetap lainnya v ~ SKPD
- Belanja Aset Lainnya : , SKPD
Belanja Tak Terduga , ,
Belanja Tak Terduga PPKD
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B. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI SKPD

1. Pihak Pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja
antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan
Bendahara Pengeluaran SKPD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, PPK-SKPD

melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai

berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan
bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA
dan Buku Jurnal LO dan Neraca.

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian beban dan
belanja kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian
objek]).

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca,
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

b. Bendahara Pengeluaran SKPD

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan

belanja kedalam buku kas umum SKPD.

2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang Digunakan
Klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomorl2 Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban

tersebut:
L Uraian , dokumen
Beban Operasi ~ LO

Beban Pegawai Daftar Gaji/SP2D/Dokumen yang

, dipersamakan
Beban Barang dan Jasa BAST/SP2D/Dokumen yang

) _dipersamakan )
Beban Hibah NPHD/SP2D/Dokumen yang
o ) dipersamakan ,
Beban Penyusutan dan Bukti memorial/dokumen yang
_Amortisasi o dipersamakan ; ]
Beban Penyisihan Piutang Bukti memorial/dokumen yang
4 ; ‘ _dipersamakan

Beban Lain-Lain 1 SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Kebijdkan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar 37




Berikut adalah Kklasifikasi belanja dalam format APBD menurut
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006:

Uraian _Dokumen
Belanja Tidak Langsung ,
Belanja Bantuan Keuangan Surat Keputusan ; Kepala
Kepada Daerah/SP2D/Dokumen yang
Provinsi/Kabupaten/Kota Dan dipersamakan

Pemerintahan Desa
Belanja Langsung

Belanja pegawai Daftar Honor/SP2D/Dokumen yang
, dipersamakan 4

Belanja barang dan jasa BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Belanja modal ‘ BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja

tersebut:
N Uraian ) _Dokumen
Belanja Operasi
Belanja Pegawai Daftar Gaji/SP2D/Dokumen yang
‘ , A dipersamakan )
Belanja Barang BAST/SP2D /Dokumen yang
. | dipersamakan B
Hibah (Uang, barang dan Jasa)*) | NPHD/SP2D/Dokumen yang
| dipersamakan ) )
Bantuan Sosial (nang dan Surat Keputusan Kepala Daerah
barang)*) , | /SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Modal
Belanja Tanah Sertifikat/BAST/SP2D/Dokumen yang
, , o dipersamakan , ,
Belanja Peralatan dan Mesin BAST/SP2D/Dokumen yang
; dipersamakan ] ;
Belanja Gedung dan Bangunan | BAST Pekerjaan/SP2D/Dokumen yang
_ dipersamakan
Belanja Jalan, Irigasi, dan BAST Pekerjaan/SP2D/Dokumen yang
; Jaringan dipersamakan
h Belanja Aset tetap lainnya BAST/SP2D/Dokumen yang
o e | dipersamakan
Belanja Aset Lainnya BAST/SP2D/Dokumen yang
v | dipersamakan

3. Jurnal Standar

a. Beban dan Belanja Pegawai
Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui
mekanisme LS dimana pembayaran tersebut langsung ditransfer ke

rekening masing-masing PNSD. Berdasarkan SP2D LS Gaji dan
Tunjangan, maka jurnal standar:
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Jurnal LO dan Neraca

Norﬁor Kodé : ' . o
Tanggal’ | Bukti | Rekening Uraian Debit Kredit

XXX Beban Gaji Pokok XXX

XXX XXX _
XXX RK PPKD XXX
Jurnal LRA

Nomor | Kode o N .
Tanggal Bukti Rekening | Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX Belanja Gaji Pokok XXX
XXX Perubahan SAL XXX

Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui
mekanisme LS dimana pembayaran ditransfer ke Bendahara
Pengeluaran kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan
transfer pembayaran ke rekening masing masing PNS. Berdasarkan
SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode

Tanggal | _Bukti | Rekening o U‘raiat‘j | Debit VK'redit
XXX Kas di Bendahara
o Pengeluaran XXX
XXX XXX XXX RK PPKD XXX
XXX Beban Gaiji Pokok XXX
XXX Kas di bendaharaPengeluaran XXX
Jurnal LRA
‘Nomor |  Kode e T .
-Tanggal Bukti Rekening | Uraian e ‘-Debst Kredit
XXX XXXXX XXX Belanja Gaji Pokok XXX
KXX | Perubahan SAL XXX

Beban dan Belanja pegawai (misalnya pembayaran lembur) yang
pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, pembayaran oleh
Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran ke masing masing
PNS, maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode . . .
Tanggal Bukti | Rekening Uraian | Debit | Kredit |
XXX XXX XXX 7 Beban Uang Lembur PNS XXX
XXX | Kas Bendahara Pengeluaran XXX
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Jurnal LRA

' Ndmor ' Kode . - , -~
.Tanggal Bukii | Rekening Uraian N Debit | Kredit

XXX XXX Belanja Uang Lembur PNS XXX
XXX ; Perubahan SAL XXX

b. Beban dan Belanja Barang dan Jasa

Pembelian barang dan jasa yang pembayarannya melalui
mekanisme LS ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan yaitu:
1) Pendekatan Beban; dan
2) Pendekatan Aset.
Pendekatan Beban digunakan untuk pembelian Barang dan Jasa
dimana Barang dan jasa tersebut akan digunakan /dikonsumsi
segera.
Pendekatan Aset digunakan untuk pembelian Barang dan Jasa
dimana Barang dan Jasa tersebut akan digunakan/dikosumsi
dalam jangka waktu lama atau untuk berjaga jaga.
1) Pendekatan Beban
Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut
akan langsung digunakan segera pada kegiatan. Serta Pembelian
tersebut belum dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang
dibeli telah diterima dengan surat Berita Acara Serah Terima
‘Barang (BAST) dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut
maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode : o ' . o
VTanggaI | 'Bukti | Rekening | Uraian  Debit | Kredit
XXX Beban Persediaan ATK XXX
XXX XXX eoan Fersediaan
- XXX Utang BelanjaATK , XXX

Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D LS
maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | "G | Rekemng | UreEn Debit | Kredit
| XXX Utang Belanja ATK XXX
o T XXX RK PPKD XXX
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Jurnal LRA

f | Nomor “Kode | o i o
Tanggal | ‘Bikti | Rekening | Uraian | Debit | Kredit
XX XXX Belanja ATK XXX
XXX
XXX Perubahan SAL XXX

Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D
UP/GU/TU maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor ‘Kode " . .
Tanggal Bukti | Rekening Uralan Debltw Kredit
XXX Utang Belanja ATK XXX
XXX XXX
XXX Kas di Bendahara Pengeluaran XXX
Jurnal LRA
k Nomor Kode | . N .
Tanggalr  Bukti | Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Belanja ATK XXX
XXX Perubahan SAL | XXX

Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan
penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang dan jasa
yang dibeli dan belum digunakan dan berdasarkan hasil stock
opnamemaka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

- Nomorr’ ' Kode . . ' .

| Tanggal | Bukti | Rekening Uraian Debit Kredit
XXX Persediaan ATK XXX

XXX XXX XXX BebanATK XXX

2) Pendekatan Aset

Pembelian barang dan jasa, misalnya obat-obatanyang tidak
langsung akan digunakansegera tapi sifatnya untuk digunakan
dalam satu periode atau sifatnya berjaga-jaga. Pembelian
tersebut belurmn dilakukan pembayaran,sedangkan barang dan
jasa telah diterima dengan Berita Acara Serah Terima Barang dari

Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar:
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Jurnal LO dan Neraca

[ "Nomor Kode '. . ;
Tanggal Bukti Rekening | Uraian Debit K(edtt
XXX XX XXX Persediaan Cbat XXX
i XXX Utang Be'anjaObat XXX

Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D LS
maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

| Nomor Kode . - - .
vTanggal Bukti Rekening Uralar.zv | Pebrt« A Kredit
AXX Utang BelanjaObat XXX
XXX : ‘
XXX XXX RK PPKD XXX
Jurnal LRA
, Nomor Kode . ' | .
'rran_ggalr _ Bukti | Rekening i Uraian | »Deblt‘ ’Kredut
XXX XXX Belanja Obat XXX
XXX Perubahan SAL XXX

Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D
UP/GU/TU maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor | Kode ' . ; o
Tanggal Bukti | Rekening | Uraian Debit 7 Kredit
XXX Utang Belanja Obat XXX
XXX XXX Kas di Bendahara
XXX ~ Pengeluaran XXX
Jurnal LRA
— T Nomor " Kode o ; .
Tanggalr Bukti ' Rekening Uraian Debit Kred\tv
XXX Belanja Obat XXX
' xXX XXX Perubahan SAL XXX

Apabila perhitungan persediaan menggunakan metode perpetual
maka pada akhir periode akuntansi tidak perlu dilakukan jurnal

penyesuaian,
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c. Hibah dan Bantuan Sosial

Beban hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang,

pengakuannya pada saat penandatanganan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD)/Surat

dokumen yang dipersamakan atau dapat juga pada saat

Perjanjian Bantuan Sosial/

penyerahan kepada penerima hibah/bantuan sosial. Beban hibah

dan Bantuan Sosial menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1) Pendekatan Beban

SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan
dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan
jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara
Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan akan tetapi belum
dilakukan pembayaran, serta kemudian barang tersebut
langsung diserahkan ke penerima hibah bersamaan dengan
NPHD atau dokumen yang sah ditanda tangani,maka jurnal
standar:

Jurnal LO dan Neraca

| ' Nomor Kode i ' Evakih .
Tenggal | "Bukti | Rekening | MmN e Dbt Keedit
Beban Barang ...yang
XXX akan  diserahkan kpd | XXX
; Masyarakat
XXX Utang Belanja Barang
XXX ...yang akan diserahhkan XXX
pada pihak ketiga

Kemudian PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan

dengan mekanisme LS, maka pencatatan atas pembayaran

tersebut dengan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor

Kode

Debit

Tanggal Bukti | Rekening Uraian Kredit
Utang Belanja Barang ...
XXX yang akan diserahhkan | XXX
XXX XXX pada pihak ketiga
XXX RK PPKD XXX
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Jurnal LRA

Tanggal ) Né)t;nkgr R ef:\?n g Uraian ‘ Debit Kredit
Belanja barang
» XXX dihibahkan kepada | XXX
XXX XXX Masyarakat
XXX Perubahan SAL XXX

Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan
Penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang dan jasa
yang dibeli dan belum digunakan dan berdasarkan hasil stock
opname maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nom(?r , Kode Uraian Debit Kredit
Bukti | Rekening
| | Persediaan
XXX B.arang...yang akan XXX
diserahkan kepada
XXX XXX pihak ketiga
BebanBarang...yang
XXX akan diserahkan XXX
kepada pihak ketiga

2) Pendekatan Aset

SKPD melakukan pembelian barang dan jasa yang akan
dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan
jasa tersebut telah diterima dengan Berita Acara Serah Terima
dari Rekanan ke SKPD, akan tetapi belum dilakukan
pembayaran, serta NPHD/Surat Perjanjian Bantuan
Sosial/Dokumen yang dipersamakan telah ditanda tangani
akan tetapi barang tersebut belum diserahkan ke ke penerima

hibah. Berdasarkan kejadian tersebut, maka jurnal standar:
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Jurnal LO dan Neraca

Tana al‘ Nomor Kode Urai Debi .
dg Bukti | Rekening | raian ebit | Kredit
Persediaan Bafahg yang
‘ XXX akan diberikan kpd Pihak | XXX
XXX XXX .
ketiga
XXX Utang Belanja Barang ... XXX

Kemudian PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan

dengan mekanisme LS maka pencatatan atas pembayaran
tersebut dengan jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor - Kode Urai Debit Kredi
99 Bukti Rekening raian ebi redit
, XXX Utang Belanja Brg ... XXX
XXX XXX
XXX RK PPKD XXX
Jurnal LRA
Tanggal Nomor "Kode Urai Debit Kredit
rai '
995" | Bukti | Rekening an eol red!
| Belanja Hibah kpd
XXX XXX
XXX XXX kelompok Masyarakat ...
XXX Perubahan SAL XXX

Setelah itu barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat

oleh kepala SKPD melakukan penyerahan barang kepada

penerima hibah/bantuan sosial,

berdasarkan NPHD/Surat

Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan yang telah ditanda

tangani maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode
Tanggal i . Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
IR Beban B ang akan
XXX ? an Barang yang a XXX
diserahkan kpd Masyarakat
XXX XXX Persediaan barang
XXX ...yang akan diserahkan XXX
kpd Masyarakat
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d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis
atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)
selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban
penyusutan SKPD jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Kode Urai VD b;t K d'tr
aian
9% | Bukti | Rekening " e e
XXX Beban Penyusutan .... XXX
XXX XXX
XXX Akumulasi Penyusutan ... XXX

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang
tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang
dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Jurnal
standarbeban penyisihan piutang:

Jurnal LO danNeraca

Tanggal Nomor [ Kode Uraianr Debi£ Kredit
99 Bukti Rekening ‘
XXX Beban Penyisihan Piutang ..... XXX
XXX XXX
XXX Penyisihan Piutang .... XXX

4. Ilustrasi
a. Beban dan Belanja Pegawai

Pada tanggal 2 januari 2017 Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas
Perdagangan dan Perindustrian melakukan pembayaran atas
Beban dan Belanja pegawai melalui mekanisme LS sebesar Rp.
5.000.000,00 dimana pembayaran beban dan belanja langsung
ditransfer ke rekening masing masing PNS. Berdasarkan SP2D LS
beban dan belanja pegawai, maka PPK-SKPD akan mencatat

dalam jurnal sebagai berikut:
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Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomior Bukti _Re'.f(f;%?ng | Uraian Debit | Kredit
SPZg/I?laftar 9.1.1.01.01 | Beban Gaji Pokok | 5.000.000
ajt
JanZuari Dokumen | 3:1.3.01.01
yang RK .
2017 | jiersamaka PPKD 5.000.000
n
Jurnal LRA
T i Kode . . .
anggal | Nomor Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
P SP2D/Daftar | 51.1.01.01 | Belanja Gaji Pokok | 5.000.000
Januari | GaiDokumen | o 04 60
2017 __yang Perubahan SAL 5.000.000
| dipersamakan |

Jika Beban dan Belanja pegawai pada tanggal yang sama yang
mana pembayarannya melalui mekanisme LS sebesar Rp.
5.000.000,00

serta

pembayaran ditransfer ke

Rekening
Bendahara Pengeluaran kemudian oleh bendahara pengeluaran
melakukan pembayaran ke masing-masing PNS. Berdasarkan
SP2D LS beban dan belanja pegawai, PPK-SKPD akan melakukan

pencatatan dalamjurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

- s ) Kode . . o
Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debit | Kredit
Kas di
1.1.1.02.01 | Bendahara 5.000.000
Pengeluaran
2 (?F_’_fg/'gaﬂaf 3.1.3.01.01 RK PPKD 5.000.000
. ajifDokumen .
Jgg‘;‘;" yang 9.1.1.01.01 Egﬁ;’: Gaji | 5 00,000
dipersamakan , )
1.1.1.02.01 Kas di ,
bendahara 5.000.000
| Pengeluaran
Jurnal LRA
Tanggal | NomorBukli | powening |~ Urelan ) Debit | Kredit
SP2D/Daftar ) .
Janlﬁ Gaji/Dokumen | 5.1.1.01.01 | Belanja Gaji Pokok | 5.000.000
ua
yan
2017 _dipersan?akan | 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.000
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Pada Tanggal 6 Januari 2017 Beban dan Belanja pegawai
(misalnya untuk pembayaran lembur) SKPD Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian yang pembayarannya melalui mekanisme
UP/GU/TUsebesar Rp. 3.000.000,00 serta pembayaran
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ke masing-masing PNS.

Berdasarkan pembayaran tersebut PPK-SKPD akan melakukan
pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Kode

Tanggal Nomor Bukti Rekening - -Uraian Debit Kredit
. Daftar 9.1.1.07.01 | BebanUangLembur | , 04 55,
6Januani | | sPoDID PNS
2017 . 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara
okumen iain :
Pengeluaran 3.000.000
Jurnal LRA
Tanggal Nomor Bukti Re’f((;(:lien 9 Uraian Debit Kredit
. Daftar | ‘Belanja Uang Lembur ' '
6 .é%ql;an Honor/SP2D/ 5.1.1.07.01 PNS 5.000.000
Dokumen lain | 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.000

b. Beban dan Belanja Barang dan Jasa

1) Pendekatan Beban

Pada Tanggal 25 Januari 2017 SKPD Dinas Koperasi dan UKM
melakukan pembelian Barang dan jasa yakni berupa ATK sebesar
Rp. 3.050.000,00 yang mana ATK tersebut akan segera
digunakan pada kegiatan. Pembelian ATK tersebut oleh
Bendahara  Pengeluaran belum dilakukan pembayaran,
namunbarang dan jasa yang dibeli telah diterima oleh Penyimpan
Barang/pengurus barang dengan Berita Acara Serah Terima
Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka PPK-
SKPD akan melakukan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti R S&?‘?n g Uraian Debit Kredit
25 ATl | 9120101 | Beban Persediaan ATK | 3.050.000
Januari
2017 | 4o sy 2150201 Utang BelanjaATK 3.050.000
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Pada Tanggal 20 rFeb'ruari 2017 Bendahara Pengeluaran SKPD
Dinas Koperasi dan UKM melakukan pembayaran dengan
mekanisme SP2D LS, dan pembayaran tersebut telah diterima
oleh Rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut PPK SKPD
akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

' . Kode . ' . .
Tanggal | Nomor Bukti Rekening Uraian Debit | Kredit
_ SP2D/ .
20Februari ’ 2.1.5.02.01 | Utang Belanja ATK 3.050.000
2017 dgkumen yang
dipersamakan | 1.1.1.03.01 | RKPPKD ) 3.050.000
Jurnal LRA
A A 7 . . -
‘Tanggal .Nomor Bukti . Rekening i Uragan . H’DAebtt i Kredit
20Februari| , S 20/ 5.1.2.01.01 | Belanja ATK 3.050.000
2017 dc_)kumen yang 7
dipersamakan | 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 3.050.000

Asumsi jika Pembayaran utang belanja oleh Bendahara
Pengeluaran SKPD Dinas Koperasi dan UKM dilakukan dengan
mekanisme SP2D UP/GU/TU berdasarkan pembayaran tersebut
PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai
berikut:

Jurnal LO dan Neraca

. “Kode | - . -~
Tanggal» Nomar Bukti | Rekening Qratan Debit Kredit
.1.5.02. iaATK 3.050.000
| SP2DIgokumen 2.1.5.02.01 | Utang BetanjaA
20Februari .
2017 | . Yeno ~ Kasdi |
dipersamakan | 1.1.1.03.01 | BendaharaPengeluar 3.050.000
an
Jurnal LRA
Tanggal | Nomor‘ Bukti VKOde Uraian | Debit Krédit
99 1 Rekening _ ,
20Februari SPZD;gg;“me" 5.1.2.01.01 | Belanja ATK 3.050.000
2017 | gipersamakan | 0.0.0.00.00 | PerubahanSAL 3.050.000

2) Pendekatan Aset
Pada Tanggal 20 Maret 2017 SKPD Kecamatan Sukorejo
melakukan pembelian barang dan jasa berupa ATK sebesar Rp.
4.000.000,00 yang mana ATK tersebut tidak langsung digunakan

secepatnya serta digunakan untuk satu periode anggaran atau
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untuk sifatnya berjaga-jaga. Pembelian tersebut oleh Bendahara

‘Pengeluaran belum dilakukan Pembayaran serta barang dan jasa

berupa ATK yang dibeli telah diterima oleh Penyimpan /Pengurus
Barang dengan surat Berita Acara Serah Terima Barang dari
Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka PPK-SKPD akan

melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Normor Bukti R;g:\ei ng Uraian Debit Kredit
20Maret | BAST/Dokumen | 1.1.7.01.01 | persediaan ATK 4.000.000
2017 _ yang
| dipersamanakan | 2.1502.01 | Utang Belanja ATK 4.000.000

Pada Tanggal 20 April 2017 Bendahara Pengeluaran SKPD
Kecamatan Sukorejo melakukan pembayaran dengan mekanisme
SP2D LS, dan pembayaran tersebut telah diterima oleh Rekanan.
Berdasarkanpembayaran tersebut PPK SKPD akan melakukan

pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

_ » Kode . . '
Tanggal | Nomor Bukti Rekening Uraian | : D‘eblt Kfedit
20 SP2D/Dokum | 5 4 502 01 | Utang Belania ATK | 4.000.000
April 2017 | . N Yand
P | dipersamakan | 3.1.3.01.01 | RK PPKD 4.000.000
Jurnal LRA
Tanggal | NomorBukt | . Kode Uraian ~ Debit Kredit
anggs "% 1 Rekening | R SR
20 SP2D/Dokum | 5 4 501,01 | Belanja ATK 4.000.000
April 2017 | . €N Yyang
pri dipersamakan | 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 4.000.000

Pada tanggal 30 April 2017 PPK SKPD Kecamatan Sukorejo
melakukan penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang
dan jasa berupa ATK yang dibeli serta pada akhir periode ATK
tersebut belum digunakan. Berdasarkan hasil stock opname akhir
bulan April 2015 didapati persediaan ATK sebesar Rp.

1.000.000,00 maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan
dalam jurnal sebagai berikut:
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Jurnal LO dan Neraca

s Kode . o .
Tanggal ‘ Nomor B_uktl _Rekening | . »U_ralar:\- » _ D_eplt - Kredit 7
A ril22017 memorial 9.1.2.01.01 | Beban ATK 3.000.000
p 11.7.01.01 |  Persediaan ATK 3.000.000

Asumsi pada tanggal 20 April 2017 Bendahara Pengeluaran
SKPD Kecamatan Sukorejo melakukan pembayaran dengan
mekanisme SP2D UP/GU/TU, dan pembayaran tersebut telah
diterima oleh Rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut PPK

SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Bukti R gg:\?n g Uraian Debit Kredit
20 SP2D/Dokumen | 2150201 | ytang Belanja ATK 4.000.000
. yang
April2015 | e Kan 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara
ipersamakan Pengeluaran 4.090.000
Jurnal LRA
Tana ' . Kode . . -
anggal Nomor Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
20 SP2D/ 5.1.2.01.01 | Belanja ATK 4.000.000
April 2017 Dokumen yang
p dipersamakan | 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 4.000.000

Pada tanggal 28 April 2017 PPK SKPD Kecamatan Sukorejo
melakukan penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang
dan jasa berupa ATK yang dibeli serta pada akhir periode ATK
tersebut belum digunakan. Berdasarkan hasil stock opname akhir
bulan April 2017 didapati persediaan ATK sebesar
Rp.1.000.000,00 maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan
dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

' ' - . Kode . . V .
Tanggal Nomor Bukti ' Rekening Uraian ‘ ‘Debit Kfedlt
30 . 9.1.2.01.01 | Beban ATK 3.000.000
April 2017 |  memorial
AP 4 1.1.7.01.01 | Persediaan ATK /3.000.000

c. Beban Hibah dan Bantuan Sosial

1) Pendekatan Beban
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Pada Tanggal 22 Agustus 2017 SKPD Dinas Perdagangan dan
Perindustrian melakukan pembelian barang dan jasa yang akan
dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp.
40.000.000,00, dan Barang dan jasa tersebut telah diterima
dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan
belum dilakukan pembayaran, serta barang dan jasa tersebut
langsung diserahkan ke penerima hibah/ penerima bansos
bersamaan dengan NPHD atau dokumen yang dipersamakan
ditanda tangani oleh kepala SKPD. Berdasarkan kejadian

tersebut, maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam
jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

‘ - . ' Kode . ' - .
Tgnggal Nomor Buktlv Rekening Uraian o Debit Kredit
Beban Barang
BAST/NPHD/ | 9:1.2.20.01 | yangakan diserahkan kpd |40.000.000
A ﬁgtus Dokumen Masyarakat
017 yang 2.1.502.06 | Utang Belanja Barang
dipersamakan .- ygakandiserahkan 40.000.000
kpd Masyarakat

Pada tanggal 24 September 2017 Bendahara Pengeluaran SKPD
Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pembayaran
kepada rekanan dengan mekanisme SP2D LS. Berdasarkan
pembayaran SP2D LS PPK SKPDakan melakukan pencatatan

dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal NBOJ:;r Rt:‘?(:(ril?n g Uraian Debit Kredit
' ‘SPZDI ' Utang Belanja Barang ...
22 Dokumen | 2-1-5.02.06 | yangakan diserahkan kpd {40.000.000
September yang Masyarakat
2017 dipi’:r?ma 3.1.3.01.01 RK PPKD 40.000.000
Jurnal LRA
Tanggal Nomor Bukti Re'f(oei?n 9 Uraian Debit Kredit
’ Belanja Hibahkpd
22 SP2D/ 5.1.5.04.01 Kelompok 40.000.000
September | Dokumen yang Masyarakat )
2017 dipersamakan [70.0.0.00.00 | perubahan SAL | ‘ 40.000.000
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2) Pendekatan Aset

Pada Tanggal 22 Agustus 2017 SKPD Dinas Perdagangan dan

Perindustrian melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan

dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga

sebesar

Rp.

40.000.000,00 dan Barang dan jasa tersebut telah diterima

dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan

belum dilakukan pembayaran. NPHD/surat perjanjian/atau

dokumen yang dipersamakan telah ditanda tangani oleh kepala
SKPD dan barang hibah/bansos belum diserahkan kepada

penerima hibah/bansos. Berdasarkan kejadian tersebut, maka

PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai
berikut:
Jurnal LO dan Neraca

' ' Nomor “Kode e - ‘ o

Tanggal Bukti Rekening 7 Uraian Debit ~Kredit

Persediaan Barang
DB:‘ST’ 1.1.7.03.01 | yangakan diserahkan kpd | 40.000.000
A lzétus 0::'8” Masyarakat
s3017 dipgrsa?nak 2.1.5.02.06 Utang Belanja Barang...
an yangakan diserahkan 40.000.000
kpd Masyarakat

Pada tanggal 22 September 2017 Bendahara Pengeluaran SKPD

Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pembayaran

kepada rekanan dengan mekanisme SP2D LS. Berdasarkan

pembayaran SP2D LS PPK SKPD akan melakukan pencatatan

dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

o Nomor Kode " ; K -
Tanggal Bukti | Rekening Uraian , Debit redit
Utang Belanja Barang ...
2 . 2.1.502.06 | yang akan diserankan kpd | 40.000.000
September SP2D Masyarakat
2017 » - 3.1.3.01.01 ~ RKPPKD 40.000.000
Jurnal LRA
. Nomor |  Kode . . 4K dit
Taﬂggal Bukti Rekening Uraian , | Debit redi
22 5.1.5.04.01 | Belanja  Hibah  Kepada |, 156 500
September SP2D Kelompok masyarakat
2017 | 0.0.0.00.00 _Perubahan SAL 40.000.000
Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar 53




Pada Tanggal 25 September 2017 SKPD Dinas Perdagangan dan
Perindustrian’ melakukan penyerahan barang dan Jasa kepada
penerima hibah/bansos berdasarkan NPHD yang telah ditanda
tangani maka PPK SKPD akan melakukan jurnal sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca '

Nomor

‘ " Kode " . .
Tanggal  Bukti Rekening Uraian 7 Debit Kredit
BAST/ Beban Barang yang akan
25 NPHD/ | 9:1.220.01 | giserahkan kpd' | 40.000.000
September Dokumen Masyarak?t
2017 yang ) Persediaan Barang 7
dipersam | 1.1.7.03.01 diserahkan kpd Pihak 40.000.000
akan ketiga

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

SKPD melakukan perhitungan beban penyusutan semua aset tetap

dan untuk tahun 2017 beban penyusutan sebagai berikut:

Perhitungan Beban Penyusutan

No | Uraian | Masa Tahun Harga Akm Nilai Buku Beban
Manfaat Perolehan Perolehan Penyusutan 2017 Penyusutan
s/d 2017 Thin 2017
"1 | Kendaraan 7 2015 35.000.000 5.000.000 |  30.000.000 5.000.000
Roda Dua

Hasil perhitungan diatas PPK SKPD akan melakukan pencatatan
dalam Jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

. Nomor Kbdé . . o
Tanggal Bukti Rekening ~AJrajan 7 Debit Kredit
Beban Penyusutan Alat
31 9.1.7.01.04 angkutan darat bermotor 8.000.000
Desember | memorial | 1.3.7.01.04 Akumulasi  Penyusutan
2017 Alat angkutan  darat 5.000.000
bermotor

e. Beban Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang SKPD

Berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola BPKAD dimana
didapatkan saldo piutang retribusi sebesar Rp. 170.000.000,00.

Dari saldo piutang retribusi PPK SKPD menetapkan kualitas

piutang retribusi. Adapun kualitas piutang retribusi terdiri dari:

1) Lancar

2) Kurang Lancar
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3) Ragu ragu
4) Macet

Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 2017 sebagai

berikut:
_ ) % Taksiran Tdk .
Uraian Jumlah Kualitas . Penyisihan Piutang
tertagih

Piutang retribusi Rp.100.000.000,00 Lancar 0,5 % Rp.500.000,00
Piutang Retribusi Rp.50.000.000,00 | Kurang Lancar 10 % Rp.5.000.000,00
Piutang Retribusi | Rp.15.000.000,00 | Diragukan 50 % ' Rp.7.500.000,00
Piutang Retribusi Rp.5.000.000,00 Macet 100% Rp.5.000.000,00

JUMLAH Rp18.000.000,00

Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang
maka didapatkan Beban Penyisihan Piutang tahun 2017 sebesar
Rp.18.000.000,00. PPK SKPD akan mencatat penyisihan piutang
dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Kode
Tanggal No Bukti . Uraian Debit Kredit
Rekening
31| . Beban Penyisihan | 18.000.000
9.1.8.01.01 ) )
Desember memorial PiutangPajak
2017 1.1.5.01.01 Penyisihan Piutang Pajak 18.000.000

C. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI PPKD
1. Pihak Pihak Terkait
Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja
antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan
Bendahara Pengeluaran PPKD.
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, PPK-PPKD

melaksanakan fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas sebagai

berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan
bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA
dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan
LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing

rekening (rincian objek);
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3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas,
Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Pengeluaran PPKD

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan
belanja kedalam buku kas umum PPKD.

2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang digunakan
Dokumen berdasarkan klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP

Nomor‘ 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

~ Uraian _ dokumen
N Beban Operasi - LO
' ' Beban Bunga Nota Debet/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Subsidi Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen
_|_yang dipersamakan
Beban Hibah ) | _NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Bantuan Sosial Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen
v , _yang dipersamakan
Beban Transfer :
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen
Daerah , , yang dipersamakan ,
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan | Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen
Lainnya ] | yang dipersamakan ]
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen
_Pemerintah Daerah Lainnya |_yang dipersamakan ,
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen
Desa yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen
Lainnya yang dipersamakan
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen
N yang dipersamakan _
Defisit Non Operasional Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan _
N Beban Luar Biasa Bukti memarial/dokumen yang dipersamakan

Dokumen berdasarkan klasifikasi belanja dalam format APBD

menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006:

Uraian Dokumen

Belanja Tidak Langsung

Belanja bunga Nota Debet/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Belanja subsidi Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang
L dipersamakan

Belanja hibah NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Belanja bantuan social Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang

) , dipersamakan ,

Belanja Bagi Hasil Kepada Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang

Provinsi/Kabupaten/Kota dan dipersamakan

Pemerintahan Desa . )

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang

Provinsi/Kabupaten/Kota Dan dipersamakan

Pemerintahan Desa L

Belanja Tidak Terduga Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang

) _dipersamakan

Kebijakan ‘Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar 56




Dokumen berdasarkan klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP

Nomor 02 Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010:

Uraian ] ; Dokumen
Belanja Operasi
Bunga Nota Debet/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Subsidi Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D/Dokumen yang
_ ~ B dipersamakan ) )
__Hibah (Uang, barang dan Jasa)*) NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Sosial (uang dan barang)*) Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D/Dokumen yang
) ) dipersamakan )
Belanja Tak Terduga b , , ,
Belanja Tak Terduga Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D/Dokumen yang
; ] ) o _dipersamakan

3. Jurnal Standar

a. Beban Bunga
Pemerintah Kota Blitar menandatangani Perjanjian Utang dengan
pihak ketiga, dimana konsekuensi dariutang tersebut akan timbul

adanya kewajiban bunga, berdasarkan kejadian tersebut maka

jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode . o "
7 Tanggal Bukii | Rekening - Uraian | Debit Kredit
_ XXX Beban bunga utang pinjaman XXX
XXX XXX
XXX Utang Bunga kpdPemerintah XXX

Pemerintah Kota Blitar melakukan pembayaran bunga dengan
mekanisme SP2D LSberdasarkan pembayaran SP2D LS, maka
fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal
standar:

Jurnal LO dan Neraca

» Nomor Kode . - . Kredi
Tanggal Bukdi Rekening Uraian | Debit | redit
XXX Utang Bunga kpd Pemerintah XXX
XXX XXX
XXX Kas di Kas Daerah ’ XXX
Jurnal LRA
Nomor Kode . ' ) Kredit
Tanggal Bukti ' Rekening Uraian Debit redi
XXX Belanja bunga utang pinjaman XXX
XXX XXX
XXX Perubahan SAL XXX

Kébijakdn Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar 57




b. Beban Subsidi
Pemerintah Kota Blitar menerbitkan Surat Keputusan Walikota
Blitar/Perjanjian /Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian
subsidi kepada entitas lain. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota
Blitar/Perjanjian /Dokumen yang dipersamakan, maka fungsi

akuntansi akan melakukan pencatatan dalamjurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode ' : . .
rTangg‘al Bukti Rekening Uraagn o Debit Kredit
XXX Beban Subsidi kepada BUMD XXX
XXX XXX
XXX Utang Belanja subsidi BUMD XXX

Kemudian Pemeritah Kota Blitar melakukan pencairan subsidi
dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada
yang berhak menerima subsidi berdasarkan kejadian tersebut,
fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal
standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Morior Rgii?ng Uraian Debit Kredit
XXX Utang Belanja subsidi BUMD XXX
XXX XXX
XXX Kas dikas daerah XXX
Jurnal LRA
Tanggal | Momor Ml . Uraian Debit |  Kredit
XXX gﬂ;rga Subsidi kepada XXX
XXX XXX
XXX Perubahan SAL XXX

c. Beban Hibah
Pemerintah Kota Blitar menerbitkan SK tentang nama-nama
penerima hibah daerah dan telah menandatangani NPHD /Dokumen
yang dipersamakan tentang pemberian hibah kepada kelompok
masyarakat berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi

akan melakukan pencatatan dalamjurnal standar:
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Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode . T .
| Tanggal Bukti | Rekening Uraian Debit | Kredit
XXX Beban hibah kpd masyarakat XXX
XXX XXX
XXX Utang Belanja Lain-lain XXX

Kemudian Pemeritah Kota Blitar melakukan pencairan bantuan
hibah dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan
kepada yang berhak menerima hibah dalam bentuk uang
berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan
melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

[ Nomor | Kode ) :
Tanggal | Tpo Rekening | ~ Uraian. Debit | . Kredit
XXX Utang belanja lain lain XXX
XXX XXX
XXX Kas di kas daerah XXX
Jurnal LRA
Tanggal | Nomor | Kode Uraian Debit Kredit
a e redi
99 Bukti | Rekening |
XXX Belanja hibah kpd masyarakat XXX
XXX XXX
XXX Perubahan SAL XXX

d. Beban Bantuan Sosial
Pemerintah Kota Blitar mengeluarkan Surat Keputusan Walikota
Blitar tentang penerima bantuan sosial berupa uang serta
menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan sosial dengan
penerima bantuan sosial. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota
Blitardan surat perjanjian pemberian bantuan socialmaka fungsi

akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

7 Nomor Kode ! - o
7 Tanggal Bukdi Rekening 4 Uraian | Debit Kredit
Beban bantuan sosial kpd
AXX organisasi’ sosial XXX
XXX XXX kemasyarakatan
XXX Utang Belanja Lain lain ~ XXX
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Kemudian Pemeritah Kota Blitar melakukan pencairan bantuan
sosial dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran
kepada yang berhak menerima bantuan sosial dalam bentuk uang
berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan

melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

- Nomor Kode ) ) .
Tanggal Bukti Rekening - Uraian ‘ Debit Kredit
XXX Utang belanja lain-lain XXX
XXX XXX
XXX Kas di kas.daerah XXX
Jurnal LRA
Nomor Kode . . .
7 Tanggal Buki Rekening Uraian ' Debit Kredntv
Belanja sosial kpd organisasi
XXX XXX XXX kemasyarakatan XXX
XXX Perubahan SAL XXX

- Beban Transfer Bagi hasil Pajak Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Surat Keputusan
Gubernur tentang Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten /Kota.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang bagi
hasil pajak kabupaten/kota,maka fungsi akuntansi melakukan
pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode " - N .
e ; _ Kred
Tanggal Bukti ‘Rekening | = Uralgn ; Debit redit
9.2.1.01.01 | Beban transfer bagi hasil pajak XXX
XXX XXX .
2.1.5.05.01 Utang transfer bagi hasil pajak XXX

-Kemudian Pemeritah Provinsi Jawa Timur melakukan pencairan

dana bagi hasil pajak ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D
LS dan dilakukan pembayaran kepada kabupaten/kota
berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan

melakukan pencatatan dalam jurnal standar:
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Jurnal LO dan Neraca

; » Nomor Kode . n .
| Tanggal Bukti Rekening Uraian 7 Debit Kredit
2.1.5.05.01 | Utang transfer bagi hasil pajak XXX
XXX XXX
L 1.1.1.01.01 Kas di kas daerah XXX
Jurnal LRA
Nomor k Kode . - -
Tanggal Bukti Rekening Uraian / Debit Kredit
Transfer bagi hasil pajak kepada
XXX XXX XXX pemerintah daerah XXX
XXX Perubahan SAL XXX

. Beban transfer Bantuan Keuangan

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah

tentang bantuan keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan

melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor

Kode
Tanggal . . Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening

Beban transfer bantuan keuangan

XXX 9 XXX
ke kabupaten

XXX XXX
_ Utang transfer bantuan
XXX XXX
keuangan

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan

keuangan dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran

kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka

fungsi

standar;

akuntansi

Jurnal LO dan Neraca

akan melakukan pencatatan

dalam jurnal

Nonidr Kode . . -
7 Tgnggal Buki | Rekening Uraian | Debit Kredit
XXX Utang transfer bantuan keuangan XXX
XXX XXX
XXX Kas di kas daerah XXX
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Jurnal LRA

Nomor k Kode — ' . .
Tanggal Bukti _ Rekening | Uraian 7 Debit Kredit
XXX Transf.er bantuan keuangan XXX
XXX XXX pemerintah kabupaten
XXX Perubahan SAL XXX

4. Itustrasi

a. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah
untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban
penggunaan pokok utang (outstanding principal) termasuk beban
pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah
yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan
biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan
Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut
jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan
keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal
pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
Pada tanggal 25 Juni 2017 Pemerintah Kota Blitar mengadakan
perjanjian Utang, dimana Pemerintah Kota Blitar berutang pada
Lembaga keuangan Bank sebesar Rp. 150.000.000,00. Didalam
klausal pérjanjian utang tersebut Pemerintah Kota Blitar dikenakan
bunga atas pinjaman serta bunga yang harus dibayar per enam
bulan dan bunga selama enam bulan sebesar Rp. 5.000.000,00.
Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi akan
membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk
diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan Bukti memorial tersebut Fungsi
Akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai
berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tangga! | Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredit
' Rekening
| Surat Beban bunga utang pinjaman
Perjanjian 9.1.3.01.01 | kepada Lembaga Keuangan 5.000.000
23 Juni
2017 utang/Dokum Bank
ShYaRG 4, 120101 | Utang Bungakpd Lembaga 5.000.000
dipersamakan Keuangan Bank
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Pada tanggal 6 Juli 2017 Pemerintah Kota Blitar melakukan
pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan
pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,00 kepada lembaga keuangan.

Berdasarkan kejadian tersebut, maka fungsi akuntansi akan

melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut;

Jurnal LO dan Neraca

. Kode
Tanggal Nomor Bukti ) Uraian Debit Kredit
Rekening
v | Utang Bunga kpd Lembaga
6 Juli SP2D/ 2.1.2.01.01 9 Bunga kpd % 15.000.000
2017 dokumen yang Keuangan Bank
dipersamakan | 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 5.000.000
Jurnal LRA
Kode
Tanggal Nomor Bukti . Uraian Debit Kredit
Rekening
Bun autéh | injaman ‘k ad.
SP2D/ 5.1.3.01.01 9a tiang pinjaman kepada | 10 000
xx/xx/2017 | dokumen yang Lembaga Keuangan Bank
dipersamakan | 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.000
b. Beban Subsidi
Pada tanggal 11 September 2017 Pemerintah Kota Blitar
menerbitkan Surat Keputusan Walikota Blitar/Surat

Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan, Pemerintah Kota Blitar
akan memberikan subsidi kepada Kelompok Tani Sejahtera sebesar
Rp. 50.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi
Akuntansi PPKD akan mencatat kedalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Kode

Nomor Bukti Rekening Uraian Debhit Kredit
Surat Keputusan -
11 Kepala 9.1.4.01.02 E;b::gi“bs'd' kepada | 55 500,000
September | Daerah/Perjanjian o ] .
2017 /Dokumen yaing Utang Belanja
dipersamakan 2150402 subsidilembaga 50.000000

Pada tanggal 11 Oktober 2017 Pemerintah Kota Blitar melakukan
pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan’
pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,00 kepada Kelompok Tani
Sejahtera. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi

akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:
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Jurnal LO dan Neraca

' ) 4 Kode‘ ‘ . . .
v Tanggal B Nomor Bukti | Rekening }Jranan Debit Kredit
Surat Keputusan . -
10 Oktober Kepata 2150402 | Jtang Belanja subsidi | 5 50 40
2017 Daerah/Perjanjian ) 9
- /Dokumen yang )
dipersamakan 1.1.1.01.01 Kas dikas daerah 50.000.000
Jurnal LRA
‘ o= | Kode : e :
Tanggal Nomior Bukti . | Rekening . Utalan Deb_tg Kredit
Surat Keputusan . -
Belanja Subsidi
Kepala 5.1.3.01.02 50.000.000
10 200k1tt_),ber Daerah/Perjanjian/ kepada lembaga
Dokumen yang - ;
dipersamakan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 50.000.000

¢. Beban Hibah

Pada Tanggal

15 September 2017 Pemerintah Kota Blitar

menerbitkan Surat Keputusan Walikota Blitar tentang nama-nama

penerima hibah daerah dan telah menandatangani NPHD /Dokumen

yang dipersamakan tentang pemberian hibah kepada kelompok

masyarakat dalam bentuk uang. Nilai beban hibah sebesar Rp.

5.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi
akuntansi akan melakukan pencatatan dalamjurnal sebagai
berikut:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Bukti Reode o Uraian Debit Kredit

, | Beban hibah kpd
15 NPHD/dokumen | 9.1.5.04.01 5.000.000
September yang | Kelompok masyarakat
2017 dipersamakan 2.1.5.07.01 Utang Belanja Hibah 5.000.000

Pada tanggal 5 Oktober 2017

Pemerintah Kota Blitar melakukan

pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan

pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,00 kepada penerima hibah.

Berdasarkan kejadian tersebut, maka fungsi akuntansi akan
melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca
Tanggal Nomor Bukti R e‘i:?‘?n g Uraian Debit Kredit
05 SP2Dy 2.1.5.07.01 | Utang belanja Hibah 5.000.000
Oktober dokumen yang SN - -
2017 dipersamakan | 1.1.1,01.01 Kas di kas daerah 5.000.000

Kebijakan Sistem

Akuntansi Pemeﬁhtah Kota Blitar

64




Jurnal LRA

Tanggai Nomor Bukti R e':(z‘:l?ng Uraian Debit Kredit
Belanja hibah kpd
05 SP20/ 5.1.4.06.01 kelompok/anggota 5.000.000
Oktober dokumen yang ] masyarakat
2017 dipersamakan '
P 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.000

Jika sampai akhir tahun anggaran Pemerintah Kota Blitar tidak
menyelesaikan pemberian Hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian

Hibah, maka tidak dapat diakui utang pada tahun berikutnya. Pada
akhir tahun PPKD menjurnal :

Tanggal Nomor Bukti Rg((::t?n g Uraian Debit Kredit
.1.5.07.01 . ja Hi .000.
DesSe:n ber g okumen y:ng | 2 0‘( 0 4 Utang Belanja Hibah 7 75 000.000 7 ‘
ipersyaratkan Beban hibah k
2017 an hibah kpd
» » | 9.1.5.04.01 masyarakat ) ‘ 5.000.000

d. Beban Bantuan Sosial

Pada tanggal 4 Agustus 2017 Walikota Blitar mengeluarkan Surat
Keputusan tentang penerima bantuan sosial berupa uang kepada
organisasi kemasyarakatan sebesar Rp. 15.000.000,00. Walikota
Blitar telah menandatangani Perjanjian pemberian bantuan sosial
dengan penerima bantuan. Berdasarkan bukti Surat Keputusan
Walikota Blitar dan Surat perjanjian bantuan sosial atau dokumen
yang dipersamakan, maka Fungsi Akuntansi akan melakukan

pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti Re'f(‘;‘:?ng Uraian Debit Kredit
Surat Beban bantuan sosial
Kf:(Puwlsa" 9.1.6.01.01 | kpd organisasi sosial 15.000.000
epala masyarakatan
04 gg;‘ gtus Daerah/Surat } - y -
Perjanjian/
dokumen yang | 2.1.5.08.01 Utang Belanja Bansos 15.000.000
dipersamakan

Pada tanggal 30 Agustus 2017 Pemerintah Daerah melakukan
pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan
pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,00 kepada penerima bantuan
sosial. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan

melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:
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Jurnal LO dan Neraca

Kdde

, Tanggal ‘ rNomor Bukti Rekening Uraian Debit Kredit

04 Agustus SP2D/dokumen | 2.1.5.08.01 | Utang belanja bansos 15.000.000
2017 yang -

dipersamakan | 4.4.9.01.01 Kas di kas daerah 15.000.000
Jurnal LRA
Tanggal | NomorBukti | :k‘;‘:\?ng Uraian Debit Kredit
T Belanja bantuan sosial
SP2D/dokumen | 5.1.5.01.01 kpd organisasi sosial 15.000.000
04 931“ ;tus yang o __| kemasyarakatan )

dipersamakan

persama 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 15.000.000

Jika sampai akhir tahun anggaran Pemerintah Kota Blitar tidak
menyelesaikan pemberian bantuan sosial sesuai dengan Perjanjian
pemberian bantuan sosial dengan penerima bantuan, maka tidak

dapat diakui utang pada tahun berikutnya. Pada akhir tahun PPKD

menjurnal :

Ts i} ) Kode . . "

anggal Nomor Bukti ~ Rekening Uraian Debit Kredit
31 2.1.5.08.01 Utang Belanja Bansos 15.000.000

" . Dokumen yarig

Desember p i
2017 dipersyaratkan Beban bantuan sosial

9.1.6.01.01 kpd organisasi sosial 156.000.000
_Mmasyarakatan

e. Beban Transfer Bagi hasil Pajak Daerah

Pada tanggal 13 Oktober 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Timur
menerbitkan Surat Keputusan/Persetujuan Gubernur /Dokumen
yang dipersamakan untuk beban transfer bagi hasil pajak kepada
Pemerintah  Kabupaten/kota  sebesar Rp. 35.000.000,00.
Berdasarkan kejadian tersebut maka FPFungsi Akuntansi akan

melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

, : Kode ' . o
Tanggal | Nomor Bukti Rekening Uraian v Debttv Kredit
Piutang transéer bagi
« Sut'at .1.01.01 hasil pajak kepada 35.000.000
eputusan emerintah kabupaten
14 Oktober Kepala Dasrah/ — P P
2017 dokumen vang Pendapatan transfer
dipersamakan | 2.1.6.04.01 bagi 35.000.000
) hasil pajak
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Pada tanggal 1 Desember 2017 Pemerintah Kota Blitar menerima
transfer pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp. 35.000.000,00.
Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan

melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Bukti R e’fggﬁn g Uraian Debit Kredit
01 . SP2D/ .04.01 ' Kas di Kas daerah 35.000.000
Desember dokumen yang
2047 dipersamakan 1.01.01 Piutang Bagi Hasil Pajak 35.000.000
Jurnal LRA
Tanggal Nomor Bukti R e'f(z(:\?n g Uraian Debit Kredit
o4 SP2D/ .02.01 ’ EétlmaSI SAL 35.000.000
Desember | dokumen yang Pendapatan Transfer bagi
2017 dipersamakan .00.00 hasil pajak kepada 35.000.000
pemerintah kabupaten

. Beban Transfer Bantuan Keuangan

Pada tanggal 25 Oktober 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Timur
menerbitkan Surat Keputusan/Persetujuan Gubernur /Dokumen
yang dipersamakan untuk beban transfer bantuan keuangan
kepada Pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp. 45.000.000,00.
Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi akan

melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Bukti R g((g,‘?n 9 Uraian Debit Kredit
Surat 3.02.01 | Kas diKas Daerah 45.000.000
25 Keputusan )
Oktober Kepala Daerah/ Piutang bantuan
2017 dokumen yang | 2 1.5.05.02 keuangan K 45.000.000
dipersamakan - | kabupaten/kota j

Pada tanggal 15 November 2017 Pemerintah Kota Blitar menerima
transfer bantuan keuangan sebesar Rp. 45.000.000,00 dari
Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan kejadian tersebut
maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal
sebagai berikut:
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Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Bukti R e’:(gi?n 9 Uraian _Debit Kredit
15 SP2D; 2150502 | \12n0 tansfer bantuan | 45 00 50
November dokumen yang |- - g
2017 dipersamakan | 4.9.9.01.01 Kas di kas daerah 45.000.000
Jurnal LRA
Tanggal | Nomor Bukti Re,f(gcr':ng Uraian Debit Kredit
15 SP2Df .7.02.01 Estimasi SAL 45.000.000
November dokumen ya y
2017 dipersamg!k:r? 0.0.0.00.00 Pendapatan Bantyan 45.000.000
B __ " | keuangan kabupaten/kota T
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BAB 111
SISTEM AKUNTANSI TRANSFER

A. UMUM

1. Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu

entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk

dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan

lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah

pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke

entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh

pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta

bantuan keuangan.

2. Klasifikasi

| 5 Klasifikasi

Pendapatan Transfer :

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Dana Penyesuaian

Transfer Pemerintah Provinsi 3

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendaptan Bagi Hasil Lainnya

Beban Transfer :

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah

Beban Transfer Keuangan Laihnya

Transfer :

Transfer/Bagi Hasﬂ Pehdapatan

Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pendapatan Lainnyé ,

Transfer Bantuan Keuangan :

Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya

Bantuan Keuangan Lainnya

B. SISTEM AKUNTANSI TRANSFER DI PPKD
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1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi transfer masuk

dan transfer keluar antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan

PPKD dan Bendahara Pengeluaran PPKD.
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK PPKD)

Dalam sistem akuntansi transfer, PPK-PPKD melaksanakan

fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian transfer berdasarkan bukti-bukti
transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku
Jurnal LO dan Neraca;

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian
pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar
masing-masing rekening (rincian objek);

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),

Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.
b. Bendahara Penerimaan PPKD

1) mencatat dan membukukan semua transfer kedalam buku

Penerimaan PPKD;

2) membuat SPJ penerimaan.
c. Bendahara Pengeluaran PPKD

1) mencatat dan membukukan semua transfer kedalam buku
Pengeluaran PPKD;

2) membuat SPJ pengeluaran.

2. Dokumen yang digunakan

Uraian Dokumen

Pendapatan Transfer ’ ’ 7
Transfer Pemerintah Pusat-Dana PMK/Perpres/Keputusan Kepala
Perimbangan _ Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Dana Bagi Hasil Pajak PMK/ Keputusan Kepala '

- | Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Dana Bagi hasil Sumber daya Alam | PMK/ Dokumen yang dipersamakan
Dana Alokasi Umum PMK/Perpres/Dokumen yang

dipersamakan
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Dana Alokasi Khusus

PMK/Perpres/Dokumen yahg
dipersamakan

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

PMK/Keputusan Kepala
Daerah/Dokumen yang dipersamakan

Dana Penyesuaian

PMK/Keputusan Kepala

| Daerah/Dokumen yang dipersamakan

Transfer Pemerintah Provinsi

PMK/Keputusan Kepala
Daerah /Dokumen yang dipersamakan »

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

PMK/Keputusan Kepala
Daerah/Dokumen yang dipersamakan 7

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

PMK/Keputusan Kepala

-Daerah/Dokumen yang dipersamakan

Be}ban Tranéfef

Beban Transfer Bagi hasil Pajak

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen
yang dipersamakan

Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan
Lainnya

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen
yang dipersamakan

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke
Pemerintah lainnya

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen

| yang dipersamakan

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke
desa

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen

| yang dipersamakan

Beban Transfer Keuangan Lainnya

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen
yang dipersamakan

Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau
ke Desa

Bagi Hasil Pajak

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen
yang dipersamakan

Bagi Hasil Retribusi

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen
yang dipersamakan

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen
yang dipersamakan

Transfer Bantuan Keuangan

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen

| yang dipersamakan

Bantuan Keuangan Ke Pemerintah
lainnya

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen
yang dipersamakan

Bantuan Keuangan Lainnya

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen

| yang dipersamakan

3. Jurnal Standar
a. Transfer Masuk

1) Dana Darurat

Jika Pemerintah Kota Blitar menerima PMK/Perpres/Surat

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan

tentang dana transfer dana darurat maka fungsi akuntansi

akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca
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Tanggal ‘| orC

Pendapatan Transfer/Dana
Darurat LO

Pemerintah Kota Blitar menerima pencairan dana transfer
berupa dana darurat dengan bukti pemindahbukuan/nota
kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atas PMK/Perpres/Surat
Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan maka
fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal
standar:

Jurnal LO dan Neraca

|- Nomor Kode 5 oy .
Tanggal | Bukti | Rekening Ura:lan 7 ‘ o Debxt - Kredit
XXX XXX XXX Kas di kas daerah XXX
XXX | Piutang Transfer/Dana Darurat ) XXX
Jurnal LRA
Nomor ‘ Kode U ' ISR .
Tanggal | ‘Buiti |  Rekening CUrE e DE | Kredit
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX
XXX Pendapatan Transfer/Dana XXX
~ Darurat LRA '

2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat

Jika Pemerintah Kota Blitar menerima PMK/Perpres/Dokumen
yang dipersamakan untuk Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah
Pusat, maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan
dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor | Kode o ' ] 3

Tanggal Bukti Rekening Uraian 7 . Deblt Kredit
XXX XXX XXX Piutang Bagi Hasil Pajak XXX

XXX Egndapatan Bagi Hasil Pajak XXX

Pemerintah Kota Blitar menerima pencairan dana transfer
berupa dana bagi hasil pajak dengan bukti
pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari
Pemerintah  Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang
dipersamakan - maka fungsi akuntansi akan melakukan
pencatatan dalam jurnal standar:
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Jurnal LO dan Neraca

Nomeor ’ Kode . . . '
Tanggal Bukti Rekening Urm._, - ,ng:t Kredit
XXX XXX : XXX Kas di Kas Daerah XXX
' XXX Piutang Bagi Hasil Pajak XXX
Jurnal LRA
} Tanggal ]
XXX Perubahan SAL
zgj;dapatan Bagi Hasil Pajak XXX

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

Jika Pemerintah Kota Blitar menerima PMK/Perpres /Dokumen
yang dipersamakan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) maka

fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal
standar:

Jurnal LO dan Neraca

Piutang DAU

Pendapatan Dana Alokasi Umum-
LO

Pemerintah Kota Blitar menerima pencairan dana transfer
berupa dana alokasi umum dengan bukti
pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari
Pemerintah  Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang
dipersamakan, maka fungsi akuntansi akan melakukan
pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor ‘ Kode T . - .
Tanggal | Bukti | Rekening Umian . | o .| Debit | Kredi
XXX XXX XXX Kas di Kas daerah XXX
1 XXX Piutang Dana Alokasi Umum XXX
Jurnal LRA
Nomor Kode . _y .
Tanggal Bukti Rekening Urm ‘ _ Debit Kredit
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX
XXX Pendapatan Dana alokasi XXX
umum LRA )
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4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jika Pemerintah Kota Blitar menerima PMK/ Perpres/Dokumen
yang dipérsamakan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) maka

fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal

standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | [omor | eﬁg;g Uraian | Debit | Kreait |
XXX XXX XXX Piutang DAK T Txxx
' Pendapatan Dana Alokasi
XXX Khusus LO ) » XXX

Pemerintah Kota Blitar menerima pencairan dana transfer
berupa dana alokasi umum dengan bukti
pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari
Pemerintah  Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang
dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan
pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Kas di Kas Daerah
Piutang Dana Alokasi Khusus

Perubahan SAL

Pendapatan Dana Alokasi
Khusus LRA

S5) Dana Bagi hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pemerintah Kota Blitar menerima Surat Gubernur Jawa
Timur/Surat persetujuan pemberian bantuan
keuangan/dokumen yang dipersamakan tentang Bagi Hasil
Pajak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka fungsi
akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal
standar:

Jurnal LO dan Neraca

T al Nomor Kode
. angg | Bukti | Rekening

Uraian Debit | Kredit
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XXX XXX XXX Piutang Bagi hasil pajak XXX

XXX Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO XXX

Pemerintah Kota Blitar menerima pencairan bagi hasil
pajak dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari
bank, berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi
akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal
standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode . . "y
Tanggal | Bukti | Rekening , Uraian v Debit Kredit
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX
XXX Piutang Bagi Hasil Pajak XXX
Jurnal LRA
Nomor Kode , . . .
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX
XXX Iljgr;\dapatan Bagi Hasil Pajak XXX

6) Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Pemerintah Kota Blitar menerima Surat Keputusan Kepala
Daerah/Surat persetujuan pemberian bantuan
keuangan/dokumen yang dipersamakan tentang bantuan
keuangan ke kabupaten/kota. Berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka
fungsi akunténsi akan melakukan pencatatan dalam jurnal
standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal NBom! 0,_1' ReIl('(Od? g Uraian Debit | Kredit
XXX XXX XXX Kas di Kas daerah XXX
XXX Piutang Transfer Bantuan XXX
Keuangan

Kemudian Pemerintah Kota Blitar menenima pencairan dana
bantuan keuangan ke kabupaten/kota berdasarkan kejadian
tersebut, maka fungsi akuntansij akan melakukan

pencatatan dalam jurnal standar:
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Jurnal LO dan Neraca

i ~ : .
.Tanggal . Boml 0}' Rell{(oqgg Uraxan ] Debit’ : Kredit
XXX XXX XXX Estimasi SAL XXX
XXX Piutang Transfer Bantuan
Keuangan XXX
Jurnal LRA
Nomor ‘ Kode1 . . ' ‘ .
”Tanggal ‘Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Transfer Bantuan Keuangan XXX
; Pemerintah Kabupaten
XXX Perubahan SAL XXX

b. Transfer Keluar
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/kota
Pemerintah Kota Blitar mengeluarkan Surat Keputusan
Walikota Blitar/Surat Persetujuan pemberian bantuan

keuangan ke  kabupaten/kota. Berdasarkan
Walikota Blitar/dokumen yang

dipersamakan tentang bantuan keuangan, maka fungsi

Surat
Keputusan/Persetujuan

akutansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar :

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode ) . .
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
Beban Transfer Bantuan
XXX XXX XXX Keuangan ke Kab/Kota XXX
XXX Utang Transfer Bantuan XXX
Keuangan

Kemudian Pemerintah Kota Blitar melakukan pencairan dana
bantuan keuangan ke kabupaten/kota dengan diterbitkannya
SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yag berhak
menerima berdasarkan kejadian tersebut, maka fungsi
akutansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar :

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Jomor Re‘f(‘;drjng Uraian Debit | Kredit
XXX XXX XXX gﬁ‘igﬁns{er bantuan XXX
XXX Kas di Kas Daerah XXX
Jurnal LRA
[ Tanggal | Nomor |  Kode | Uraian [ Debit | Kredit |
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Bukti Rékening
Transfer Bantuan Keuangan
XXX XXX XXX ) XXX
Pemerintah Kabupaten/Kota
XXX Perubahan SAL , ) XXX

3. Tlustrasi

a. Transfer Masuk

1) Transfer Dana Darurat

Pada tanggal 3 Januari 2017 Pemerintah Kota Blitar menerima
dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan
tentang Dana daruratdengan nilai sebesar Rp. 20.000.000,00.
Berdasarkan PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan
fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal
sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti Reizﬁfng  Uraian Debit Kredit
03 PMK /Perpres/ Piutang Transfer

Samuari | Dokumen yarg 1.13.05.03 | o O erarat 20.000.000

2017 Dipersamakan | 8.3.2.01.01 Dana Darurat LO 20.000.000

Pada tanggal 02 Februari 2017 Pemerintah Kota Blitar
menerima nota kredit dari bank bahwa ada pemindahan
bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp. 20.000.000,00
atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana
darurat. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi

akan melakukan pencatatan dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti Re‘;‘;ﬁfng Uraian Debit Kredit
02-Feb Nota Kredit/ 1.1.1.01.01 | Kas di Kas daerah 20.000.000
22) 167 ) Df)kum on yang Piutang Transfer
dipersamakan / 1.1.3.05.037 Dana Darurat 20.000.000
Jurnal LRA
Tonggal | Nomor Bukt Kode Uraian Debit Kredit
&8 ) Rekening
09-Feb Nota Kredit/ | 0.0.0.00.00 |Perubahan SAL 20.000.000
_Feb-
Dokumen yang Dana Darurat
2017 dipersamakan 4.3.2.01.01 LRA 20.000.000

2) Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat
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Pada tanggal 5 Januari 2017 Pemerintah Kota Blitar menerima
dokumen berupa PMK/ Perpres/Dokumen yang dipersamakan
tentang bagi hasil Pajak dari Pemerintah Pusat dengan nilai
sebesar Rp.50.000.000,00. Berdasarkan
PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan fungsi akuntansi
akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca |

Tanggal | NomorBuki |  Kode ¢ | Ussian Debit | Kredit
‘ Piutang Transfer
05-Jan. | PMK/Perpres/ 1.1.3.05.01 Bagi Hasil Pajak 50.000.000
2017 ((i;i)kumen vang Bagi Hosil
persamakan agr na
}8.2.1.01.01 Pajak PBB LO 50.000.000

Pada tanggal 2 Februari

menerima

2017 Pemerintah Kota Blitar

nota kredit dari bank bahwa ada pemindahan

bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp. 50.000.000,00
atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana

darurat. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi

akan melakukan pencatatan dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

v ‘ V . . Kode ' . . .
Tgngga; Nomor Bukti Rekening ‘ Uraian Debit ‘ Kredit
02-Feb Nota Kredit/ 1.1.1.01.01 | Kas di Kas daerah 50.000.000

- e B
Dokumen yvang ) 5
2017 . - Piutang transfer 0
, d,persamakﬂnr 1.1.3.05.01 bagi hasil pajak ‘50.000.00
Jurnal LRA
Tanggal | Nomor Bukti KOd? Uraian Debit Kredit
&8 Rekening
) Nota Kredit/ 0.0.0.00.00 { Perubahan SAL 50.000.000
Og;)Fle;)' Dokumen yang Bagi Hasil Pajak
dipersamakan agt S! 0.000.000
P ‘4.2.1.01.01 | PBBLRA 50.000.00

3) Dana Alokasi Umum

Pada tanggal 2 Januari 2017 Pemerintah Kota Blitar menerima
dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan ,

tentang Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat
75.000.000,00.

PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan fungsi akuntansi

dengan nilai sebesar Rp. Berdasarkan

akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:
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Jurnal LO dan Neraca

. Kode . . .'
Tanggal Nomor Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
Piutang Transfer
PMK/Perpres/ | 1.1.3.05.03 | Dana Alokasi 75.000.000
02-Jan-
Dokumen yang Umum
2017 Dipersariakan D Alokasi
ana OKast
L 8.2.1.03.01 Umum 1o 75.000.000

Pada tanggal 2 Februari 2017 Pemerintah Kota Blitar
menerima nota kredit dari bank, ada pemindahanbukuan ke
rekening kas daerah sebesar Rp. 25.000.000,00 atas
PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana
alokasi umum. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi

akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

] Kode - ' o )
Tanggal . NomarBuku_ ‘| Rekening | U.raxan - ;Dehlt\ ’ Kredit
1.1.1.01.01 | Kas di Kas daerah 25.000.000
2017 . anster
dipersamakan 1.1.3.05.03 Dana Alokasi 25.000.000
Umum
Jurnal LRA
Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredit
_ Rekening ’ ] )
02-Feb Nota Kredit/ | 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL 25.000.600
2;) 1e7 - Dokumen yang )
Dipersamakan | 4 3 1,03.01 Dana Alokast 25.000.000
| Umum LRA )

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada tanggal 2 Januari 2017 Pemerintah Kota Blitar menerima
dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan
tentang Dana Alokasi Khusus infrastruktur jalan dari
Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp. 80.000.000,00.
Berdasarkan PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan
fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal

sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

I Tanggal ] Nomor Bukti |  Kode [ Uraian | Debit ] Kredit
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Rekém'ng

Piutang Transfer
1.1.3.05.03 | Dana Alokasi 80.000.000
02 PMK/Perpres/ Khusus
Januari | Dokumen yang Dana Alokasi
2017 Dipersamakan Khusus

.2.1.04.
8.2.1.04.01 Infrastruktur
 Jalan LO

80.000.000

Pada tanggal 2 Februari 2017 Pemerintah Kota Blitar
menerima nota kredit dari bank, ada pemindahan bukuan ke
rekening kas daerah sebesar Rp. 25.000.000,00 atas
PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana
alokasi khusus infrastruktur jalan. Berdasarkan kejadian
tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan

dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomo: Bukt Re’l((gflfng Uraian Debit Kredit
02 Nota Kredit/ 1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah 25.000.000
Februari | Dokumen yang Piutang Transfer
2017 Dipersamakan 1.1.3.05.03 Dana Alokasi 25.000.000
) 1 Khusus
Jurnal LRA
; ' . Kode ] . . .
Tanggal Nomor Bukti Rekening .. Uraian ( Debit . Kredit
02 Nota Kredit/ 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL 25.000.000
Februari | Dokumen yang
2017 | Dipersamakan | 49 1 04.01 DAK Infrastruktur 25.000.000
) JalanLRA

b. Penerimaan Transfer

1) Pendapatan  transfer bagi hasil pajak daerah ke
kabupaten/kota

Pada Tanggal 4 September 2017 Pemerintah Kota Blitar
menerima Surat Keputusan/Persetujuan Gubernur /Dokumen
yang dipersamakan tentang pendapatan transfer bagi hasil
pajak ke kabupaten/kota sebesar Rp. 45.000.000,00.
Berdasarkan Surat  Keputusan/Persetujuan Gubernur
/Dokumen yang dipersamakan, maka fungsi akuntansi akan
melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO
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. Kode
Tanggal Nomor Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
Beban " 45.000.000
Transferbagi
SK Kepala | g9 16101 | hasil pajak
Daerah /Perset
04 ujuan Kepala daerah ke
September ) kab/kota
ptemt Daerah /Doku [kota __ —
men yang Utang Bagi 45.000.000
dipersamakan | 2.1.5,05.01 g;:fagai“ek
kab /kata

Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2017 Pemerintah Kota Blitar

menerima pencairan / penyerahan bagi hasil pajak daerah ke

kabupten/kota,

berdasarkan

kejadian

tersebut

fungsi

akuntansi akan melakukan pencatatan dalam Jjurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

N e | Kode 4 .
Tanggal , Nomor Buktl\ _ Rekening | Uraian Debit Kredit
Utang Bagi Hasil 45.000.000
2.1.5.05.01 | Pajak Daerah ke
02 SP2D,/Dokume
Oktober n yang Kabupaten/Kota B
2017 dipersamkan Kas diKas 45.000.000
1.1.1.01.01 Daerah
Jurnal LRA
Tanggal Nomor Bukti Kode Uratan Debit Kredit
B Rekening
Belanja Transfer 45.000.000
Bagi Hasil Pajak
6.1.1.01.01
02 SP2D /Dokume 0 Daerah ke
Oktober n yang Kabupaten /Kota
2017 dipersamkan 45.000.000
0.0.0.00.00 Perubahan SAL

2) Pendapatan transfer bantuan keuangan ke kabupaten/kota

Pada tanggal 20 April 2017 Pemerintah Kota Blitar menerima

Surat Keputusan Gubernur /Surat Persetujuan pemberian

bantuan keuangan/dokumen yang dipersamakan tentang

Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota sebesar Rp.

65.000.000,00.

Berdasarkan Surat

KeputusanGubernur

/Surat Persetujuan pemberian bantuan /Dokumen yang

dipersamakan, maka fungsi

akuntansi

pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca
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Tanggal Nomor Bukti Relftzg?ng Uraian Debit Kredit
Surat Beban Transfer
Keputusan Bantuan
Kepala 9.2.3.02.01 Keuangan ke 65.000.000
20 April Daer.ah / surat Kabupaten /kota
2017 persetujuan
pemberian Utang Transfer
bantuan/ 2.1.5.05.02 | Bantuan 65.000.000
dokumen yang Keuangan
dipersamakan

Pada tanggal 2 Mei 2017 Pemerintah Kota Blitar menerima

pembayaran /transfer

bantuan

keuangan

kepada

kabupaten/kota, maka fungsi akuntansi akan melakukan
pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Buki. | Kode Ueai ] T
Teneeal | MNomorBuldti | penerng | el b Dbt L Keedh
Utang Transfer
02 Mei SP2D/ 2.1.5.05.02 | Bantuan 65.000.000
201 76 ! dokumen yang Keuangan
dipersamakan . Kas di Kas
, 1.1.1.01.01 Daerah 65.000.000
Jurnal LRA
Tanggal | Nomor Bukti Kode Utaian | Debit | Kredit
867 | omorBukt | Rekening | Uraiam S e
Bantuan
. SP2D/ 6.2.1.02.01 Keuangan 65.000.000
02201\14’;1 dokumen yang Kabupaten/Kota
dipersamakan |, 0 60.00 ’;:Tbaha“ 65.000.000
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BAB IV
SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM

1. Definisi

Sesuai dengan Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2010 terutama
pada PSAP Nomor 02 Paragraf 50 yang tertuang dalam kebijékan
akutansi pemerintah kota Blitar bahwa pembiayaan (financing) adalah
seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun
pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang
dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk

menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan
hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain
digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian

pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pembiayaandiklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman,
penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah,
penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga,
penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana

cadangan.
2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas
Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak
ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok
pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan

pembentukan dana cadangan.

Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar 83




B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara
lain fungsi akuntansi PPKD dan PPKD.

1. Fungsi Akuntansi - PPKD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi pada PPKD
memiliki tugas sebagai berikut:

a. Mencatattransaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-
bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam
Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);

C. menyusun laporan keuangan, yahg terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan
Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus

Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2.BUD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD melakukan fungsi
mengadministrasi transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan, - sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen
transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh fungsi akuntansi PPKD

yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.
3. PPKD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPKD memiliki tugas
menandatangani laporan keuangan pemerintah daerah sebelum
diserahkan kepada BPK.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara
lain:

1. Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan;

2. Naskah Perjanjian Kredit;

3.SP2D LS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum
daerah;

4. Nota Kredit;

S. Dokumen lainnya.
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D. JURNAL STANDAR

Pada dasarnya transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD. Adapun

jurnal  standar

pengakuan penerimaan

pembiayaan

maupun

pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transaksi kewajiban,

sebagai berikut:
. PENCATATAN OLEH PPRD
° ~ Urian ' Debet Kredit
1 Kas di Kas Daerah XXX
Saat penerimaan Kewajiban Jangka Panjang XXX
pembiayaan Perubahan SAL XXX
4 Penerimaan Pembiyaan 7 XXX
2 Beban Bunga XXX
Saat pembayaran bunga [ Kas di Kas Daerah XXX
kewajiban Bunga Utang XXX
| Perubahan SAL 7 XXX
3 Kewajiban Jangka Panjang XXX
Saat pelunasan Kas di Kas Daerah XXX
kewajiban Pengeluaran Pembiayaan XXX
o Perubahan SAL XXX
4 et Kewajiban Jangka Panjang XXX
Seat reklasﬁikag ‘ Bagian Lancar Kewajiban Jk. Panjang XXX
E. ILUSTRASI
Akuntansi pembiayaan terdiri atas pencatatan atas terjadinya

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

a. Penerimaan Pinjaman

Berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Panjang untuk jangka waktu

S tahun antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT Bank Jawa

Timur,

Pemerintah Kota Blitar menerima Nota Kredit yang

menunjukkan telah masuknya uang ke rekening kas daerah

sebesar Rp. 500.000.000,00. Dari

informasi

tersebut,

fungsi

akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban Jjangka panjang

dengan mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Kode " Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening |
XXX Nota |1.1.1.01.01] Kas di kas Daerah 500.000.000
Kredit
2.21.01.01 Utang Dalam Negeri Sektor 500.000.000
Perbankan
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Jurnal LRA

Tanggal | Nomor Kode » ‘ Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening
XXX - Nota | 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL 500.000.000
Kredit
7.14.01.01 Pinjaman Dalam negeri dari 500.000.000
Bank

b. Penerbitan Obligasi

Pemerintah Kota Blitar menerbitkan surat utang obligasi untuk 5
tahun mulai berlaku 1 Maret 2017 dan berakhir 28 Februari 2022
sebanyak 1.000 lembar @ Rp. 500.000,00 dengan suku bunga
12%/tahun dibayar setiap 6 bulan per 1 Maret dan 1 September.
Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya

kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal “Nomor Kode Uraian “Debit Kredit
' Bukti | Rekening .- L -
XXX Nota |1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 500.000.000)
Kredit
2.2.1.03.01 Utang Dalam Negeri - 500.000.000|
Obligasi
Jurnal LRA
Tanggal “Nomor Kode Uraian 7 ‘ Debit " Kredit
Bukti | Rekenin '
g
XXX Nota [0.0.0.00.0] Perubahan SAL 500.000.000)
Kredit 0
7.1.4.03.0 Penerimaan Hasil 500.000.000,
1 Penerbitan Obligasi

¢. Penerimaan Kembali Pinjaman

Pemerintah Kota Blitar menerima kembali pinjaman yang telah
diberikan kepada PD BPR Artha Praja sebesar Rp. 250.000.000,00.
Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya

pengurangan piutang dengan mencatat jurnal:
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Jurnal LO dan Neraca

Ténggal Nomor “Kode Uraian Debit " Kredit
Bukti Rekening k
XXX Nota [1.1.1.01.01| Kas di Kas Dacrah 250.000.000
Kredit
1.1.4.02.02 Bagian lancar Tagihan 250.000.000
kepada BUMD
Jurnal LRA
Tanggal | Nomor Kode Uraian Debit ' Kredit
Bukti Rekening
XXX Nota [0.0.0.00.00| Perubahan SAL 250.000.000
Kredit ‘
7.1.5.01.02 Penerimaan Kembali 250.000.000
Piutang kepada Perusda

d. Pencairan Dana Cadangan

Berdasarkan ilustrasi pada pembentukan dana cadangan, pada

tahun

ke-5 dilakukan pencairan dana

cadangan dengan

menerbitkan surat perintah pemindahbukuan dari rekening Dana

Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah. Dari informasi tersebut,

fungsi akuntansi PPKD mengakui penerimaan Kas di Kas Umum

Daerah dengan mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredit
Rekenin -
. - :
XXX [Bukti Pemindah|1.1.1.01.0| Kas di Kas Daerah. 11.500.000.0
bukuan 1 00|
1.4.1.01.0 Dana Cadangan 11.500.000.0]
1 00
Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode “Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening
XXX Bukti 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL 11.500.000.0
Pemindah 00
bukuan
7.1.2.01.01 Penerimaan 10:000.000.0
Pembiayaan- 00
Pencairan Dana
Cadangan
4.1.4.02.03 Lain-lain PAD yang 1.500.000.00
sah - Jasa Giro Dana 0]
Cadangan LRA
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2. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

a. Penyertaan Modal

Pemerintah Kota Blitar menerbitkan Peraturan Daerah tentang
penanaman modal atas penyertaan modal kepada PDAM senilai Rp.
300.000.000,00. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD
mengakui investasi dalam bentuk penyertaan modal dengan

mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tangga Nomor Kode | Uraian Debit Kredit
1 Bukti | Rekening
XXX |SP2D LS| 1.2.2.01.02 Penyertaan Modal kepada 300.000.000
BUMD
1.1.1.01.01 Kas di kas Daerah 300.000.000
Jurnal LRA
Tangga| Nomor Kode T Uraian Debit | Kredit
1 Bukti | Rekening
XXX |SP2D LS|7.2.2.02.01 | Pengeluaran Pembiayaan- 300.000.000]
Penyertaan Modal BUMD
0.0.0.00.00| Perubahan SAL 300.000.000

- Pembayaran Pokok Pinjaman

Pemerintah Kota Blitar membayar pokok utang pinjamannya
kepada bank BPD Jatim yang telah Jatuh tempo sebesar Rp.
60.000.000,00. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini,
diterbitkan SP2D LS. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi
PPKD mengakui adanya pengurangan kewajiban jangka panjang

dengan mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tangga| Nomor Kode ' " Uraian Debit Kredit
1 Bukti | Rekenin |
8. i L ER -
XXX |SP2D LS|2.2.1.01.0| Utang Dalam Negeri Sekior 60.000.000
1 Perbankan Bank BPD Jatim
1.1.1.01.0 Kas di kas Daerah 60.000.000
1
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e

Jurnal LRA

Tangga| Nomor Kode Uraian Debit " Kredit
1 | Bukti :Rekening'.: v - e ‘
XXX [SP2D LS[7.2.3.03.01| Pengeluaran Pembiayaan - 1760.000.000)
Pembayaran Pokok Utang
kepada Lembaga Keuangan
Bank...
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 60.000.00

c. Pembentukan Dana Cadangan

Berdasarkan Perda tentang Dana Cadangan, Pemerintah Kota Blitar

membentuk dana cadangan untuk rencana penggunaan kegiatan 5

(lima) tahun kedepan terhitung mulai Tahun Anggaran 2017 senilai

Rp. 10.000.000.000,00, ataumasing-masing Rp. 2.000.000.000,00,

per tahun anggaran.Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD

mengakui adanya pergeseran dana dari rekening Kas Umum

Daerah ke rekening Dana Cadangan dengan mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tangga| Nomor Kode " Uraian Debit Kredit
1 Bukti | Rekening
XXX [SP2D-LS|1.4.1.01.01 | Dana Cadangan - 2.000.000.000]
1.1.1.01.01 Kas di kas Daerah 2.000.000.000,
Jurnal LRA
Tangga| Nomor Kode Uraian Debit Kredit
1 Bukti | Rekening .
XXX |SP2D-LS}{7.2.1.01.01 Pengeluaran Pembiayaan 2000.000.000
- Pembentukan Dana
Cadangan....
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2000.000.000
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BAB V
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM
1. Definisi

Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan
menyebutkan bahwa kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di
bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan /dicairkan
menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan
(UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam
neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau
digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, dalamPSAP
Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 8,
mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang
sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko
perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk
tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi
jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah
yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang
signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau
investasi dimaksud mempunyai masa Jatuh tempo kurang dari 3 |

bulan dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada Pemerintah Kota Blitar mencakup kas yang
dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum
daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung
jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara
pengeluaran.Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah

tanggung jawab benndahara umum daerah terdiri dari:
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a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada
bank yang ditentukan oleh Walikota Blitar untuk menampung

penerimaan dan pengeluaran.

b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi

dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara
umum daerah.

Kas | Kas di Kas Dacrah

qu di Kas Daerah ‘
| Potongan Pajak dan Lainnya
| Kas Transitoris

e Kas Lainnya
Kas di Bendahara |Pendapatan Yang Belum Disetor

Penerimaan ,
- ‘ Uang Titipan
Kas di Bendahara |Sisa Kas UP/GU/TU
. Pengeluaran
o Pajak di SKPD yang Belum Disetor
7 | Uang Titipan
Kas di BOSNAS Kas di Bendahara BOSNAS
Kas di BLUD Kas Tunai BLUD
Kas di Bank BLUD

Pajak yang Belum Disetor BLUD
Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
7 Uang Titipan BLUD

Kas di Kapitasi JKN |Kas di Puskesmas

Setara | Deposito (kurang Deposito (kurang dari 3 bulan)
Kas dari 3 bulan)

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD)

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas
pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-
SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD
dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK-SKPD
melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai
berikut:
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1) mencatat transaksi/ kejadian kas dan setara kas berdasarkan

bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadiankas dan setara kas

ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);

3) membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).

b. Bendahara Penerimaan SKPD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara
Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan
N dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses

e pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke PPK-SKPD.

¢. Bendahara Pengeluaran SKPD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara
Pengeluaran SKPDmemiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan
dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses

pelaksanaan sistem akuntansi Kas dan Setara Kas ke PPK-SKPD.

d. Pengguna Anggaran (PA)
Dalam sistem akuntansi Kas dan Setara Kas, Pengguna Anggaran
memiliki tugas:

= 1) menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan
dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh
Fungsi Akuntansi PPKD pada PPKD (PPK-PPKD);

2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab Pengguna
Anggaran.

2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas
pada PPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-
PPKD), Bendahara Pencrimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD
dan PPKD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)
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Dalam sistem akuntansi kas dan  setara kas, PPK-

PPKDmelaksanakan fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas sebagai
berikut:

1) mencatat transaksi/ kejadiankas dan setara kas berdasarkan

bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadiankas dan setara kas

ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);

3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan
SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus
Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).»

at b. Bendahara Penerimaan PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara
Penerimaan PPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan
dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses
pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi
akuntansi PPKD (PPK-PPKD).

¢. Bendahara Pengeluaran PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara
Pengeluaran PPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan
dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses
pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi
~ akuntansi PPKD (PPK-PPKD).

d. PPKD
Délam sistem akuntansi kas dan setara kas,PPKD memiliki tugas:

1) menandatangani laporan keuangan PPKDsebelum diserahkan

dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh
Fungsi AkuntansiPPKD (PPK-PPKD);
2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kas dan setara kas

pada SKPD maupun PPKD mengikuti dokumen terkait penerimaan kas
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dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun Pendapatan-LO,
Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

Jurnal standar terkait kas dan setara kas pada SKPD maupun PPKD
mengikuti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kaspada sistem
akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan
Ekuitas. Jika kas dan setara kas bertambah maka akan dicatat disisi

“debit”, sedangkan jika kas dan setara kas berkurang akan dicatat disisi
“kredit”.

Jurnal Standar - Kas dan Setara Kas Saat Bertambah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Kode Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
XXX | XXX XXX | Kas dan Setara Kas XXX
XXX Pendapatan-LO/Aset/ Kewajiban/Ekuitas XXX

Jurnal Standar - Kas dan Setara Kas Saat Berkurang

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor ‘ Kode ) 7 Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
XXX‘ XXX . XXX Beban/ Aset/ Kewajiban /Ekuitas 7 4 XXX
XXX Kas dan Setara Kas XXX

I[lustrasi 1 — Kas dan Setara Kas Bertambah:

BPKAD Kota Bllitar menerima pembayaran pajak hotel sebesar Rp.
100.000.000,00 tanggal 30 Juni 2017 dari Hotel Tugu Lestari Jaya,
dengan bukti setor bank nomor 04/20/VI /17. Berdasarkan bukti setor
tersebut oleh fungsi akuntansi BPKAD dicatat pengakuan pendapatan-

LO dan pendapatan-LRA dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening
30-Juni- | Bank/0 | 1.1.1.01.01 | Kas di Bendahara 100.000.000
2017 | 4/20/VI Penerimaan
/17
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8.1.1.06.01

]

Pendapatan Pajak Hotel- ’

100.000.001,

LO

Jurnal LRA

Tanggal Nomor Bukti Kode 7 Uraian Debit Kredit

Rekening

30-Juni- Bank 0.0.0.00.00| Perubahan SAL 100.000.000
| 2017 04/20/V1
' /17
r 4.1.1.06.01 Peridapatan Pajak Hotel- 100.000.000
L I | | LRA

Ilustrasi 2 - Kas dan Setara Kas Bertambah:

Pada tanggal 22 Desember 2017 , Bendahara Penerimaan pada Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian menerima pendapatan retribusi
pelayanan RPH sebelum dipotong sebesar Rp. 500.000,00, dengan

nomor bukti STS 02/22/XII/17. Berdasarkan bukti transaksi tersebut
dicatat oleh PPK-SKPD dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Kode Uraian Debit Kredit
_ Bukti Rekening | ‘ 1
22-Des- STS 1.1.1.02.0| Kas di Bendahara Penerimaan 500.000
2017 02/22/ 1
Xi/17
8.1.2.21.0 Retribusi Rumah Potong Hewan- 500.000
1 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan
Hewan Sebelum Dipotong-LO

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode ‘ Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening
22-Des- STS 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL 500.000
2017 02/22/
X11/17

4,1.2.21.01 Retribusi Rumah Potong 500.000

Hewan-Pelayanan Pemeriksaan
Kesehatan Hewan Sebelum
Dipotong-LRA

Ilustrasi 3 — Kas dan Setara Kas Berkurang:
Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi dan UKM membayar
pembelian ATK melalui PPTK kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan tentang perkoperasian sebesar Rp. 9.000.000 dan telah di-
SPJ-kan dengan nomor pengesahan SPJ 007/SPJ/X1/17 tertanggal 9
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Nopember 2017. Berdasarkan bukti transaksi/kejadiantersebut dicatat
oleh PPK-SKPD dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tahggal Nomor Bukﬁ Kode | T Uraian V bebit » Kredit
Rekening )
9-Nop- SPJ [9.1.2.01.01| Beban Persediaan ATK " 19.000.000
2017 007 /SPJ/X1/
17
1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 9.000.000
Jurnal LRA
’Tanggal Nomor Bukﬁ Kode o Uraian T Debit Kréditﬁ
Rekening
9-Nop- SPJ 5.1.2.01.01 | Belanja ATK ' 9.000.000
2017 |007/8PJ/X1/
17
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 9.000.000
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BAB VI
SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM

1. Definisi

Piutang merupakan salah satu aset yang cukup penting bagi
pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya
maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar
akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan
mermmiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran

maupun pengungkapannya.

Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005maupun
kebijakan akutansi Pemerintah Kota Blitar bahwa piutang adalahhak
pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain
termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh
pemerintah. Piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada
saat ini.

Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama
dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (net realizable value). Alat

untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang
tak tertagih.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang
kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan

datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi
diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan
kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang
tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang,
Jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan
modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme
perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat
ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.
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2. Klasifikasi

Kasifian

Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusét

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya o

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Uang Muka ,

B. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPD

1. Pihak-pihakTerkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Bendahara
Penerimaan SKPD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi piutang PPK-SKPD melaksanakan fungsi

akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti
transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku
Jurnal LO dan Neraca.

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan
LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing
rekening.

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan

Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPD.

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan kedalam buku

kas penerimaan SKPD.
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2) membuat SPJ atas pendapatan.

2. Dokumen yang digunakan

T , Dokumen B
Piutang Retribusi SKR Daerah/Dokumen yang ;
dipersamakan |

3. Jurnal Standar

Pada saat diterbitkan SKR Daerah oleh SKPD maka jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | OO Kode Uraian Debit | Kredit
Bukti Rekening .
XXX | XXX XXX | Piutang .... XXX
XXX Pendapatan .... LO XXX

Jika Wajib Retribusi melakukan pembayaran maka jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode

Tanggal Urai Debit )
88 Bukti | Rekening- ralan ebi Kredit

T ‘ L
XXX XXX XXX asd XXX

BendaharaPenerimaan
XXX Piutang .... XXX
Jurnal LRA
N "Kod

Tanggal | O ode Uraian Debit | Kredit

Bukti Rekening

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX

XXX Pendapatan ... LRA XXX

Apabila Wajib Retribusi menyetor langsung ke kas daerah pada Bank
yang ditunjuk, maka pada saat diterima Nota Kredit dari bank, jurnal
standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor 'Ko“de
T 1 Uraian Debit Kredit
A8 | Bukti | Rekening
XXX XXX XXX RK PPKD XXX
XXX Pendapatan .... LO XXX
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Jurnal LRA

Tanggal | \OWOT | Kode Uraian Debit | Kredit
Bukti Rekening
XXX [XXX | XXX | Perubahan SAL | 30X
XXX Pendapatan... LRA XXX

Pada saat diterima Nota Kredit dari bank untuk pembayaran yang
bersumber dari piutang maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomo.r T . Kode Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening »
XXX XXX XXX | RK PPKD XXX
_ | xxx Piutang .... LO XXX
Jurnal LRA ' |
Tanggal | OTOT Kode Uraian Debit | Kredit
Bukti Rekening
XXX XXX XXX | Perubahan SAL XXX
XXX Pendapatan ... LRA XXX

4. llustrasi
Piutang Retribusi

BPKAD mengeluarkan SKR Daerah atas Retribusi Jasa Usaha sebesar
Rp. 500.000,00 dan wajib retribusi belum melakukan pembayaran
atas SKR Daerah yang dikeluarkan, maka berdasarkan hal tersebut
dicatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Nombf Kode
T Uraian Debit | Kredit
282l | Bukti | Rekening r

SKR/ | 1.1.3.02.1 | Piutang Retribusi Tempat

500.000
12 Dokum 9 Khusus Parkir
Desember | en yang 8.1.2.19.0 Pendapatan Retribusi-
2017 Dipersa Tempat Khusus Parkir- 500.000
makan ! LO

Kemudian diterima pembayaran dari wajib retribusi atas SKR Daerah
dan Bendahara Penerimaan SKPD telah menerima pembayaran dari

wajib retribusi maka PPK SKPD akan mencatat dalam jurnal:
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Jurnal LO dan Neraca

Tangeal Nombr Kode Urai Debi .
gga Bukti Rekening raian ebit Kredit
TBP/Doku | 1.1.1.02.0 | Kas di Bendahara
12 /Do : 500.000
men yang 1 Penerimaan
Desember ]
Dipersama | 1.1.3.02.1 Piutang Retribusi Tempat
2017 ‘ ) 500.000
kan 9 Khusus: Parkir
Jurnal LRA
, . Kode ) .
Tanggal Nomor Bukti ] Uraian Debit Kredit
Rekening
0.0.0.00.0 | _
12 TBP/dokum 0 Perubahan SAL 500.000
' €n yang
Desember . Pendapatan Retribusi-
dipersamaka | 4.1.1.19.0
2017 n ) Tempat Khusus Parkir 500.000
LRA

Jika Pembayaran oleh wajib retribusi dilakukan dengan menyetorkan
langsung ke Kas daerah, Bendahara Penerimaan SKPD menerima

nota kredit dari bank, maka PPK SKPD akan mencatat didalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Kode
Tanggal Nomor Bukti . Uraian Debit Kredit
Rekening
1.1.1.01.0 ;
12 TBP/dokurn RK PPKD 500.000
en yang 1
Desember | .o ka | 1.1.3.02.1 | pi Retribusi Tempat
ipersamalk .1.3.02.
So17 p 2 utang en‘ usi Tempa 500.000
n 9 Khusus Parkir
Jurnal LRA
’ Noﬁlbr ‘ Koae
T _ ) Uraian Debit | Kredit
anggal Bukti Rekening '
- - 500.00
1p  [MBP/Dokum| 4 60.00| Perubahan SAL

D b en yang 0

esember

dipersamak ribusi Kh Parkir-
2017 pe;sn 4.1.2.19.01 S;T busi Tempat Khusus Par p00.000

Penyisihan Piutang SKPD

Berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola BPKAD, didapatkan
saldo piutang retribusi sebesar Rp.170.000.000,00. Dari saldo piutang

retribusi PPK SKPD menetapkan kualitas piutang retribusi. Adapun
kualitas piutang retribusi terdiri dari:
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a. lancar;
b. kurang Lancar;
c. Diragukan;

d. macet.

Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 2015 sebagai berikut:

%
) , ) Taksiran Penyisihan
Uraian Jumlah Kualitas
< . Tdk Piutang
tertagih
Piutang Retribusi Rp.100.000.000,00 | Lancar | 0.5 % Rp. 500.000,00
) | 7 Kurang 7
Piutang Retribusi Rp. 50.000.000,00 | 10% | Rp. 5.000.000,00
Lancar
Ragu '
Piutang Retribusi Rp. 15.000.000,00 50% | Rp.7.500.000,00
Ragu
Piutang Retribusi Rp. 5.000.000,00 | Macet "100% | Rp. 5.000.000,00
| Rp.
JUMLAH ,
18.000.000,00

Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang, maka
didapatkan Beban Penyisihan Piutang tahun ini sebesar Rp.
18.000.000,00. PPK SKPD akan mencatat penyisihan piutang dengan

jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal %‘L“l‘(‘t’f Relli‘;fl‘i’ng | Uren Debit Kredit
9.1.8.01.0 | Beban Penyisihan Piutang 18.000.000
Desgrilber Memoria ,1 Pajak
2017 1 1.1.51.01.0 Penyisihan Piutang Pajak 18.000.000
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C. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI PPKD
1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain
Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan Bendahara
Penerimaan PPKD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi piutang, PPK-PPKD melaksanakan fungsi
akuntansi PPKD memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti bukti
transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku
Jurnal LO dan Neraca.

2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi /kejadian pendapatan
LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing
rekening.

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Opefas_ional (LO), Laporan
Perubahan SAL (LP SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan
keuangan.

b. Bendahara PenerimaanPPKD

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan kedalam buku

kas penerimaanPPKD;

2) membuat SPJ atas pendapatan.

2. Dokumen yang digunakan

G . M|
Piutang Pajak Daerah SKP Daerah /SKPDKB/Dokumen
yang dipersamakan

'Piutang Hasil Pengelolaan Kekayiaan
| Daerah yang Dipisahkan

¢ Jasa Giro/Bunga deposito

Hasil RUPS/Dokumen  yang

Piutang Lain-lain PAD yang sah:

dipersamakan
| Nota Kredit/sertifikat
deposito/dokumen yang
dipersamakan

» Tuntutan Ganti kerugian daerah

. Piutang Hasil Eksekusi = atas

SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/
Dokumen yang dipersamakan

Keputusan Pengadilan/Dokumen
, Jaminan , _ yang dipersamakan
Piutang Transfer Pemerintah Pusat :
* Bagi Hasil Pajak PMK
® Bukan hasil pajak PMK

Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar 103




e DAU o Perpres ‘
e DAK PMK ,
¢ Bukan hasil pajak ) PMK
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya:
e Dana Otsus PMK
e Dana Penyesuaian PMK
* Piutang Dana Bos Kurang Salur Keputusan Kepala
Daerah /PMK/Dokumen yang
S e .| dipersamakan
Piutang Transfer Pemerintah Daerah
Lainnya , L ,
* Bagi Hasil Pajak Keputusan Kepala
Daerah/Dokumen yang
e - dipersamakan , S
* Bantuan Keuangan Keputusan Kepala
Daerah/Dokumen yang
) e Piutang Pendapatan Lainnya | Dokumen yang dipersamakan
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Surat keputusan Kepala
Daerah/Dokumen yang
. e .| dipersamakan
o Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka | Surat Keputusan Kepala
o Panjang kepada Entitas Lainnya Daerah/Dokumen yang
- , : dipersamakan ;
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Kontrak/Perjanjian Penjualan secara
Angsuran anggsuran/Dokumen yang
, e dipersamakan L
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian | Surat Keputusan Pembebanan
Daerah kerugian/Dokumen yang
‘ o ‘ | dipersamakan ]
Uang Muka SP2D/Nota Debet/Dokumen yang
, dipersamakan

3. Jurnal Standar

Telah diterima dokumen berupa PMK/Perpres/Surat Keputusan
Kepala Daerah/Kontrak/Surat Perjanjian/Dokumen
o yangdipersamakan dan belum diterima pembayaran maka fungsi
. akuntansi akan melakukan jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode . ) .

Tanggal Bukti | Rekening Uralan Debit Kredit
XXX XXX XXX Piutang .... XXX

XXX Pendapatan .... LO ' XXX

Telah diterima Nota Kredit dari bank/bukti tanda terima
pembayaran/bukti penerimaan kas/dokumen yang dipersamakan

terjadi pemindahbukuan ke kas daerah,kemudian bendahara

penerimaanakan mencatat sebagai penerimaan kas untuk pelunasan

piutang,maka fungsi akuntansi melakukan jurnal standar:
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Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Kode Urai Debit | Kredi
T
Sangs Bukti | Rekening alan oot redit
XXX Kas di Kas Daerah XXX
XXX XXX ,
XXX Piutang .... XXX
Jurnal LRA
Nofhor Kode . .
Tanggal Bukti Rekening | Uraian | Df:blt Kredit
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX
XXX Pendapatan ... LRA XXX

4. llustrasi

Piutang Pajak

Pada Tanggal 20 Oktober 2017 BPKAD Kota Blitar mengeluarkan
Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Hotel sebesar Rp.
400.000,00 dan wajib pajak belum melakukan pembayaran, maka
berdasarkan hal itu fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan -
dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

- Nomor Kode . ' o | ] .
Tanggal Bukti Rekening | ‘Urman 7 Deb;.t » Kredit
20 SKP/Doku | 1.1.3.01.0 | py\. 0 Pajak Hotel | 400.000
Oktober men yang 6
dipersamak | 8.1.1.06.0 | Pendapatan Hotel ~
2017 1 LO 400.000

Kemudian pada tanggal 20 November 2017 wajib pajak melakukan
pembayaran atas SKP Daerah Pajak hotel dan pembayaran tersebut
diterima oleh Bendahara Penerimaan BPKAD, maka fungsi akuntansi

melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Bukti Reigg;g Uraian - Debit Kredit
20 TBP/dokume | 1.1.1.01.01 | Kas diKas daerah 400.000
November . nryang
2017 dipersamaka | 1 j 301.06 Piutang Pajak Hotel 400.000
n
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Jurnal LRA

Tanggal | Nomor Bukti Re‘é‘;ﬁ‘l?ng Uraian . Debit Kredit
20 TBP/dokume | 0.0.0.00.00 | Perubahan SAL 400.000
November & ny angak
2017 ‘Pefssm 2 1 4.1.1.06.00 | Pajak Hotel... LRA 400.000

Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Pada tanggal 2 Januari 2017 PPKD Kota Blitar menerima dokumen
berupa PMK dan Pepres yang PMK/ Pepres dicantumkan hak daerah
atas Dana transfer dengan nilai sebesar Rp.2.000.000,00. Dana
Transfer tersebut belum diterima dari Pemerintah pusat. Berdasarkan
hal itu Fungsi akuntansi PPKD Kota Blitar melakukan pencatatan
dengan'jurnal sebagai berikut: |

Jurnal LO dan Neraca

Kod T
Tanggal | Nomor Bukti © ? Uraian Debit Kredit
Rekening
Nota Kredit, | 1.1.3.05.0 | . .
© Piutang Bagi hasil Pajak 2.000.000
02 Dokumen 1
Januari yang 8.2.1.01.0 | Pend Bagi Hasil
2017 Dipersamaka 2.1.01, cndapatan Bagi Hasi .000.000
n 1 PBB LO

Pada tanggal 3 Februari 2017 Bendahara penerimaan menerima nota
kredit dari bank ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah
sebesar Rp.2.000.000,00. atas pelunasan PMK/Pepres. Berdasarkan
itu fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan dengan jurnal

sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

K . .
Tanggal | Nomor Bukti ode Uraian Debit Kredit
Rekening
03 Nota Kredit, 1.1.1.01.01 | Kas di Kas daerah 2.000.000

Februari Dokumen

ebruari

yang 1.1.3.05.01 | Piutang Bagi hasil Pajak 2.000.000
2017 . B
dipersamakan
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Jurnal LRA

. Kode
Tanggal | Nomor Bukti | ) Uraian Debit Kredit
v . Rekemng . : ' . g
Nota Kredit, [ 0.0.0.000 [~~~ ) 000' 000
erubahan .000.
03 Dokumen 0

Februari yang
4.2.1.01.0 Pendapatan Bagi Hasil -

2017 dipersamak
p 1 PBB LRA 2.000.000

an

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Pada tanggal 20 Oktober 2017 Pemerintah Kota Blitar menerima Surat
Keputusan Kepala Daerah/dokumen yang dipersamakan tentang bagi
Hasil Pajak,di dalam dokumen tersebut mencantumkan yang menjadi
hak Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp. 10.000.000,00. Berdasarkan

hal itu fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dengan jurnal
sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti X KOd? Uraian Debit Kredit
Rekerning
Nota Kredit, | 1.1.3.07.0 ’ Piutang Bagi Hasil Pajak 10.000.00
20 Dokumen 1 Daerah 0
Oktober yang . .
2017 dipersamalk 8.2.3.01.0 Pendapatan Bagi Hasil 10.000.00

1 Pajak-LO 0

an

Pada tanggal 20 November 2017 diterima nota kredit dari bank ada
pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp.
10.000.000,00 untuk pelunasan/pencairan atas Surat
Keputusankepala daerah/dokumen yang dipersamakan tentang bagi}
Hasil Pajak. Berdasarkan hal itu fungsi akuntansi akan melakukan
jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Kode .
Tanggal | Nomor Bukti ) Uraian Debit Kredit
gen Rekening ] S e
T T ‘ i C ‘ ~ "1710.000.00 |
Nota Kredit, | 1.1.1.01.0 Kas di Kas daerah
20 Dokumen 1 0

Novembe . yang 1.1.3.07.0 | _ . . . 10.000.00

r 2017 dipersamak i Piutang Bagi hasil Pajak o

an
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Jurnal LRA

Kode
Tanggal | Nomor Bukti { _ ° ? ‘ Uraian - -Debit Kredit
| Rekening
Nota Kredit, | 0.0.0.00.0 .000.00
© eatt A Perubahan SAL 10.000.00
20 Dokumen 0 0
Novembe yang 4.2.3.01.0 Pend: Bagi i
£ 2017 dipersamak .2.3.01. e1:1 apatan Bagi Hasil 10.000.00
an 1 PajakLRA 0

Penyisihan Piutang PPKD

Berdasarkan data piutang pajak yang dikelola PPKD dimana
didapatkan saldo piutang pajak sebesar Rp.175.000.000,00. Dari
saldo piutang pajak PPKD menetapkan kualitas piutang pajak.
Adapun kualitas piutang pajak terdiri dari:

a. Lancar;

b. Kurang Lancar;

c. Diragukan;

d. Macet.

Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 2017 sebagai berikut:

Uraian Jumnlah | Ku:%litas % Tif:ti;;&rrdk Penyisihan Piutang
P;‘;;iﬁg 100_0&%00,007 Lancar 05% | Rp. 500.000,00
P;‘;;j\ig Rp. 50.000.000,00 f:;i:f 10 % Rp. 5.000.000,00
P}i,‘;ﬁ‘llg Rp. 10.000.000,00 | Diragukan 50 % Rp. 5.000.000,00
P;‘;E:lig Rp. 15.000.000,00 | Macet 100 % Rp. 15.000.000,00
| JUMLAH Rp. 25.500.000,00

Berdasarkan perhitungan dengan pende'katan kualitas piutang, maka
didapatkan Beban Penyisihan Piutang tahun 2017 ini sebesar Rp.
25.500.000,00. PPK SKPD akan mencatat penyisihan piutang dengan
jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Nomorr Kode . .

T 1 . Uraian Debit Kredit

angga Bukti Rekerning

31 1.1.5.01.0 Penyisihan Piutang Pajak . 25.500.000
Memoria 1

Desember 1 9,1.8.01.0 Beban Penyisihan Piutan

2017 .1.8.01. e‘ an Penyisihan Piutang 95.500.000

1 Pajak
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BAB VII
SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

1. Definisi

Sesuai PSAP Nomor 05 Peraturan PemerintahNomor 71 tahun 2010
yang termuat dalam kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Bllitar
menyatakan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk
barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan  operasional pemerintah dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan manakala aset

tersebut memenuhi salah satu kriteria yaitu:

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini
adalah barang pakai habis seperti alat tulis kantor, dan barang tak
pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa;

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam
proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan
yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku
pembuatan alat-alat pertanian;

c. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya

adalah hewan/tanaman.

Dalam Bagan Akun Standar, persediaan diklasifikasikan sebagai
berikut:

ersediaan Alat Tulis Kantor

ersediaan

Pakai Habis Persediaan Dokumen/Administrasi Tender

Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijaul‘:,wbatter_;
kering, stop kontak/plus/soket)

‘Persediaan Pe;éngko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
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Persediaan Penglslan Tabung Pemadam Kebakaran

Persediaan Peng1s1an Tabung Gas

‘Persediaan Bahan /Refill (pengharum / pewangi)

“Persediaan Pengiéian Tabung Oksigen

Persediaan Pérlengkapan Upacara/kegiatan tamu (buhgé

tabur,ronce,karangan bunga,pita,lilin)

Persediaan Penghargaan

Persediaan Dokumentasi

Persediaan Jarum Porforasi

Persediaan “Persediaan Bahan Baku Bangunan

Bahan/Material Persediaan Bahan / Bibit Tanaman

! Persediaan Bibit Ternak

Persedlaan Bahan Obat Obatan

& Persediaan Bahan Kimia

Persediaan F Bahan Praktek dan Percontohan

Persedlaan Bahan Makanan dan Minuman

‘Persediaan Tas/ Packmg penunjang keglatan /pelatihan

Persedlaan Bahan Kesehatan

‘Persediaan Bahan Makanan dan Minuman Ternak/ Hewan k

Persedlaan Paku/Cat/Kapur Dolosit

 Persediaan Kembang Ap1/ Conventy

Persediaan Pembungkus Obat/Farmasi/Bahan Kimia
‘Persediaan Jasa Persediaan Publikasi '
Kantor

kPersediaan Cetak Persediaan Cetak

dan Penggandaan | Persediaan Penggandaan

Persediaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH

Persediaan Pakaian Sipil Harian (PSH)

Persediaan  Persediaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pakaian Dinas, | Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

Perlengkapan dan | Persediaan Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Atribut Dinas Persediaan Pakaian Sipil Resmi (PSR)

| Persediaan Perlengkapan Pakaian Dinas

Persediaan Atribut Pakaian Dinas

Persediaan Pakaian Kerja Lapangan
Persediaan

. Persediaan Perlengkapan dan Atribut Pakaian Kelja‘
Pakaian Kerja

Lapangan
‘Persediéan T Persediaan Pakaian KORPRI
Pakaian Khusus _Persediaan Pakaian Adat Daerah
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dan hari-hari Persediaan Pakaian Batik Tradisional/Bercorak Kesenian

tertentu ' Persediaan Pakaian Olahraga

Persediaan Pakaian Pasien

Persediaan Perlengkapan dan Atribut Pakaian Khusus dan
hari-hari tertentu

Persediaan Hibah | Persediaan Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan Kepada )

Barang/Jasa Pihak Ketiga/Masyarakat

Persediaan Persediaan Banfﬁén Sosial Barané S)ang diserahkan Ké’;&é&‘é‘"’
Bantuan Sosial Pihak Ketiga/Masyarakat

Barang

Persediaan Persediaan Barang/ Jasa yang diserahkan Kepada Pihak
Barang/Jasa Ketiga/Masyarakat

Selain Hibah dan
Bantuan Sosial
yang diserahkan
Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

Persediaan Materi wf’érsedi};an ’Maféi:i‘4‘i;endidikan Siswa
Pendidikan dan ' Persediaan Pakaian Seragam Siswa B
Perlengkapan 'Persediaan Sepatu Siswa - T
Sekolah

Persediaan Pakaian Olahraga/Training/Kaos Siswa

Persediaan Ikat nggang/ Sabuk Siswa

N Persediaan Kaos Kaki Siswa

Persediaan Perlengkapan dan Atribut Pakaian Siswa

Persediaan Tas Siswa

‘Persediaan Study Set Siswa

| Persediaan Buku Tulis Siswa

! Persediaan Perlengkapan Sekolah

B. PIHAK -PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain
adalah:
1. Bendahara Barang atau Pengurus Barang
Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara barang/pengurus
barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-

dokumen atas pengelolaan persediaan.

2. Bendahara Pengeluaran
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Dalam sistem akuntansi persediaan,bendahara pengeluaran bertugas
untuk menyiépkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas
transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dalam sistem akuntansi persediaan,pejabat pelaksana teknis kegiatan
bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran
pelaksanaan pengadaan persediaan.

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
Dalam sistem akuntansi persediaan,pejabat penatausahaan keuangan
SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang

dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan

antara lain adalah:
1. Bukti Belanja Persediaan
| Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal

pengakuan beban persediaan dan belanja persediaan dengan
carapembayaran UP.

2. Berita Acara Serah Terima Barang
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal
atas pengakuan beban persediaan dengan cara pembayaran LS.

3. Berita Acara Pemeriksaan Persediaan
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal
penyesuaian  untuk pengakuan beban persediaan  setelah
dilakukannya stock opname.

4.SP2D LS
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja
persediaan dengan cara pembayaran LS.

D. JURNAL STANDAR

1. Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik
Pembelian persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan UP
(Uang Persediaan) maupun LS (Langsung). Ketika SKPD melakukan
pembelian persediaan dengan menggunakan UP, bendahara
pengeluaran SKPD akan menyerahkan bukti belanja persediaan

kepada PPK SKPD. Bukti transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK
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SKPD untuk melakukan pengakuan persediaan. PPK SKPD akan
mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

T | Nomor Kode Urai Debi .
angga
g2g Bukti | Rekening raian ebit | Kredit
XXX XXX XXX Persediaan ... XXX
XXX Kas di Bendahara Pengeluaran XXX
Jurnal LRA
- ’ Nornor' Kodé » Urai Debit | Kredit
angga é
2624 Bukti Rekening | Vraxan ebit redl
XXX XXX XXX Belanja Persediaan ... XXX
0.0.0.00.00} Perubahan SAL XXX

JikaSKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan
LS, pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah

Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi
dasar bagi PPK-SKPD untuk menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomo'r K()dé Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
XXX XXX 1 XXX » Persediéan XXX
XXX Utang Belanja Barang dan Jasa XXX

Ketika SP2D LS untuk pembayaran persediaan telah terbit, PPK-SKPD

akan menghapus utang belanja dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal | omor| Kode Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
TXXX | XXX XXX | Utang Belanja Barang dan Jasa XXX
XXX RK PPKD XXX
Jurnal LRA
Nomor| Kode . .
T 1 Urai Debit | Kredit
anesa Bukti | Rekening ratan
XXX XXX XXX Belanja Persediaan ... XXX
0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX
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Pada akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran), sebelum
menyusun laporan keuangan, bagian gudang akan melakukan stock
opname untuk mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan
berita acara hasil perhitungan persediaan akhir tahun (stock opname),

PPK-SKPD akan menjurnal sebagai berikut;

Jurnal LO atau Neraca

Nomor

Tanggal . K“dt_z Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
XXX | XXX | XXX  [Beban Persediaan ... XXX
XXX Persediaan .., XXX
*Sebesar persediaan yang dipakai '
. Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual
Ketika SKPD (RSD Mardi waluyo, Dinas Kesehatan) melakukan
pembelian persediaan dengan menggunakan UP, bendahara
pengeluaran SKPD akan menyerahkan bukti belanja persediaan

kepada PPK SKPD. Bukti transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK
SKPD untuk menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Nomof Kodé
T 1 Urai Debit | Kredit
angea Bukti | Rekening ralan et
XXX XXX XXX Persediaan XXX
XXX Kas di Bendahara Pengeluaran XXX
Jurnal LRA
Nomor Kode .
T: 1 Uraian Debit | Kredit
488 | Bukti | Rekening
XXX XXX XXX Belanja Persediaan ... XXX
XXX Perubahan SAL XXX

Jika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan
LS, pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah
Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi

dasar bagi PPK-SKPD untuk menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Nomor Kode . .
T 1 X Uraian Debit | Kredit
angea Bukti | Rekening
XXX XXX XXX Persediaan .... XXX
XXX Utang Belanja Barang dan Jasa XXX
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Ketika SP2D LS untuk pembayaran persediaan terbit, PPK-SKPD akan

menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

- | Nomor Kode ‘ Urai
angga . .
g8 Bukti Rekening raian Debit | Kredit
XXX XXX XXX Utang Belanja Barang dan Jasa XXX
) XXX RK PPKD XXX
Jurnal LRA
Tanesal Nomor Kode Urai Debi )
a v .
g8 Bukt Rekening raian ebit | Kredit
XXX XXX XXX | Belanja Persediaan ... XXX
XXX Perubahan SAL XXX

Berdasarkan dokumen yang menjelaskan penggunaan/pemakaian

persediaan (untuk metode perpetual), seperti Kartu Inventaris Barang

(KIB), Buku Inventaris (BI), dan kartu kendali barang, PPK SKPD akan

mengakui beban persediaan sejumlah yang terpakai dengan
menjurnal:
Jurnal LO atau Neraca
T i Nomor Kode Urai Debit | Kredit
angga
£8 Bukti | Rekening raan ebit | Rredi
XXX XXX XXX Beban Persediaan ... XXX
XXX Persediaan ... XXX

Jurnal standar dari setiap jenis transaksi terkait persediaan tersebut

secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jurnal Standar Persediaan dengan Sistem Pencatatan Periodik

No Transaksi PENCATATAN OLEH SKPD _PENCATATAN OLEH PPKD
Uraian IDebitKredit| Uraian Debi Kredit
Persediaan XXX
Pembelian Persediaan Kas di Bendahara xxx | Tidak ada jurnal
la dengan uang Pengeluaran :
UP/GU/TU Belanja Persedinan XXX , L
, Perubahan SAL e Tidak ada jurnal
Pembelian Persediaan Persediaan XXX » :
dengan uang LS Utang Belanja xxx | Tidak ada jurnal
Utang) : «
1 Utang Belanja XXX K PPKD XXX ,
b [Pelunasan RK PPKD xxx | Kas di  kas XXX
Utang/Penerbitan Daerah
SP2D LS Barang Belanja Persediaan XXX . ,
Perubahan SAL oo | 1dak ada jurnal
Pemakaian Persediaan Tidak ada jurnal Tidak ada jurnal
Penyesuaian di Akhir Beban Per.sediaan XXX | Tidak ada jurnal
ahun Persediaan XXX
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Jurnal Standar Persediaan dengan Sistem Pencatatan Perpetual

No Transaksi 7 PENCATATAN OLEH SKPD PENCATATAN OLEH PPKD
Uraian DebitKredit| Uraian Debi Kredit
Persediaan XXX
Pembelian Persediaan Kas di Bendahara xxx | Tidak ada jurnal
la ldengan uang __Pengeluaran
UP/GU/TU Belanja Persediaan XXX . )
| Perabahan SAL Xorx | |k ada jurnal
Pembelian Persediaan {Persediaan XXX
dengan  uang LS | Utang Belanja_ xxx | Tidak ada jurnal
(Utang) ,
1 Utang Belanja *xX K PPKD XXX
b Pelunasan RK PPKD XXX Kas di kas XXX
Utang/Penerbitan o _Daerah
SP2D LS Barang Belanja Persediaan XXX . ,
Perubahan SAL ‘ xxx Tidak ada jurnal
. . Persediaan
2 [Pemakaian Persediaan Beban Persediaan »' Tidak ada jurnal
3 ?zﬁzr;sualan di- Akhir Tidak ada jurnal X p— Tidak ada jurnal

E. ILUSTRASI

1. Ilustrasi Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui

saat potensi

manfaat ekonomi

masa depan

diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur dengan andal atau hak kepemilikannya dan/atau

kepenguasaannya berpindah.

Setiap pembelian persediaan akan dicatat sebagai aset, yakni
“Persediaan”. Berdasarkan bukti belanja persediaan, fungsi akuntansi
akan menjurnal akun “Persediaan” di debit dan akun “Kas” atau akun
“Utang” di kredit. Selain itu, fungsi akuntansi akan mencatat realisasi
belanja dengan mendebit akun “Belanja (sesuai nama persediaan)”

dan mengkredit akun “Perubahan SAL”.

a. llustrasi Pengakuan Persediaan

2017, SKPD Kecamatan membeli
persediaan berupa 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Harga
kertas HVS adalah Rp.50.000,00/rim dan harga spidol adalah
Rp100.000,00/pak. Selama Bulan Pebruari 2017 digunakan
sebanyak 2 rim kertas HVS dan 3 pak spidol. Berdasarkan bukti

belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal:

Pada tanggal 1 Pebruari
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Jurnal LO atau Neraca

Tangeal v Nomor- Kode
angga . i i i
gg Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
01-Peb-17|1/BB/201{1.1.7.01.01 Persediaén Alat Tulis Kantor 1.250.000
= v
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 1.250.000
Pengeluaran
Jurnal LRA
Tanewal Nomor Kdde Uraie: 7 7
o . L ;
gg Bukti Rekening | raian | ‘ Debit Kredit
01-Peb-1711/BB/201 5.1.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4 1.250.000
7 ;
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 1.250.000

2. Ilustrasi Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu
pendekatan aset dan pendekatan beban.Dalam pendekatan aset,
pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah
dipakai/dikonsumsi.Pendekatan aset untuk persediaan-persediaan
yang maksud penggunaannya selama satu periode dan atau untuk
berjaga-jaga.Contohnya adalah persediaan di sekretariat SKPD,
persediaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung
dicatat sebagai beban, yakni “Beban Persediaan”. Berdasarkan bukti
belanja persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal akun “Beban
Persediaan” di debit dan akun “Kas” atau akun “Hutang” di kredit.
Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang
maksud  penggunaannya untuk waktu yang  segera/tidak
dimaksudkan sepanjang satu periode.Contohnya adalah persediaan

untuk suatu kegiatan.
a. llustrasi pengakuan beban persediaan dengan pendekatan aset

Pada tanggal 1 Pebruari 2017, BKD membeli persediaan sebanyak 5
rim kertas HVS dan 10 pak spidol untuk Sekretariat. Harga kertas
HVS adalah Rp. 50.000,00/rim dan harga spidol adalah
Rp.100.000,00/pak. Pada tanggal 15 Pebruari 2017, BKD
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menggunakan persediaan sebanyak 5 rim kertas HVS dan 10 pak

spidol. Jurnal yang akan dibuat oleh fungsi akuntansi adalah
sebagai berikut:

Tanggal

Nomor
Bukti

Kode
Rekening

Uraian

Debit

Kredit

01-Peb-17

1/BB/201
7

1.1.7.01.01

1.1.1.02.01

Persediaan Alat Tulis Kantor

Kas di Bendahara
Pengeluaran

(Jurnal LO atau Neraca)

1.250.000

1.250.000

5.1.2.01.01
0.0.0.00.00

elanja Alat Tulis Kantor
Perubahan SAL

1.250.000

1.250.000

15-Peb-17

9.1.2.01.01

3.1.2.05.01

Beban Persediaan Alat Tulis
Kantor

Persediaan Alat Tulis Kantor
(Jurnal LO atau Neraca)

1.250.000

1.250.000

b. ITlustrasi pengakuan beban persediaan dengan pendekatan beban

Pada tanggal 1 Pebruari 2017 BPKAD membeli persediaan berupa 5
rim kertas HVS dan 10 pak spidol untuk Kegiatan Pelatihan
Akuntansi Akrual. Harga kertas HVS adalah Rp 50.000,00/rim dan
harga spidol adalah Rp 100.000,00 / pak.Berdasarkan bukti belanja

tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal N;Tkz .Rclfc(;i;g ‘ Uraian Debit | Kredit
01-Peb-17[1/BB/201|9.1.2.01.01 Beban Persediann Alat Tulis | 1.350.000
7 Kantor
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 1.250.000
Pengeluaran
Jurnal LRA
Tanggal N};’::{: Ret‘;i‘i’ng Uraian Debit | Kredit
01-Peb-17|1/BB/201|5.1.2.01.01 [Belanja Alat Tulis Kantor 1.250.000
7
0.0.0.00.00| Perubahan SAL 1.250.000

3. Ilustrasi Sistem Pencatatan Persediaan

Nilai persediaan dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan

seiring dengan pemakaiannya. Pencatatan yang akurat sangat
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dibutuhkan untuk kelancaran operasional pemerintah daerah. Dalam
akuntansi persediaan, dikenal dua alternatif metode pencatatan

persediaan yang dapat dilakukan untuk menjaga keakuratan catatan

persediaan, yaitu:

a, Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai
persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun
keluar.Metode ini umumnya digunakan untuk jenis persediaan
berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan
pengendalian yang kuat.Contohnya adalah persediaan obat-obatan
di RSUD Mardi Waluyo, dan Dinas Kesehatan selain itu persediaan

pupuk di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan dan lain

sebagainya.

Hustrasi Sistem Pencatatan Perpetual:

Pada tanggal 1 Desember 2017, Dinas Kesehatan membeli obat-
obatan senilai Rp. 30.000.000,00. Pada tanggal 18 Desember 2017,
terjadi pemakaian obat-obatan senilai Rp. 10.000.000,00. Pada
tanggal 31 Desember 2017, dilakukan stock opname obat-obatan
dan diketahui bahwa obat-obatan yang tersisa di gudang adalah
senilai Rp. 20.000.000,00. Dinas Kesehatan menggunakan metode

perpetual untuk mencatat persediaan obat-obatan yang dimilikinya.

Nomor Kode

; Jrai Debi Kredit
Tanggal Bukt Rekening | . Ur_axgn» | v k ebit | edi
01-Des-17|1/BB/201|1.1.7.02.0Persediaan Bahan Obat-obatan 30.000.00
7 4 0
1.1.1.02.0! Kas di Bendahara 30.000.00
1 Pengeluaran 0

Jurnal LO atau Neraca)

5.1.2.02.0 Belanja Persediaan Bahan Obat. | 30.000.00

4 pbatan 0
0.0.0.00.0( Perubahan SAL 30.000.08
0
18-Des-17 9.1.2.02.0 Beban Persediaan Bahan Obat- 10.000.00
4 bbatan 0
Persediaan Bahan Obat- 10.000.00
obatan 0

(Jurnal LO atau Neraca)

31-Des-17 , Tidak ada jurnal
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Pengakuan Selisih Persediaan

Melanjutkan ilustrasi di atas, hasil stock opname menunjukkan
bahwa sisa obat-obatan adalah Rp.19.000.000,00. Hal ini berarti
terjadi selisih Rp.1.000.000,00 dari jumlah yang seharusnya. Maka
selisih ini akan diakui sebagai beban jika dipertimbangkan sebagai
sesuatu yang normal. Jika selisih ini dianggap tidak normal maka
selisih ini akan diakui sebagai kerugian daerah.

Tanggal |Nomor Bukti Relli(;i?ng Uraian Debit Kredit
31-Des-17 BA 9.1.2.02.0Beban Persediaan Obat-obatan 1.000.000
Pemeriksaan 4 :
1.1.7.02.0|" Persediaan Bahan Obat- 1.000.000
4 obatan
Eika selisih persediaan tdk
ignifikan)
Jurnal LO atau Neraca)
31-Des-17 BA 9.4.1.01.0 Kerugian Daerah Beban Luar 1.000.000
Pemeriksaan 3 Biasa-Kerugian Daerah
1.1.7.02.0| - Persediaan Bahan Obat- 1.000.000
4 obatan
(iika selisih persediaan signifikan)
[Jurnal LO atau Neraca)

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung
mengkinikan  nilai  persediaan  ketika terjadi  pemakaian
persediaan.Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan
perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode.Pada akhir
periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai
persediaan.Metode ini umumnya digunakan untuk jenis persediaan

yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah
persediaan ATK di sekretariat.

[lustrasi Sistem Pencatatan Periodik:

Jika Dinas Kesehatan menggunakan metode periodik untuk
mencatat persediaan obat-obatan yang dimilikinya, maka

pencatatannya adalah sebagai berikut:
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a

Tanggal

Nomor
Bukti

K;)de
Rekening

Uraian

Debit

Kredit

0l1-Des-17

1/BB/17

9.1.2.02.0
4

1.1.1.02.0
1

5.1.2.02.0
4

0.0.0.00.0

Persediaan Bahan Obat-obatan

Kas di Bendahara
Pengeluaran

ﬁJUrnal LO atau Neraca)

Belanja Persediaan Bahan
Obat-obatan

Perubahan SAL

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

0

Jurnal LRA dengan kode
rekening Permendagri 64/201 3)

18-Des-17| idak ada jurnal

31-Des-17 1.1.7.02.0 Beban Persediaan Bahan Obat-
4 obatan

9.1.2.02.0 Persediaan Bahan Obat-
4 obatan

{Jurnal LO atau Neraca)

10.000.000

10.000.000

4. Ilustrasi Pengukuran Persediaan

Nilai persediaan meliputi seluruh biaya yang harus dikeluarkan

sampai barang tersebut dapat digunakan. PSAP Nomor 05

menyebutkan tiga alternatif untuk mengukur nilai persediaan, yaitu:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,
biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat
dibebankan pada perolehan persediaan.Potongan harga, rabat, dan

lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
Ilustrasi:

Pada tanggal 1 Pebruari 2017 Dinas Kesehatan membeli obat-
100.000.000,00. Dari pembelian tersebut
terdapat biaya lelang sebesar Rp. 2.000.000,00. Fungsi akuntansi

obatan senilai Rp.

akan mencatat nilai persediaan sebesar:

Biaya Perolehan = Pembelian + biaya lelang
= Rp. 100.000.000,00 + Rp. 2.000.000,00

= Rp.102.000.000,00
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b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi
sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang
terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak
langsung yang dialokasikan secara sistematis.Biaya langsung dan
tidak langsung dalam konteks ini berbeda dengan belanja langsung
dan belanja tidak langsung dalam APBD. Dalam konteks harga
pokok produksi, biaya langsung adalah biaya yang langsung dapat
ditelusuri ke dalam setiap unit produk, misalnya adalah biaya
tenaga utama dan bahan baku utama. Sedangkan biaya tidak
langsung (overheadcost) adalah biaya yang tidak dapat langsung
ditelusuri ke setiap unit produk, misalnya biaya air, biaya listrik,

biaya depresiasi gedung tempat produksi.
¢. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau
penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan

berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

[lustrasi:

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar menerima
donasi berupa pupuk dari pabrik pupuk sebanyak 100 ton.
Berdasarkan hasil survei di pasar, harga pupuk per ton adalah Rp.
1.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi
akan mencatat nilai persediaan pupuk sebesar 100 ton x Rp.
1.000.000,00 atau Rp. 1.000.000.000,00.

S. llustrasi Penilaian

Dalam satu periode, pemerintah daerah melakukan beberapa kali
pembelian persediaandengan tingkat harga yang berbeda-beda antara
pembelian yang satu dengan vyang lain. Perbedaan tingkat harga
tersebut menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan penilaian

persediaan.
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Ilustrasi:

Berikut ini adalah data pembelian dan penggunaan obat-obatan pada
Dinas Kesehatan:

Tanggal  Pembelian Penggunaan Jumlah

15 Maret 2017 100 dus @ Rp 100.000 100 dus
20 April 2017 200 dus @ Rp 150.000 300 dus
17 Juni 2017 150 dus 150 dus

8 Agustus 2017 300 dus @ Rp 200.000 450 dus
13 September 2017 100 dus 350 dus

Dari data di atas, diketahui bahwa persediaan aktiva obat-obatan
yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan adalah sebanyak 350 dus. Harga
~ yang akan dipakai untuk menghitung beban persediaan dan nilai
persediaan dalam, PSAP Nomor 05 menyebutkan dua metode yang

dapat digunakan untuk menentukan nilai persediaan akhir. Kedua

metode tersebut adalah:
a. Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP)

Dalam metode ini, nilai barang-barang yang pertama kali dibeli
merupakan nilai barang yang dipakai/dijual/diserahkan pertama -
kali.Dengan demikian nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari

harga pembelian terakhir.

Iustrasi:
”W\[ Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan

Tanggal Pembelian Penggunaan Jumlah
15 Maret 2017 100 dus @ Rp 100 dus

100.000,00
20 April 2017 200 dus @ Rp 300 dus

150.000,00
17 Juni 2017 150 dus 150 dus
8 Agustus 2017 300 dus @ Rp 450 dus

200.000,00
13 September 2017 100 dus 350 dus

Jika Dinas Kesehatan menggunakan Metode Periodik dalam

pencatatan persediaannya dan MPKP sebagai penilaian persediaan,
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maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan

Dinas Kesehatan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Dengan metode MPKP, 350 dus persediaan obat-obatan yang tersisa

tersebut dihitung mulai dari harga pembelian terakhir.

Tanggal Jumlah Harga Per Unit Total Harga
Unit
8 Agustus 2017 300 dus Rp. 200.000,00 Rp. 60.000.000,00
20 April 2017 50 dus Rp. 150.000,00 Rp.7.500.000,00
Persediaan Akhir 350 dus

Rp. 67.500.000,00

Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya:

Beban Persediaan Persediaan Awal + Pembeliaan — Persediaan

Akhir

0 + {100 x Rpl00.000,00) + (200
xRp150.000,00) + (300 x Rp200.000,00)} -
Rp67.500.000,00

=  Rp32.500.000,00

Beban Persediaan

it

Jika Dinas Kesehatan menggunakan Metode Perpetual dalam
pencatatan persediaannya dan MPKP sebagai metode penilaian
persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan

obat-obatan Dinas Kesehatan selama tahun 2017 adalah sebagai
berikut:

Tanggal Pembelian Penggunaan ' Jumlah
15 Maret 2017 | (100 dus (100 dus
@Rp100.000,00) @Rp100.000,00)
Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00
20 April 2017 | (200 dus (100 dus
@Rp150.000,00) @Rp100.000,00)
Rp30.000.000,00 (200 dus
@Rp150.000,00)
Rp40.000.000,00
17 Juni 2017 (100 dus {150 dus
@Rp100.000,00) @Rp150.000,00) }
(50 dus Rp22.500.000,00
@Rp150.000,00)
Rp17.500.000,00
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8 Agustus 2017

(300 dus
@Rp200.000,00)
Rp60.000.000,00

(150 dus
@Rp150.000,00)
{300 dus

@Rp200.000,00)
Rp82.500.000,00
(50 dus '
@Rp150.000,00)
(300 dus
@Rp200.000,00)
Rp67.500.000,00

13 S‘epterhbevrﬂ |
2017

“1(100 dus
@Rp150.000,00)
Rp15.000.000,00

Jadi, nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan adalah
Rp. 67.500.000,00 dan beban persediaannya adalah Rp.
32.500.000,00(Rp. 17.500.000,00 + Rp. 15.000.000,00).

b. Harga Pembelian Terakhir

Apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan

bermacam-macam jenis. Nilai persediaan dihitung berdasarkan

harga pembelian terakhir.
Hustrasi:

Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Blitar

Tanggal 7 Pembelian Penggunéan Jumlah
 15Maret 2015 100 dus @ | 100 dus

Rp100.000,00

20 April 2015 200 dus @ 300.dus
Rp150.000,00

17 Juni 2015 150 dus 150 dus

8 Agustus 2015 300 dus @ 450 dus
Rp200.000,00

100 dus

13 September 2015 350 dus

Jika Dinas Kesehatan menggunakan Metode Periodik dalam
pencatatan persediaannya dan Metode Harga Pembelian terakhir
sebagai metode penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir
dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan selama tahun
2017 adalah sebagai berikut:

Nilai Persediaan Akhir = Rp70.000.000,00(350 dus x

Rp200.000.000,00)
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Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya

adalah:
Beban
Persediaan
Beban

Persediaan

i

Akhir

= 0+ {(100 x Rp100.000,00) + (200 x

Rp150.000,00) + (300 x Rp200.000,00)} -
Rp70.000.000,00
= Rp30.000.000,00

Persediaan Awal + Pembeliaan - Persediaan

Jika Dinas Kesehatan menggunakan Metode Perpetual dalam
pencatatan persediaannya dan Harga Pembelian Terakhir sebagai
metode penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan
beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan selama tahun 2017
adalah sebagai berikut:

' Tanggél

Pembelian

K

Penggunaan Jumlah
15 Maret 2017 (100 dus ' (100 dus
@Rp100.000,00) @Rp100.000,00)
Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00
20 April 2017 (200 dus (100 dus@Rp
J @Rp150.000,00) 100.000,00)
N Rp30.000.000,00 (200 dus
4 @Rp150.000,00)
Rp40.000.000,00
17 Juni 2017 150 dus 11150 dus
(Rp40.000.000,00 - | @Rp150.000,00)
Rp22.500.000,00) | Rp22.500.000,00
Rp 17.500.000,00
'8 Agustus 2017 (300 dus ‘ (150 dus
@Rp200.000,00) @Rp175.000,00)
Rp60.000.000,00 (300 dus

@Rp200.000,00)
Rp86.250.000,00

13 September

17100 dus 350 dus
2017 (Rp82.500.000,00 - | @Rp200.000,00)
Rp70.000.000,00) | Rp70.000.000,00
Rp12.500.000,00
[S]

Persediaan akhir obat-obatan Dinas
70.000.000,00

dan

beban

persediaannya

Kesehatan adalah

adalah

30.000.000,00(Rp. 17.500.000,00 + Rp. 12.500.000,00).
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6. Ilustrasi Penyajian Dan Pengungkapan

HNustrasi Penvajian

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut inj

adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah

PEMERINTAH PROVINSIUKABUPATEN /KOTA

NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 20X0
ASET
ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah XXX XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
Investasi Jangka Pendek XXX XXX
Piutang Pajak XXX XXX
Piutang Retribusi XXX XXX
Penyisihan Piutang {xxx) {(xxx)
Belanja Dibayar Dimuka XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi XXX XXX
Piutang Lainnya XXX XXX
Persediaan : XX XXX
Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19) XXX Xxx

Daerah.

Ilustrasi Pengungkapan

Disamping penyajian diatas hal-hal yang dipandang perlu untuk

diungkapkan dalam laporan keuangan

persediaan meliputi:

sehubungan

dengan

1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran

persediaan;

2) Penjelasan lebih lanjut persediaan

barang

atau

perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat,

barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi,

barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
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masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

3) Kondisi persediaan. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang
tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan' Keuangan.Hal-hal tersebut di atas tidak dilaporkan

dalam Neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).

llustrasi Pengungkapan Persediaan pada Neraca SKPD:
PERSEDIAAN | :

Metode pencatatan persediaan menggunakan Metode Periodik. Pengukuran nilai
persediaan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir.
Persediaan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari:

No Nama Peruntukan Kondisi Volume Harga/unit
Nilai
1. Kertas  Pelayanan Baik 2rim Rp50.000  Rpl00.000
2. Bibit Diserahkan Baik 80 unit Rp10.000
Rp800.000
Tanaman kepada masyarakat
|- ]

Ilustrasi Pengungkapan pada Neraca Pemda:

PERSEDIAAN

Persediaan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus Jjuta rupiah) terdiri dari:
No  SKPD Jumlah

1. Dinas Pendidikan Rp. 4.000.000,00
2. Dinas Kesehatan Rp.2.000.000,00

B Rp. i
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/ N

BAB VIII
SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

A. UMUM

1.

Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat
sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah
daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Investasi
merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah
daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh
pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang

belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka
manajemen kas.

Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu
investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos

investasimenurut PSAP Nomor O6tentang Investasi antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki
karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu
3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek
biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas, dimana
pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul
kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko
rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara
Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika
investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3

bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya
memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka

panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non permanen
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Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi
jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak

berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik

kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan

atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Dalam Bagan AkunStandar, investasi diklasifikasikan sebagai

~ berikut:

Investasi angka Pendek

Investasi dalam Saham

Investasi dalam Deposito

‘Investasi dalam SUN

Investasi dalam SBI

Investasi dalam SPN

Investasi Jangka Pendek BLUD

Investasi Jangka Pendek Lainnya

Investasi Jangka Panjang

Non Permanen

 Investasi kepada Badan Usaha

Investasi kepada Badan Usaha
Milik Negara

Investasi kepada Badan Usaha
Milik Daerah

Milik Swasta

Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam Proyek

Pembangunan

Dana Bergulir

‘Deposito Jangka Panjang

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang

Permanen

Pényertaan Modal Kepada BUMN

Penyertaan Modal Kepada BUMD
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| Usaha Milik Swasta

{ Investasi Permanen Lainnyaﬁ

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain

Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan PPKD.

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-PPKD melaksanakan fungsi

akuntansi PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:

a.

Mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti

transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

. Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam

Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL
(LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas
(LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK).

2. PPKD

Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas:

a.

menandatangani laporan keuangan PPKDsebelum diserahkan
dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh
fungsi akuntansi PPKD

menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen utama terkait dengan sistem akuntansi Investasi pada PPKD:

e — Doku.men e
Investasi Investasi dalam | Sertifikat Saham /Nota Kredit7

Jangka Pendek | Saham Dokumen yang Dipersamakan
Investasi dalam Sertifikat Deposito/Nota Kredit/
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| Deposito

Dol%uqm.evn» ryang Dipersavrkr‘iakérvl“ o

Investasi dalam SUN

Inveéfasi dalam SBI

Inv;stasi dalam S}l\i~

Sertifikat Obligasi/SUN/Nota
Kredit/Dokumen yang;
_| Dipersamakan
Sertifikat SBI/Nota Kredit/
| Dokumen yang Dipersamakan o
Sertifikat SPN/Nota Kredit/

Dokumen yang Dipersamakal}r

Investasi J angka

| Pendek Lainnya

'Inve~sta‘s;{“ )
Jangka Panjang
Non Permanen

Investasi kepada
Badan Usaha Milik
Negara

SP2D-LS " (jka tunai)/BAST fika
berupa aset) /Nota Kredit/
Dokumen yang Dipersamakan

Investasi kepada Badan
Usaha Milik Daerah

SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa
aset)/Nota Kreditt Dokumen yang
Dipersamakan

Invesiasi kepada Badan
Usaha Milik Swasta

SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa
aset)/Nota Kredit/' Dokumen yang
Dipersamakan

| Investasi dalam Proyek

| Dana Berguiir

7 Investasi dalam (‘)Wl—)fibasiy

SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa
aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang!
Dipersamakan

Pembangunan

aset)/Nota Kredit/Dokumen yang
Neiic o |Dipersamakan .
Deposito Jangka SP2D-LS  (jka tunai)/Nota Kredit/
o Panjang ... \Dokumen yang Dipersamakan
Investasi Non Permanen [SP2D-LS (iika tunai), BAST (jika berupa
Lainnya aset)/Dokumen yang Dipersamakan

SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa
aset)/Nota Kreditt Dokumen yang
Dipersamakan

SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa

'Lifr'i'vesté's'uiw Jangka‘

Penyertaan Modal

SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa

Panjang Kepada BUMN aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang
Permanen o Dipersamakan B
Penyertaan Modal SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa
Kepada BUMD aset)/Nota Kredit/Dokumen yang
_Dipersamakan

Penyertaén Modal

SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa

Kepada Badan Usaha [aset)/Nota Kredit/Dokumen yang
| Milik Swasta Dipersamakan
Investasi Permanen SP2D-LS (jika tunai),/BAST (jika berupa
Lainnya aset)/Nota Kredit/Dokumen yang
Dipersamakan
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D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI
1. Perolehan Investasi

a. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)

Ketika Pemerintah Kota Blitar melakukan pembentukan/pembelian

investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas, fungsi

akuntansi PPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca
Tanggall Nomor Kode Uraian Debit Kredit
, " Bukti [ Rekening | , L
XXX | XXX XXX Investasi Jangka Pendek XXX
XXX Kas di Kas Daerah XXX

b. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang)

Peroleﬁan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam

peratuﬁra.n daerah direalisasikan. Pencatatan dilakukan oleh fungsi

akuntansi PPKD berdasarkan SP2D-LS (jika tunai) yang menjadi

dasar pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut.

fungsi‘ akuntansi PPKD mencatat perolehan investasi jangka

panjang dengan jurnal:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Kode Uraian Debit Kredit
| Bukti | Rekening '
XXX XXX XXX Investasi Jangka XXX
) | Panjang Non Permanen
XXX Kas di Kas Daerah XXX
Jurnal LRA
Tanggal | Nomor Kode Uraian Debit Kredit
: Bukti | Rekening , ‘
XXX XXX XXX Pengeluaran Pembiayaan | XXX
| = Dana Bergulir
XXX Perubahan SAL XXX
2) Investasi Jangka Panjang Permanen
Jurnal LO dan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit
| Bukti | Rekening | A ol
XXX XXX XXX Investasi Jangka XXX
| Panjang Permanen
XXX Kas di Kas Daerah XXX
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Jurnal LRA

Tanggal | Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti | Rekening 7 ,
XXX XXX XXX Pengeluaran Pembiayaan XXX .
— Penyertaan
7 » Modal/Investasi Pemda
- XXX Perubahan SAL » XXX

2. Hasil Investasi

a. Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga.

Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan

pelepasan  investasi jangka pendek tersebut, sehingga

pembahasannya akan digabungkan ke sub bagian pelepasan

investasi.

Jurnal LO dan Neraca

Kode B

Tanggall Nomor Uraian 1. Debit Kredit
Bukti | Rekening Lo ; ‘ '
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX
XXX Pendapatan Bunga...- XXX
LO
Jurnal LRA
Tanggai Nomor Kode “Uraian Debit Kredit
; Bukti { Rekening | ‘ e ,
XXX | XXX XXX Perubahan SAL XXX
XXX Pendapatan Bunga...- XXX
LRA

b. Hasil Investasi Jangka Panjang

1) Metode Biaya
Dalam metode biaya, keuntungan/kerugian perusahaan tidak
mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah.
Pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan oleh
perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian dividen yang
dilakukan oleh perusahaan investee, PPKD dapat mengetahui
jumlah dividen yang akan diterima pada periode berjalan.

Selanjutnya fungsi akuntansi PPKD menjurnal:
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Jurnal LO dan Neraca

[ Tanggal | Nomor | Kode T " Uraian | Debit | Kredit
Bukti | Rekening A
XXX XXX XXX Piutang Hasil Pengelolaan XXX
Kekayaaan Daerah yang
| Dipisahkan ‘ 7
XXX Pendapatan Hasil XXX

Pengelolaan Kekayaaan

Daerah yang Dipisahkan-

LO

Pada saat perusahaan investee membagikan dividen tunai kepada

pemerintah daerah, fungsi akuntansi PPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal| Nomor | Kode Uraian T Debit | Kredit
‘ | Bukti | Rekening , ;
XXX | XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX
XXX Piutang Hasil XXX
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang
_ Dipisahkan
Jurnal LRA
“Tanggal | Nomor | Kode ' Uraian Debit | Kredit

Bukti | Rekening | - SO
XXX | XXX | XXX | Perubahan SAL 7 7
XXX Pendapatan Hasil XXX
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan-
LRA

2) Metode Ekuitas

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tempat pemerintah
daerah berinvestasi, PPKD dapat mengetahui jumlah keuntungan
perusahaan pada periode berjalan. Dalam metode ekuitas,
keuntungan vang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi
jurrilah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pada saat
perusahaan mengumumkan laba, fungsi akuntansi PPKD
mencatat kejadian tersebut dengan melakukan penjurnalan

sebagai berikut:
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Jurnal LO dan Neraca

Pengelolaan Kekayaaan
Daerah yang Dipisahkan-
LO

Tanggal | Nomor Kode Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening A
XXX XXX XXX Investasi Jangka Panjang... XXX
XXX Pendapatan Hasil XXX

Pada saat perusahaan membagikan dividen, fungsi akuntansi

PPKD akan mencatat penerimaan dividen (tunai) tersebut dengan

jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggai Nomor Kode Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening ‘
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX
XXX Investasi Jangka Panjang XXX
Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX
XXX Pendapatan Hasil XXX

Pengeloaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan-
LRA

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang non

permanen (misalnya pendapatan bunga dari dana bergulir) telah

diterima, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat penerimaan bunga

dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit | Kredit
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX
XXX Pendapatan Bunga Dana XXX
Bergulir - LO
Jurnal LRA
Tanggal | Nom | Kode Uraian Debit Krédit
or Rekening
Bukti | ‘ ,
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX
XXX Pendapatan Bunga Dana XXX
Bergulir — LRA
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c. Pelepasan Investasi
1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Ketika  dilakukan pelepasan investasi jangka pendek,
berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi

Akuntansi PPKD melakukan pencatatan dengan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Kode Uraian Debit | Kredit
Bukti ‘| Rekening | ‘
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX
XXX Pendapatan .... - LO XXX
| XXX Investasi Jangka Pendek - XXX
Jurnal LRA
Tanggal | Nomor Kode Uraian Debit | Kredit
) ~Bukti | Rekening , ‘
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX
XXX Pendapatan ... - LRA XXX

2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka panjang misalnya
saham, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD,

fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan denganmenjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Kode Uraian Debit | Kredit
| Bukti | Rekening | ‘
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX
XXX Investasi Jangka Panjang XXX
XXX Surplus Pelepasan XXX
Investasi Jangka Panjang-
LO
Jurnal LRA
Tanggal | Nomor Kode Uraian Debit | Kredit
‘ Bukti | Rekening o D B
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX
XXX Penerimaan Pembiayaan — XXX
Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

Berikut akan disajikan jurnal standar untuk mencatat transaksi-

transaksi terkait investasi pemerintah daerah:
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No Transaksi Pencatatan oleh PPKD
Uraian Debit | Kredi
, ‘ 1 t
1 | Perolehan Investasi |
Investasi Jangka Investasi Jangka Pendek ... XXX
Pendek | Kas di Kas Daerah 1 oxxx
Investasi Jangka Investasi Jangka Panjang ... XXX ,
Panjang Kas di Kas Daerah XXX
Pengeluaran Pembiayaan — XXX
Penyertaan Modal/Investasi
Pemda . o ,
- o 4 Perubahan SAL ' ’ XXX
2 | Hasil Investasi | ' v
Investasi Jangka Kas di Kas Daerah XXX
Pendek Pendapatan...- LO B | o
Perubahan SAL XXX
- Pendapatan...- LRA XXX
Investasi Jangka
Panjang )
Metode Biaya
Saat Piutang Lainnya XXX ‘
pengumuman Pendapatan Hasil XXX
hasil Pengelolaan Kekayaan
Investasi/pengu Daerah yang Dipisahkan ~
muman laba Lo ,
Saat hasil Kas di Kas Daerah XNX
investasi Piutang Lainnya XXX
diterima »
Perubahan SAL XXX
Pendapatan Hasil XXX
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan ~
LRA
Metode Ekuitas -
Saat Investasi Jangka Panjang .... XXX ,
pengumuman Pendapatan Hasil XXX
hasil Pengelolaan Kekayaan
investasi/pengu Daerah yang Dipisahkan -
~ muman laba LO ,
Saat dividen Kas di Kas Daerah ‘ XXX ;
diterima Investasi Jangka Panjang .... XKX
Perubahan SAL XXX
Pendapatan Hasil KXX
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan -
_ LRA
Metode Nilai Kas di Kas Daerah XXX
Bersih yang Pendapatan .... - LO XXX
Dapat
Direalisasikan Perubahan SAL XXX
_ 7 Pendapatan ..... - LRA XXX
3 | Pelepasan Investasi
Investasi Jangka Kas di Kas Daerah XXX
Pendek __Pendapatan...- LO XXX
Investasi Jangka Pendek XXX
| Perubahan SAL , , XXX
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No " Transaksi Peheatatan oleh PPKD
Uraian Debit | Kredi

Pendapatan...- LRA B XXX

Investasi Jangka
Panjang ' ;
Surplus Kas di Kas Daerah XXX
Surplus Pelepasan Investasi XXX
Jangka Panjang - LO 4
Investasi Jangka Panjang ... XXX

Perubahan SAL XXX
Penerimaan Pembiayaan - XXX
Hasil Penjualan Kekakayaan

, ____Daerah yang Dipisahkan _

Defisit Kas di Kas Daerah , XXX

Defisit Pelepasan Investasi Jangka XXX

Panjang - LO ) ) ,
Investasi Jangka Panjang XXX

Perubahan SAL XXX
Penerimaan Pembiayaan — XXX
Hasil Penjualan Kekakayaan
Daerah yang Dipisahkan

Hustrasi:
1. INVESTASI JANGKA PENDEK:

a. Perolehan Investasi

Pada tanggal 1 April 2017, Pemerintah Kota Blitar menempatkan
dananya sebesar Rp. 100.000.000,00 pada deposito berjangka 6

bulan di PT Bank Jawa Timur dengan tingkat bunga 24% per
tahun.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor | Kode Uraian Debit Kredit
Bukti | Rekening
01- XX/K [1.1.2.02.01} Investasi Jangka 100.000.00
April- | K/IV/ Pendek -Deposito 0
2017 2017
1.1,1.01.01] Kas di Kas Daerah 100.000.00
0

b. Hasil Investasi

Tiap tanggal 1 mulai dari bulan Mei, Pemerintah Kota Blitar akan

menerima bunga deposito dari PT Bank Jawa Timur.
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Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti | Rekening _ 7 7
01- XX/KM {1.1.1.01.0| Kas di Kas Daerah 2.000.000
Mei- | /V/201 1
2017 7 ,
8.1.4.04.0| Pendapatan Bunga 2.000.000
1 ~ Deposito-LO
Jurnal LRA
Tanggal Nomor | Kode Uraian .Débit Kredit
Bukti | Rekening
01- XX/KM [0.0.0.00.0| Perubahan SAL 2.000.000
Mei- | /V/201 0
2017 7
4.1.4.04.0| Pendapatan Bunga 2.000.000
1 Deposito-LRA
A , .
8 c. Pelepasan Investasi
Pada tanggal 1 Oktober 2017, Pemerintah Kota Blitar mencairkan
seluruh depositonya pada Bank PembangunanDaerah Jawa Timur
Jurnal LO dan Neraca
Tanggal | Nomor | Kode Uraian Debit Kredit
; Bukti | Rekening 7 , » o ‘
01- XX/KM [1.1.1.01.01} Kas di Kas Daerah 100.000.00
Okt- /X/201 0
2017 7
1.1.2.02.01] Investasi Jangka 100.000.00
Pendek -Deposito 0
Tanggal | Nomor | Kode Uraian Debit Kredit
| Bukti | Rekening | = : : _ ]
7 01- | XX/KM |1.1.1.01.01] Kas di Kas Daerah 2.000.000
Okt- [/X/201
2017 7
3.1.4.04.01] Pendapatan Bunga 2.000.000
Deposito-LO
Jurnal LRA
Tanggal Nomor 7 Kode Uraian Debit Kredit
Bukti | Rekening
01- XX/KM }0.0.0.00.00; Perubahan SAL 2.000.000
Okt- | /X/201
2017 7
4.1.4.04.01] Pendapatan Bunga 2.000.000
Deposito-LRA
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2. INVESTASI JANGKA PANJANG METODE BIAYA

a. Perolehan Investasi

Dengan mengacu pada perda investasi, pada tanggal 2 Februari

201, Pemerintah Kota Blitar melakukan penyertaan modal kepada
PD BPR Artha Praja sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan dokumen

pencairan berupa SP2D-LS. Atas penyertaan modal yang dilakukan
ini, Pemerintah Kota Blitar memiliki kepemilikan sebesar 10% pada
PT. BPR Artha Praja.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal ‘Nomo | Kode Uraian Debit Kredit
r Rekening
| Bukti
02- SP2D- {1.2.2.01.03| Investasi Jangka 300.000.000
Feb- LS Panjang Permanen -
2017 Penyertaan Modal
Kepada Badan Usaha
Milik Swasta
11.1.1.01.01] Kas di Kas Daerah 300.000.000
Jurnal LRA
Tanggal Nomo Kode Uraian Debit Kredit
r Rekening
o Bukti
02- SP2D- [7.2.2.03.01} Pengeluaran 300.000.000
Feb- LS Pembiayaan -
2017 Penyertaan Modal pada
Perusahaan Swasta
! 0.0.0.00.00,  Perubahan SAL 300.000.000

b. Hasil Investas:

Pada tanggal 5 Juni 2017, PD BPR Artha Praja mengumumkan
perolehan laba tahun 2017 sebesar Rp. 100.000.000,00. Selain itu,

diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan

sebagai dividen tunai. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 9

Juni 2017.

Jurnal LO dan Neraca - Pengumuman Laba

Nomo

Tanggal Kode Uraian Debit Kredit
r Rekening
Bukti - , ‘ - R
05- XX /K {1.1.3.03.03| Piutang Bagian Laba 2.000.000
Juni- | M/VI/ atas Penyertaan Modal
2017 2017 pada Perusahaan Milik
Swasta
8.1.3.03.01] Pendapatan - Bagian 2.000.000

Laba atas Penyertaan
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Perusahaan Milik

. Modal pada
Swasta ~ LO

(100 jt x 20%% x 10%)

Jurnal LO dan Neraca — Pembagian Deviden

Tanggal Nomo Kode - Uraian Debit Kredit
or Rekening '
Bukti | ' BT
09- XX/K {1.1.1.01.01} Kas di Kas Daerah 2.000.000
Juni- | M/Vl/
2017 2017
1.1.3.03.03 Piutang Bagian Laba 2.000.000
atas Penyertaan
Modal pada
Perusahaan Milik
Swasta
(100 jt x 20%% x 10%)

Jurnal LRA - Pembagian Deviden

Tanggal | Nomo Kode Uraian Debit Kredit
r Rekening
7 Bukti : :
09- XX/K 10.0.0.00.00| Perubahan SAL 2.000.000
April- | M/IV/
2017 2017
4.1.3.03.01 Pendapatan - 2.000.000
Bagian Laba atas
Penyertaan Modal
pada Perusahaan
Milik Swasta — LRA

(100 jt x 20%% x 10%)

c. Pelepasan Investasi

Pada tanggal 5 Oktober 2021, Pemeritah Kota Blitar memutuskan
untuk menjual seluruh kepemilikannya saham di PD BPR Artha
Praja yang senilai Rp. 370.000.000,00.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Kode' Uraian " Debit Kredit
Bukti | Rekening

05- | XX/KM |1.1.1.01.01| Kas di Kas Daerah _ [370.000.000
Okt- | /X/202
2021 1

1.2.2.01.03] Investasi Jangka 300.000.000
Panjang Permanen -
Penyertaan Modal
Kepada Badan Usaha|

© Milik Swasta

3.4.1.01.06] Surplus Pelepasan 70.000.000

Investasi Jangka

Panjang - LO
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Jurnal LRA

Pembiayaan ~ Hasil
Penjualan Kekayaan
Daerah pada
Perusahaan Milik
Swasta

Tanggal | Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti | Rekening , 7
05- XX/KM {0.0.0.00.00 Perubahan SAL 300.000.000
Okt- | /X/202
2021 1
7.1.3.01.03] Penerimaan 300.000.000

3. INVESTASI JANGKA PANJANG METODE EKUITAS

a. Perolehan Investasi

Pada tanggal 28 Februari 2017, Pemerintah Kota Blitar menerbitkan

peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal
yang dilakukan pada BUMD PD BPR Artha Praja senilai Rp.
500.000.000,00. SP2D-LS diterbitkan oleh PPKD/BUD untuk
penanaman modal ini pada tanggal 17 Maret 2017. Atas penyertaan
modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kota Blitar memiliki porsi

kepemilikan sebesar 100% pada BUMD PD BPR Artha Praja.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomo Kode Uraian Debit Kredit
T Rekening
Bukti | v 7 v
17- SP2D- [1.2.2.01.02| Investasi Jangka 500.000.000
Mar- LS Panjang Permanen-
2017 Penyertaan Modal
| pada BUMD 7 7
1.1.1.01.01] Kas di Kas Daerah 500.000.000
Jurnal LRA
Tanggal | Nomo Kode Uraian Debit Kredit
r Rekening
| Bukti , ‘
17- SP2D- {7.2.2.02.01} Pengeluaran 500.000.000
Mar- LS PembiayaanPenyertaan
2017 7 Modal pada BUMD ‘
0.0.0.00.00| Perubahan SAL 500.000.000
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b. Hasil Investasi

Pada tanggal 28 April 2017, PD BPR Artha Praja mengumumkan
perolehan laba tahun 2017 sebesar Rp. 200.000.000,00. Selain itu,

diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan

sebagai dividen tunai. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 7
Mei 2017.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal| Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti | Rekening
28- XX/KM [1.2.2.01.01] Investasi Jangka 200.000.000
April- | /IV/20 Panjang Permanen -
2017 17 Penyertaan Modal
BUMD
8.1.3.01.01| Pendapatan - Bagian 200.000.000
Laba atas Penyertaan
Modal pada BUMD -
LO
28- XX/KM [(1.1.3.03.01| Piutang Bagian Laba 40.000.000
April- | /IV/20 atas Penyertaan Modal
2017 17 pada BUMD
1.2.2.01.01] Investasi Jangka 40.000.000
Panjang Permanen -
Penyertaan Modal
BUMD ,
{200 jt x 20% x 100%)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal| Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti | Rekening | » 7
07- XX/KM [1.1.1.01.01| Kas di Kas Daerah 40.000.00
Mei- | /V/201 0
2017 7
1.1.3.03.01] Piutang Bagian Laba 40.000.00
atas Penyertaan Modal 0
pada BUMD ,
(200 jt x 20% x 100%)
Jurnal LRA
Tanggal| Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti | Rekening )
07- XX/KM {0.0.0.00.00| Perubahan SAL 40.000.00
Mei- | /V/201 0
2017 7
r4.1.3.03.01 Pendapatan - Bagian 40.000.00
Laba atas Penyertaan 0
Modal pada Perusahaan
Milik Daerah/BUMD -
(200 jt x 20% x 100%)
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c. Pelepasan Investasi

Pada tanggal 3 Juli 2019, Pemeritah Kota Blitar memutuskan untuk
menjual seluruh kepemilikannya saham di BUMD PT. BPR Artha
Praja. Harga penjualan seluruh saham senilai Rp. 700.000.000,00.

(asumsi periode 28 April 2017 s.d. 3 Juli 2019, BUMD tidak untung
dan tidak rugi).

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Kode | " Uraian [ Debit Kredit
Bukti | Rekening | ,
03- XX/KM {1.1.1.01.01| Kas di Kas Daerah 700.000.00
Juli- | /VII/20 0
2019 19
1.2.2.02.01} Investasi Jangka 660.000.00
Panjang Permanen - 0

Penyertaan Modal
Kepada Badan Usaha
Milik daerah/BUMD
8.4.1.01.06| Surplus Pelepasan 40.000.000
Investasi Jangka
Panjang - LO

(660 jt =500 jt + 200 jt — 40 jt)

Jurnal LRA
Tanggal| Nomor Kode Uraian Debit Kredit
7 Bukti | Rekening |
03- XX/KM 10.0.0.00.00| Perubahan SAL 500.000.00
Juli- | /VII/20 0
2019 19
7.1.3.01.02] Penerimaan Pembiayaan 500.000.00,
- Hasil Penjualan 0
Kekayaan Daerah pada
~ BUMD

4. INVESTASI JANGKA PANJANG METODE NILAI BERSIH YANG DAPAT
DIREALISASIKAN: '

a. Perolehan Investasi

Pada tanggal 1 Juli 2017, Pemerintah KotaBlitar melakukan
pembentukan dana bergulir senilai Rp. 250.000.000,00.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal| Nomo Kode Uraian Debit Kredit
r Rekening
Bukti ) ) .
01- | SP2D- |1.2.1.04.01} Investasi Jangka Panjang  |250.000.00
Juli- LS Non Permanen - Dana 0
2017 Bergulir
1.1.1.01.01}] Kas di Kas Daerah 250.000.00
0
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Jurnal LRA

Tanggal| Nomo | Kode | Uraian ' Debit | Kredit
r Rekening
, Bukti ,
01- | SP2D- {7.2.5.02.01| Pengeluaran Pembiayaan ~ [250.000.00)
Juli- LS Pembentukan Dana . 0
2017 Bergulir
0.0.0.00.00,. Perubahan SAL 250.000.00
0

b. Hasil Investasi

Pada tanggal 1 Oktober 2017, diterima hasil dari pengelolaan dana
bergulir sebesar Rp3.000.000,00.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal| Nomor | Kode | “Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening | ‘
01- | XX/KM j1.1.1.01.01| Kas di Kas Daerah 3.000.000
Okt- | /X/201
2017 5
8.1.3.04.01] Pendapatan - Hasil 3.000.00
Pengelolaan Dana 0
Bergulir - LO
Jurnal LRA
Tanggal Noxﬁor Koder | Uraian Debit ) Kredit
- Bukti | Rekening | _ _ , ‘
01- XX/KM 0.0.0.00.00| Perubahan SAL 3.000.000
Okt- | /X/201
2017 S
4.1.3.04.01] Pendapatan - Hasil 3.000.000
Pengelolaan Dana
Bergulir — LRA , |

c. Pelepasan Investasi

Pada tanggal 30 Desember 2019, Pemerintah Kota Blitar menarik
semua dana bergulir tersebut. Pada tanggal tersebut, dana bergulir

yang dapat ditarik sebesar Rp.270.000.000,00.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal| Nomor Kode Uraian Debit Kredit
_ | Bukti |Rekening | R B
30- XX/KM |1.1.1.01.01} Kas di Kas Daerah 270.000.00
Des- | /XI1/20 0
2019 19
1.2.1.04.01] Investasi Jangka 250.000.00
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Panjang Non Permanen - 0
Dana Bergulir

8.4.1.01.06; Surplus Pelepasan 20.000.000
Investasi Jangka
Panjang - LO
Jurnal LRA
Tanggal Norhor Kode | Uraiah 7 ‘ Debit | Kredit
7 Bukti | Rekening | _ 4 ,
30- XX/KM 0.0.0.00.00| Perubahan SAL 250.000.000;
Des- | /XI1/20
2019 19
7.1.6.02.01| Penerimaan 250.000.000
Pembiayaan -
Pencairan Dana
Bergulir
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BAB IX
SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

A, UMUM

1. Definisi

Sesuai PSAP Nomor 7 dan Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Blitar
menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 bu}an untuk digunakan, atau

dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dari definisi tersebut, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi
agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1) berwujud, (2)
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan
aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual
dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun dengan
maksud uﬂtuk digunakan.

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Adapun Kklasifikasi aset
tetap sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan
bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya
yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, dan
dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan

operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
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d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencai{up jalan, irigasi, dan jaringan
yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerahdan dalam
kondisi siap dipakai.

c. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang

diperoleh dan dimanfaatkan untuk keglatan operasional pemerintah
daerah dan dalam kondisi siap dlpakal

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan ‘
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan

belum selesai seluruhnya.

B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain
adalah:

1. Bendahara Barang atau Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/pengurus
barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-

dokumen atas pengelolaan aset tetap.

2. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas
untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas

transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan

bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran

pelaksanaan pengadaan aset tetap.

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan

Dalam sistem akuntan81 aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan
SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang

dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.
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C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap
antara lain adalah:

1. Bukti Belanja/ Pembayaran Aktiva Tetap
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal
pengakuan aktiva tetap dan belanja modal

2. Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal
atas pengakuan aktiva tetap dengan cara pembayaran LS.

3.SP2D LS
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja
modal dengan cara pembayaran LS.

4. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk
pengakuanreklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya.

S. Surat Keputusan Walikota Blitar tentang Penghapusan Aset
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk
pengakuanpenghapusan aset tetap.

6. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan aset
tetap konstruksi dalam pekerjaan.
D. JURNAL STANDAR

Dalam transaksi pembelian aset tetap yang menggunakan mekanisme
LS, aset tetap diakui ketika telah terjadi serah terima barang dari pihak
ketiga dengan SKPD terkait.Berdasarkan bukti transaksi berupa Berita
Acara Penerimaan Barang atau Berita Acara Serah Terima, PPK-SKPD
membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh
Pengguna Anggaran. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, PPK-

SKPD akan mengakui adanya penambahan aset tetap dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Kode . .
Tanggal Nomor Bukti . Uraian Debit Kredit
Rekening : ~, :
XXX XXX XXX | AsetTetap .... | XXX
XXX Utang Belanja Modal .... XXX
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Selanjutnya dilaksanakan proses penaﬁiausahaan untuk pembayaran
perolehan aset tetap tersebut hingga SPQD LS terbit. Berdasarkan SP2D-
LS tersebut PPK-SKPD akan membuat jufnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca
Tanggal | Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening
XXX | XXX XXX | Utang Belanja Modal ... T XXX
XXX RK PPKD XXX
Jurnal LRA
Tanggal [Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredit
| Rekening , v
XXX XXX HE XXX T Belanja Mod.al-,...‘ — i XXX
XXX Perubahan SAL XXX

Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya
perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku,
dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya

yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan

akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Menambah manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara yang
dapat berupa:

a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
c) bertambah volume, dan/atau

d) bertambah kapasitas produksi.

2. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus
sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset
tetap. Nilai satuan minimum kapitaliéasi adalah penambahan nilai

aset tetap dari hasil pengembangani, reklasifikasi, renovasi, dan

. . V 4 >o - . ; . : : .
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restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi ini harus dituangkan di

dalam kebijakan akuntansi di masing-masing entitas pelaporan.
Sebagai contoh, SKPD Kantor Arsip

dan Perpustakaan melakukan

renovasi aset tetapnya sehingga masa manfaat aset tetap tersebut

bertambah, misalnya umur ekonomlfs bertambah dari 10 tahun

menjadi 15 tahun.Biaya renovasi teléh melebihi satuan minimum
kapitalisasi. Atas transaksi ini, PPK}SKPD menjurnal kapitalisasi
sebagai berikut: |

Jurnal LO atau Neraca

Kode :
Tanggal [Nomor Bukti Uraian Debit | Kredit
Rekening L
XXX XXX XXX | Aset Tetap ... XXX
XXX Kas di Bendahara XXX
Pengeluaran
Jurnal LRA
‘ 1 Kode
Tanggal Nomor Buktj Uraian Debit | Kredit
Rekening » L o .
XXX | XXX | XXX | Belanja Modal XXX
XXX Perubahan SAL XXX

F. PELEPASAN ASET TETAP

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetap

yang dapat diikuti dengan proses pemindahtanganan, seperti penjualan,

maupun pemusnahan aset tetap.

Untuk penghapusan aset tetap dengan pemusnahan, PPK SKPD akan

membuat bukti memorial yang dibuat berdasarkan SK Walikota Blitar

tentang penghapusan aset tetap. Setelah bukti memorial tersebut

diotorisasi oleh pengguna anggaran, PPK SKPD kemudian membuat

jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Reiz(rileing Uraian Debit | Kredit
) XXX XXX XXX Akumuiési Penyusufén XXX
XXX Aset Lainnya XXX
XXX Aset Tetap .... XXX
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Jurnal LO dan Neraca

Tanggal [Nomor Bukti Kode Uraian Debit | Kredit
Rekening ,
XXX XXX i XXX | Déﬁsit Pénghapusan Aset Non XXX
Lancar ‘
*HXX Aset Lainnya? XXX

Sedangkan untuk penghapusan aset t’eta?lp vang diikuti dengan proses
penjualan, SKPD harus menyerahkan asét tetap tersebut kepada PPKD,

sebab kewenangan untuk menjual aseﬁ tetap ada di PPKD. Namun

demikian, PPK SKPD

tetap mencatat penghapusan aset tetap

tersebut.Jurnal penghapusan aset tetap untuk aset yang akan

diserahkan ke PPKD untuk kemudian dijual, yaitu:

Jurnal LO atau Neraca

Kode'
Tanggal INomor Bukti Uraian Debit | Kredit
Rekening
XXX | XXX XXX | Akumulasi Penyusutan ..., XXX
XXX Aset Lainnya XXX
XXX Aset Tetap .... XXX
Jurnal LO dan Neraca
, Kode | _ _ ,
Tanggal Nomor Bukti . Uraian Debit | Kredit
Rekening : v
XXX XXX | XXX | RK PPKD XXX
XXX Aset Lainnya XXX

Setelah menerima pelimpahan aset dari SKPD, fungsi akuntansi PPKD

menjurnal:
Kode ) )
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit | Kredit
Rekening
XXX XXX XXX | Aset Lainnya XXX
XXX RK SKPD XXX

Pada saat aset tersebut telah dijual oleh PPKD, berdasarkan bukti

transaksi penjualan, Fungsi Akuntansi PHKD menjurnal:
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Jurnal LO atau Neraca

- al Nomor Kode Uba
angg raian Debit | Kredit
Bukti Rekening
XXX | XXX XXX | Kas di Kas Daerah | XXX
XXX Aset Lainnya XXX
XXX Surplus Penjualan Aset Non XXX
Lancar
Jurnal LRA
Norrrlor'
Tanggal . |Kode Rekening Uraian Debit | Kredit
Bukti
XXX | XXX | XX.X.XXXX | Perubahan SAL XXX
XXX XX.XX Hasil Penjualan Aset Daerah XXX
| yang Tidak Dipisahkan
atau
Jurnal LO atau Neraca
Kodem
Tanggal Nomor Bukti . Uraian Debit | Kredit
Rekening
XXX | XXX | XXX | Kas di Kas Dacrah XXX
XXX Defisit penjualan Aset Non Lancar XXX
*XX Aset Lainnya XXX
Jurnal LRA
| 'K,ode | . . )
Tanggal [Nomor Bukti i Uraian Debit | Kredit
Rekening
XXX | XXX XXX | Perubahan SAL XXX
XXX Hasil Penjualan Aset Daerah XXX

yang Tidak Dipisahkan

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset tetap di SKPD:
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N

W— Transaksi PENCATATAN OLEH SKPD PENCATATAN OLEH PPKD
‘ ‘ Uraian Debit | Kredit Uraian Debit | Kredit
Aset Tetap ... XXX Tidak ada jumal
Utang Belanja Modal Xxx
1 ;Zgi?:mne"fgt Tetap dengan Utang Be'anja Modal XXX RK SKPD XXX
RK PPKD Xxx Kas di Kas Daerah XXX
Belanja Modal ...~ XXX '
Perubahan SAL ; Xxx
Aset Tetap .... XXX
i . Kas di Bendahara Xxx
2 | ke SAG “"" |_ Pongolura | T ad
Belanja Modal ... XXX |
__Perubahan SAL Xxx
set Tetap ... ) XXX
Kapitalisasi Pengeluaran Kas di Bendahara Xxx .
3 setelah Perolehan P?nge!uaran - Tidak ada jumnal
Belanja Modal .... X0
Perubahan SAL Xoax
. . Aset Lainnya .. XXX
4 ﬁgg'ii’g:‘i:’m %saet Tetap ke Akumulasi Penyusutan XXX Tidak ada jumal
Aset Tetap . ... Xoxx
Pelepasan  Aset Lainnya Deﬂsit Penghapusan Aset o
5 dengan Pemusnahan on Lancar
Aset Lainnya ... Xoxx
Penyerahan Aset Lainnya ke RK PPKD XXX __Aset Lainnya XXX
6 | PPKD (untuk ™Aset Lainnya X RK SKPD XXX
dijual/dimanfaatkan) ;
Kas di Kas Daerah XXX
Aset Lainnya XXX
Surplus Penjualan Aset XXX
. . Non Lancar
Tidak ada jurnal Perubahan SAL oo
Hasil Penjualan Aset XXX
Daerah yang Tidak
Aset Lainnya yang dihapus Dipisahkan
7 | (dihentikan penggunaannya Alau
telah terjual) Kas di Kas Daerah XXX
Defisit Penjualan Aset XXX
NonlLancar
- N Aset Lainnya XXX
Tidak ada jurmaf Perubahan SAL o
Hasil Penjualan Aset XXX
Daerah yang Tidak
Lo Dipisahkan
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G. ILUSTRASI
1. llustrasi Pengakuan

Pengakuan asct tctap ditandai dengan telah ditcrimanya atau
diserahkannya hak kepemilikan atas aset tetapdan atau pada saat
penguasaannya berpindah.Ketika pegngakuan aset tetap itu terjadi,
maka fungsi akuntansi membuat Jurnal pengakuan aset tetap dengan
mencatat aset tetap di sisi debit dan kas/utang atau rekening terkait

di sisi kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan.

llustrasi 1: Perolehan aset tetap dengén pembayaran sekaligus

Pada tanggal 2 April 2017, Dinas Pendidikan membeli 10 printer
dengan bukti Berita Acara Serah Tex‘j‘ima Barang atas pembelian 10
unit printer seharga Rp. 700.000,0?0/ unit. Berdasarkan dokumen
tersebut fungsi akuntansi mencatati pengakuan aset tetap dengan

Jjurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Nomor Kode . .
Tanggal Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening
02-Apr- | BAST | 1.3.2.16.07 | Printer 7.000.00
17 05/2017 0
2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal 7.000.00
Peralatan dan Mesin 0

|
Tanggal 10 April 2017, PPKD menerbitkan SP2D LS untuk

pembayaran pembelian tersebut. Berdasarkan dokumen tersebut PPK-

SKPD Dinas Pendidikan mencatat pelunasan hutang dan pengakuan

belanja modal dengan jurnal:
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™

Jurnal LO atau Neraca

pu—

Nomor F
Tanggal . |{Kode Rekening Uraian Debit Kredit
Bukti
10-Apr- | SP2D LS | 2.1.5.03.02 | Utang Belanja Modal 7.000.000
17 | 25/2017 Peralatan dan Mesin
3.1.3.01.01 RK PPKD 7.000.000
J ui’nal LRA: ' ;.. | '
Nomor i
Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit
Bukti ‘
10-Apr- | SP2D LS | 5.2.2.16.07 Belanja Modal 7.000.000
17 25/2017 Pengada an Printer
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 7.000.000

[lustrasi 2: Perolehan aset tetap dengan sistem pembayaran termin

Satuan Polisi Pamong Praja membangun .pool/ garasi dengan nilai
kontrak sebsar Rp. 95.000.000,00.Pada tanggal 1 Juli 2017, Satuan
Polisi Pamong Praja membayar uang muka kerja Rp. 25.000.000,00
dengan menerbitkan SP2D LS atas uang muka. Tanggal 1 September
2017 SKPD menerima laporan Berita Acara Kemajuan Fisik (BAKF)
dengan tingkat penyelesaiaan 75%. Pada tanggal 5 September 2017,
berdasarkan BAKF, SKPD Satuan Polisi Pamong Praja membayar
termin pertama Rp. 50.000.000,00 (pembayaran termin pertama ini
dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar pada tanggal 1 Juli
2017). Tanggal 1 Nopember 2015 menerima BKAF dengan tingkat
penyelesaiaan 100%. Berdasarkan BKAF pada tanggal 5 Nopember
2017, SKPD Satuan Polisi Pamong Praja membayar termin kedua

sebesar Rp. 45.000.000,00 sekaligus pelunasan yang disertai dengan
dokumen serah terima barang.
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Tanggal

Nomor

Bukti

Kode
_Rekening

Uraman

Debit

Kredit

1-Jul-
17

SP2D
LS

1.1.4.05.0

3.1.3.01.0

5.2.3.01.1
4

0.0.0.00.0
0

Garasi/Pool |
RK PPKD

kJumal LO atau Neraca)

Belanja Modaﬂ
Pengadaan Banguna'n
Gedung Garasi/Pool

Perubahan SAL

Uténg Muka }j’engadaaii 7

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

1 —Sep; |

BAKF

1.3.6.01.1

1.1.4.05.0
2

2.1.5.03.0

9

Konstruksi dalam
pengerjaan
Uang Muka Pengadaan
Garasi/Pool

Utang belanja modal

50.000.000

25.000.000

25.000.000

17

5-Sep- |

SP2D
LS

2.1.5.03.0
3

3.1.3.01.0
1

5.2.3.01.1
4

0.0.0.00.0
0

Utang belanja modai
R/K PPKD

{(Jurnal LO dan Neraca
] .

Belanja Modal
Pengadaan Bangunan
Gedung Garasi/Pool
Perubahan SAL

25.000.000 |

25.000.000

25.000.000

25.000.000

01-
Nop-17

BAKF

1.3.6.01.0
1

2.1.5.03.0
3

Konstruksi dalam
Pengerjaan
Utang Belanja Modal

45.000.000

45.000.000

05-
Nop-17

SP2D
LS

BAST

2.1.5.03.0
3

3.1.3.01.0
1

1.3.3.01.1
4

1.1.4.05.0
2

Utang Belanja Modal
RK PPKD

(Jurnal LO dan Neraca)

Bangunan Gedung
Garasi/ Pool

Konstruksi Dalam
Pengerjaan

(Jurnal LO atau Neraca)

145.000.000

95.000.000

45.000.000

95.000.000

llustrasi 4: Perolehan aset tetap dengan pertukaran aset sejenis
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Pada tanggal 4 Maret 2017 BPKAD menukarkan gedung lama dengan
gedung baru dengan menerima kais sebesar Rp. 20.000.000,00.
Gedung lama harga perolehannya adalah Rp. 2.000.000.000,00 dan
akumulasi depresiasinya adalah Rp. 1.500.000.000,00. Gedung baru
harga pasarnya adalah Rp. 600.000.000,00. Jurnal untuk mencatat
transaksi ini adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Nomor Kode
Tanggal ) ] . Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening | .
04-Mar- | BAST | 1.3.3.02.01 Gedung (Baru) 1600.000.000
17 |
1.1.1.01.01 ‘Kas 20.000.000
1.3.7.02.01 Akumulasi Depresiasi 1.500.000.00
Gedung - 0
1.3.3.02.01 | Gedung (Lama) 2.000.000.00
‘ 0
8.4.1.01.03 | Surplus Penjualan Aset 120.000.000
dan Bangunan
]
Jurnal LRA
7 7 Nomor 'Ko.de 7 ] . .
Tanggal Uraian Debit Kredit
Bukti | Rekening
04-Mar- BAST | 0.0.0.00.0 [Perubahan SAL 20.000.000
17 0
4.1.4.01.0 Hasil Penjualan 20.000.000
1 Tanah

Selanjutnya Walikota Blitar menyerahkan Gedung Baru kepada SKPD

Kantor Pelayanan Terpadu, maka Jurnalnya adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Wonior Kode

Tanggal Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening

04-Mar- BAST | 1.1.8.01.01 [RK SKPD 600.000.000
17

1.3.3.02.01 Gedung (Bar<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>